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Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan P2MBG, (2)
Mendeskripsikan P2MBG yang dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor, (3)
Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
kegiatan-kegiatan P2MBG.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Subyek penelitian ini adalah pengelola BAPERMADES, penyelenggara P2MBG, warga
belajar P2MBG dan tokoh masyarakat Desa Luweng Lor. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang
digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan pengambilan
kesimpulan. Trianggulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan
menggunakan sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
melalui P2MBG ini meliputi proses perencanaan dan proses pelaksanaan. Dalam proses
perencanaan terdapat beberapa tahapan yaitu pengadaan sosialisasi, penyusunan data
dasar yang meliputi identifikasi masalah; identifikasi kebutuhan; dan identifikasi
potensi, pengorganisasian masalah, penentuan kegiatan program, serta pembagian peran
antara Stakeholder dan Warga Belajar. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya berupa
pemberian kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar, pemberian
wawasan pengetahuan tentang segala aspek kehidupan, pemberian keterampilan-
keterampilan bagi warga belajar dan peningkatan kemampuan intelektual. (2) P2MBG
dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor dikarenakan Desa Luweng Lor
merupakan Desa yang termasuk terpencil namun memiliki sumber daya yang dapat
dikembangkan. (3) Faktor pendukung pelaksanaan P2MBG yaitu respon positif dan
partisipasi dari warga belajar yang sangat antusias, adanya dukungan dari fasilitator
Desa, adanya kerjasama berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten
Purworejo, dan potensi alam yang memadai. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan
P2MBG yaitu berkurangnya semangat, terganggunya konsentrasi saat mengikuti
kegiatan, serta kurangnya ketersediaan perlengkapan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat berperspektif gender adalah masyarakat yang memiliki kesetaraan
kesejahteraan dan keadilan baik dalam aspek pendidikan, perekonomian, kesehatan
maupun aspek sosial budaya. Masyarakat dapat dikatakan berhasil menjadi masyarakat
berperspektif gender apabila didalam masyarakat tersebut dapat mengangkat emansipasi
perempuan dengan melakukan beberapa usaha yang digunakan untuk menyetarakan
dengan laki-laki.
Namun realitanya saat ini masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan
haknya untuk menjadi perempuan seutuhnya. Hal ini terlihat jelas pada beberapa kasus
yang ada, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pengambilan
keputusan dalam sebuah permasalahan. Sampai hari ini permasalahan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) masih terus meningkat dimasyarakat. Bukan hanya dikalangan
masyarakat miskin, bahkan dikalangan masyarakat yang berkecukupanpun sudah
banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kadang timbulnya hanya
dikarenakan masalah-masalah kecil.
Padahal peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial,
budaya, hukum, dan politik di pembangunan nasional dan daerah memerlukan suatu
strategi khusus yang tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli akan
pemenuhan hak-hak perempuan tetapi juga memerlukan peran serta dari seluruh pihak
diantaranya pemerintah, laki-laki dan perempuan itu sendiri.
Berbicara strategi peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan
yang menitikberatkan pada langkah pemberdayaan perempuan itu sendiri, hal ini
didasarkan oleh komitmen yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai
2negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk ikut serta dalam mengadopsi
Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Dalam
deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang dipaparkan oleh OECD (dalam
Totok, 2012: 1) yang diselenggarakan di New York tahun 2000 yang terdiri dari 8 butir
yaitu: 1) Eradicate Extreme Poverty and Hunger (pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan ekstrim), 2) Achieve Universal Primary Education (tercapainya pendidikan
dasar secara universal), 3) Promote Gender Equality and Empower Women (berorientasi
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan), 4) Reduce Child Mortality
(pengurangan kematian anak balita), 5) Improve Maternal Health (perbaikan kesehatan
ibu), 6) Combat HIV/ AIDS, Malaria and Other Disease (peperangan terhadap HIV/
AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya), 7) Ensure Environmental Sustainability
(kepastian keberlanjutan lingkungan), dan 8) Develop A Global Partnership For
Development (pengembangan kemitraan global untuk pembangunan).
Dimana jika dilihat dari tujuan ketiga adanya suatu upaya untuk mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang korelasi dari tujuan tersebut
berhubungan bagaimana sebuah pembanguan nasional dan daerah dapat mendorong
kesetaraan gender dan mengikutsertakan perempuan sebagai subjek dalam
pembangunan bukan lagi hanya diposisikan sebagai objek dari pembangunan tersebut
yang berakibat perempuan tidak berdaya atau dipaksa untuk tidak berdaya.
Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan kerapkali dihubungkan dengan
kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses menentukan penggunaan dana bantuan
yang diberikan di tingkat desa atau kecamatan. Keikutsertaan masyarakat dalam
menentukan apakah dana bantuan akan digunakan untuk membangun jalan atau
jembatan dipercaya sebagai proses untuk memberdayakan mereka. Pendekatan
pembangunan terkini yang menekankan partisipasi masyarakat diyakini sebagai resep
3yang lebih mujarab dalam menekan angka kemiskinan ketimbang memberikan bantuan
secara “top down” tanpa proses dialog dengan publik. Sejak itulah, kini berkembang
banyak konsep dan teori mengenai hubungan antara pemberdayaan, hak dan upaya
menekan angka kemiskinan.
Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan Millenium Development Goal (MGD),
pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa komitmen yang digariskan antara lain
tertulis pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang berisi tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa seluruh departemen maupun
lembaga pemerintah non departemen di tingkat nasional, propinsi maupun
kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dalam program pembangunan
(Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 2000).
Substansi ketentuan Inpres Nomor 9 tahun 2000 di atas adalah untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan
program pembangunan nasional. Laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses
yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan,
memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan serta memperoleh manfaat
yang sama dari hasil pembangunan. Selain itu juga telah mencantumkan dalam
Kepmendagri No 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dalam melaksanakan
pembangunan daerah, pemerintah daerah (pemda) merencanakan dan melaksanakan
agenda pembangunan yang dimanivestasikan dalam bentuk penyusunan dan penetapan
4APBD. Dengan demikian APBD adalah motor dan pedoman bagi pemerintah daerah
(pemda) dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
Namun dalam pelaksanaan pembangunan di tengah masyarakat masih sering
terjadi kesenjangan gender, yang bahkan tidak disadari oleh kaum perempuan itu
sendiri. Kesenjangan itu tampak dalam berbagai bentuk minimnya partisipasi dan akses
kaum perempuan dalam proses pembangunan selama ini. Akibatnya, banyak program
pembangunan yang substansinya belum memperlihatkan kesetaraan dan keadilan
gender. Untuk itu salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dan
merealisasikan keadilan gender maka terbentuklah sebuah program pemberdayaan
masyarakat yang Berperspektif gender yang disebut dengan P2MBG. Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan dan keadilan melalui
kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penangan kemiskinan dengan fokus
peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan.
Desa Luweng Lor merupakan salah satu lokasi yang dipilih pemerintah untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG). Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) yang dilaksanakan di Desa Luweng Lor dibagi menjadi lima kelompok, yang
mana disetiap kelompoknya terdiri dari 10 orang. Desa ini berada disudut barat
kabupaten purworejo, lebih tepatnya dikecamatan Pituruh. Masyarakat Desa Luweng
Lor mayoritas bekerja sebagai petani dan pendapatan masyarakat Desa Luweng Lor
masih dibawah angka sejahtera. Ditambah lagi di Desa Luweng Lor ditemukan
banyaknya kaum perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan berperan sebagai
pencari nafkah tunggal.
5Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai acuan memaksimalkan potensi
perempuan dalam pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang
keluarga, kaum perempuan akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. Kualitas
generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan sehingga mau tidak
mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi masing-masing.
Tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang berkualitas tanpa meningkatkan
kualitas perempuan. Kualitas pendidikan perempuan juga merupakan aspek yang sangat
penting bagi pembangunan bangsa. Kaum perempuan harus berusaha meraih jenjang
pendidikan setinggi mungkin. Peningkatan derajat kesehatan perempuan juga seiring
dengan upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan reproduksi dan keluarga
berencana dan pelayanan kesehatan.
Meskipun pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor sudah berjalan selama setahun terakhir ini, namun
manfaatnya belum begitu dipahami oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat
yang tidak mengetahui manfaat adanya Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG). Bahkan masih banyak masyarakat diluar Desa Luweng
Lor yang belum mengetahui tujuan keberadaannya program P2MBG dan belum paham
akan fungsi sebuah desa binaan. Dari wacana tersebut, sehingga dibutuhkan penelitian
untuk mengetahui seberapa besar dampak program P2MBG terhadap peningkatan
kesejahteraan keluarga di Desa Luweng Lor.
Dari uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul
"Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender Di Desa Luwenglor, Kecamatan
Pituruh, Kabupaten Purworejo".
6B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1. Masih banyaknya kesenjangan gender yang ditemukan dikehidupan sehari-hari,
khususnya dimasyarakat Desa Luweng Lor.
2. Belum tercapainya tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) yang sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.
3. Masih banyak masyarakat yang belum mengenal Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan belum dapat memahami manfaat
pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).
4. Tidak semua masyarakat peduli terhadap program yang dilaksanakan oleh
pemerintah.
5. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
diadakan oleh pemerintah dalam bentuk program.
6. Keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dirasa masih kurang menarik perhatian warga masyarakat sekitar, khususnya Desa
Luweng Lor.
C. Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas tidak semuanya
dibahas dalam penelitian ini. Dibatasi hanya pada masalah:
1. Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG).
2. Alasan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor.
73. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG).
D. Rumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG)?
2. Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran yang obyektif dan komprehensif
tentang pelaksanaan P2MBG, ditinjau dari:
1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG).
2. Untuk mendiskripsikan alasan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) dilaksanakan di Desa Luweng Lor.
3. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat
pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG).
8F. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti
a. Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami deskripsi pemberdayaan
dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.
b. Memperoleh pengalaman nyata dan mengetahui secara langsung situasi dan
kondisi yang nantinya akan menjadi bidang garapan PLS serta mampu
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat di bangku perkuliahan.
2. Bagi warga belajar P2MBG
a. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dalam upaya pemberdayaan dan
peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan.
b. Memberikan masukan dalam program pemberdayaan perempuan melalui
kelompok-kelompok industri.
c. Mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan peningkatan
kesejahteraan keluarga.
3. Bagi pemerintah
a. Dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijakan mengenai kegiatan
pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta wawasan
pengetahuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui
kelompok industri.
94. Bagi mahasiswa PLS
a. Dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai pengembangan kegiatan
pemberdayaan serta menambah pemahaman bagi pengembangan khasanah ilmu
pengetahuan khususnya bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang






Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni empowerment, yang
mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan
(power). Secara etimologi pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti
kekuatan atau kemampuan. Menurut Ambar Teguh (2004: 77), bertolak dari
pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses
menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses
pemberian daya/kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada
pihak yang kurang atau belum berdaya.
Sedangkan Suparjan & Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan
pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or authority to dan to give ability to
or enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi
kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
Sedangkan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya
untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.
Menurut Agnes (2004: 50), Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai
upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri
sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan
secara mandiri. Menurut Paul (dalam Suparjan & Hempri, 2003: 43) bahwa
pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan
kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh
mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Borrini (dalam
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Suparjan & Hempri, 2003:43) bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang
mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya
secara berkelanjutan.
Berpijak dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Bisa
diasumsikan tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai daya. Setiap
masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari
atau daya tersebut masih belum dapat diketahui. Oleh karena itu daya harus digali
dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka
pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong,
memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya
untuk mengembangkannya.
Pemberdayaan dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan
masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan, karena kemiskinan yang terjadi tidak
bersifat alamiah semata, melainkan hasil dari berbagai macam faktor yang
menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus
melibatkan kedua faktor tersebut.
Pemberdayaan juga bisa dimaknai sebagai proses pertumbuhan kekuasaan
dan kemampuan diri dari kelompok miskin yang lemah, terpinggirkan dan tertindas.
Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok sosial masyarakat
terbawah sekalipun bisa saja terangkat dan muncul menjadi bagian masyarakat
menengah ke atas. Hal ini bisa terjadi kalau saja mereka diberi kesempatan dan
mendapat bantuan dan difasilitasi pihak lain yang mempunyai komitmen untuk itu.
Kelompok miskin di pedesaan misalnya, tidak akan mampu melakukan proses
pemberdayaan sendiri tanpa bantuan atau difasilitasi pihak lain.
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2. Tahap-tahap Pemberdayaan
Menurut Ambar Teguh (2004: 83), bahwa pemberdayaan tidak bersifat
selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan
kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi. Dilihat
dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar,
hingga mencapai status mandiri.
Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belajar dalam rangka
pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh
(2004: 83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:
a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli
sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan
keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar
sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga
terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada
kemandirian.
Menurut Suparjan & Hempri (2003: 44), dalam rangka pemberdayaan
masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:
a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial
politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari
konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu
membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus
membuat pemutusan terhadap hal tersebut.
c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa
masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga
berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
d. Pemberdayaan juga perlu mengkaitkan dengan pembangunan sosial dan
budaya masyarakat.
Menurut Friedman (dalam Huri, 2008: 86) menyatakan ada 2 tahapan
pemberdayaan, yaitu:
a. Pemberdayaan individu, yaitu merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap
anggota keluarga. Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan
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keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun suatu
jaringan keberdayaan yang lebih luas. Jaringan yang luas ini akan membentuk
apa yang dinamakan keberdayaan sosial.
b. Pemberdayaan kelompok atau antar individu, yaitu merupakan spiral models.
Pada hakikatnya individu satu dengan yang lainnya diikat oleh ikatan yang
disebut keluarga. Demikian antara satu keluarga dan lainnya diikat oleh ikatan
ketetanggaan, menjadi kelompok masyarakat dan seterusnya sampai ikatan
yang lebih tinggi.
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Dari beragam pengertian tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan
dalam bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya
yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan luar, untuk
memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui
upaya optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki. Dalam konteks ini,
pemberdayaan masyarakat oleh Slamet (2000) diartikan sebagai:
“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan
memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang
partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders
(individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan,
demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif
yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.
Dalam hal ini Totok (2012: 111-112) menyampaikan bahwa tujuan
pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:
Gambar 1. Upaya Perbaikan Pemberdayaan Masyarakat
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Pertama, Better Education (perbaikan pendidikan) memiliki arti bahwa
pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
Pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan
materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta
hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tapi yang lebih penting adalah perbaikan
pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
Kedua, Better Accessibility (perbaikan aksesibilitas). Dengan tumbuhnya dan
berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharap akan memperbaiki
aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi,
sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran.
Ketiga, Better Action (perbaikan tindakan). Dengan berbekal perbaikan
pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih
baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik. Keempat, Better
Institution (perbaikan kelembagaan). Dengan perbaikan tindakan/ kegiatan yang
dilakukan, diharapka akan memperbaiki kelembagaan, termasuk perkembangan
jejaring kemitraan usaha.
Kelima, Better Business (perbaikan usaha). Perbaikan pendidikan (semangat
belajar), perbaikan aksesibilitas, perbaikan kegiatan dan perbaikan kelembagaan
diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Keenam, Better Income
(perbaikan pendapatan). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan,
diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk
pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
Ketujuh, Better Environment (perbaikan lingkungan). Perbaikan pendapatan
diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan
lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
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Kedelapan, Better Living (perbaikan kehidupan). Tingkat pendapatan dan keadaan
lingkungan yang membaik, diharapkan akan memperbaiki keadaan kehidupan setiap
keluarga dan masyarakat.
Kesembilan, Better Community (perbaikan masyarakat). Keadaan kehidupan
yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik,
diharapkan akan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Dan
beragam upaya tersebut merupakan upaya yang saling berkesinambungan antara satu
perbaikan dengan perbaikan lainnya.
4. Sasaran Utama Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat menjadi sasaran utama, ada ribuan desa di
Indonesia yang masih termasuk dalam kategori terpencil. Baik dilihat dari aspek
geografis, sosial maupun ekonomi. Secara geografis, bentangan alam seperti gunung,
sungai, dan laut menjadikan penghalang alami yang memang tidak mudah disiasati.
Secara sosial ekonomi, Desa-Desa terpencil/ tertinggal di negeri kita ditandai dengan
pertumbuhan masyarakat yang relatif stagnan dan tertinggal. Terisolir secara
geografis, tidak saja membatasi mobilitas warganya, melainkan juga menjadikan
masyarakat buta informasi dan menjadi cenderung tertutup.
Menurut panduan teknis desa terpencil, tertinggal dan pulau-pulau kecil
(2009: 19), yang dimaksud dengan desa terpencil/ desa tertinggal merupakan
Kawasan Perdesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya
kurang/ tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan
kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang
pendidikan (keterbelakangan).
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Ada beberapa pengelompokkan desa terpencil/ desa tertinggal (panduan
teknis desa terpencil, tertinggal dan pulau-pulau kecil, 2009: 23) yaitu sebagai
berikut:
a. Type A (Kawasan yang Prasarana Dasar Wilayahnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya kurang.
b. Type B (Kawasan yang Sarana Wilayahnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya tercukupi, namun
ketersediaan sarana wilayahnya masih kurang.
c. Type C (Kawasan yang Kehidupan Masyarakatnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya tercukupi,
namun kehidupan masyarakatnya masih rendah.
Sedangkan untuk pelaksanaan kajian identifikasi desa terpencil atau desa
tertinggal dilakukan dengan dua arah pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan perencanaan Top-down merupakan arah perencanaan yang bergerak
dari atas bergerak ke bawah. Pendekatan dari atas harus dilakukan terutama pada
kegiatan review dan acuan kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan
Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Pendekatan perencanaan Bottom-Up adalah konsep perencanaan dengan aspirasi
yang muncul dari bawah. Pendekatan dari bawah harus dilakukan terutama pada
kegiatan identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi tiap lokasi. Dengan
demikian, maka gambaran karakteristik yang diperoleh merupakan hasil yang
valid, akurat, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Program penanganan desa terpencil atau desa tertinggal memiliki beberapa
azas pembangunan yang merupakan acuan dasar pelaksanaan, antara lain: azas
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manfaat, azas berkeadilan, azas berkelanjutan, azas pemberdayaan masyarakat lokal,
dan azas komitmen pemerintah kabupaten/ kota.
Menurut Herry (2005), Masyarakat pedesaan terpencil/ tertinggal biasanya
relatif tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, melakukan
kegiatan produksi yang bersifat subsistence, memperoleh pelayanan sosial yang
sangat minim sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relatif sangat
rendah. Namun, sebagian masyarakat pedesaan terpencil/ tertinggal, khususnya
masyarakat adat, mampu menghasilkan produk budaya yang berkualitas tinggi
seperti ukiran suku Asmat, tato suku Mentawai, pengelolaan hutan yang harmonis
suku Baduy, dan lain-lain.
5. Pengertian Gender
Selama ini gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal
gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai
pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian.
Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis
kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Kata gender bisa diartikan
sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan
perilaku (Victoria Neufeldt, 1984: 561).
Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan
budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993: 4). Definisi lain
tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter (1989: 3). Menurutnya, gender
adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.
Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk
menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan
dalam Women’s Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural
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yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik
emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti
Musdah Mulia, 2004: 4).
Secara sederhana dan umum, gender diartikan berbeda dengan jenis kelamin.
Jenis kelamin merupakan ciri biologis manusia yang diperoleh sejak lahir sehingga
secara biologis dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan ciri
fisik yang berbeda. Ciri biologis ini akan melekat selamanya dan tidak bisa
dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan ciri yang melekat pada laki-laki
maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural dengan
mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin (Faqih, 2011).
Ciri biologis khusus yang dimiliki perempuan, yang pada umumnya untuk
reproduksi, secara sosial maupun kultural direpresentasikan sebagai makhluk yang
lemah lembut, emosional sekaligus keibuan. Sementara laki-laki dengan ciri fisik
yang dimiliki, dipandang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat yang dikontruksi
secara sosial kultural ini dapat dipertukarkan. Maksudnya laki-laki dapat memiliki
sifat lembut, keibuan dan emosional. Sebaliknya perempuan bisa bersifat kuat,
rasional dan perkasa. Pertukaran sifat atau cirri tersebut tergantung jaman, latar
budaya, maupun stratifikasi sosial yang mengitarinya. Pada latar budaya dan kelas
tertentu, perempuan dikontruksi untuk mengurus anak dan suaminya dirumah,
sedangkan laki-laki mencari nafkah diluar rumah. Sebaliknya dalam latar budaya dan
kelas sosial yang lain, perempuanlah yang bekerja mencari nafkah diluar rumah,
sedangkan laki-laki mengasuh anaknya dirumah. Semua hal yang bisa dipertukarkan
antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan perkembangan waktu dan budaya
tersebut yang disebut dengan konsep gender (Achmad, 2001: 22).
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Gender adalah konsep hubungan sosial yang memilah-milah fungsi dan peran
antara pria dan wanita. Misalnya hanya ibu/ wanita yang harus menyelesaikan tugas-
tugas rumah tangga sebaliknya hanya bapak/ pria yang bertugas mencari nafkah.
Dalam kenyataannya sebenarnya sifat-sifat itu dapat dipertukarkan pada pria maupun
wanita sebagai contoh: banyak pria yang bekerja sebagai penjahit, ahli masak, salon
kecantikan, sebaliknya tidak sedikit wanita yang bekerja sebagai sopir, pilot dan
sebagainya. Jadi konsep gender dapat berubah karena pengaruh perjalanan sejarah
atau karena pengaruh perubahan politik, sosial, budaya atau pengaruh kemajuan
pembangunan (Sri Sumardiningsih, 2002: 3).
Sedangkan menurut Farida Hanum (2010, 6), konsep gender adalah suatu
sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial
maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional,
cantik, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa. Perubahan
ciri dan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke
tempat, dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bisa juga disuatu suku tertentu
perempuan pedesaan dianggap lebih berkuasa disbanding perempuan. Jadi sifat yang
melekat pada gender tidak tetap tetapi tergantung pada suatu budaya masyarakat.
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat
yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial
maupun kultural antara laki-laki dan perempuan, dan dilihat dari segi kondisi sosial
dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis
lainnya. Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan
dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat
menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor
publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan
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kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas,
hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak
secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan
menjadi apa nantinya.
Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah
gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi
dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait
dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan.
Karena itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini banyak
diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Ada beberapa teori yang dianggap
penting oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:
a. Teori Struktural-Fungsional
Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang
diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi
bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi.
Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu
masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana
fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang
mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di
antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Ratna Megawangi,
1999: 56).
Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam
kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur
masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang
dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial
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pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris
atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini
bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu.
Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Ratna
Megawangi, 1999: 56).
Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra
industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai
pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Sebagai pemburu,
laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk
membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar
rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui
anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil
menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini
stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin).
Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan
diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa
pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Nasaruddin Umar,
1999: 53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa
berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi,
maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan.
Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu
kepada posisi semula.
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b. Teori Sosial – Konflik
Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat,
terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri,
menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan
sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan
pertentangan antar individu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam
suatu organisasi atau masyarakat (Ratna Megawangi, 1999: 76).
Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan
teori Marx. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu
gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan
perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian
dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam
konsep keluarga. Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya
dengan hubungan ploretar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang
diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan
karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.
c. Teori Feminisme Liberal
Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-
laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama
dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak
persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa
hal masih tetap ada pembedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan.
Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa
konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat (Ratna Megawangi, 1999:
228).
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Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme.
Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam
semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi
suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan
merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor
publik.
d. Teori Feminisme Marxis – Sosial
Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar
tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem
kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di
dalam keluarga.
Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori
penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka
merupakan ‘kelas’ yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha
untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah
keadaan (Ratna Megawangi, 1999: 225). Berbeda dengan teori sosial-konflik,
teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan
harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor
seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.
Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan
domistik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan
domistik. Pekerjaan domistik hanya dianggap pekerjaan marjinal dan tidak
produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat
bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga,
misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain
24
yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang
dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domistiknya telah banyak
diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan
sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
laki-laki dari sektor domistik yang dikerjakannya (Ratna Megawangi, 1999: 143).
e. Teori Feminisme Radikal
Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an
dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-
sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi
keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang
melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas.
Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak
perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam
kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian
adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal.
Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu
dijadikan model sebagai perempuan mandiri (Ratna Megawangi, 1999: 226).
Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja
dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis
liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki
dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang
tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan
yang tidak bisa lepas dari beban ini.
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f. Teori Ekofeminisme
Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan
ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak
belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di atas. Teori-teori
feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas
dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri.
Sedang teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu
sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Ratna
Megawangi, 1999: 189).
Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia
maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan
kualitas femininnya, tetapi justeru menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk
dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia
maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern
semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat
adalah kompetisi, self-centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari
cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan)
dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas,
menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang
menelantarkan anak-anaknya (Ratna Megawangi, 1999: 183).
g. Teori Psikoanalisa
Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939).
Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan
perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud
menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego,
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dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi
ketiga struktur itu. Id sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. Id
bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber
lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan
agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif
individual dan tuntutan objektif realitas sosial. Superego berfungsi sebagai aspek
moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan ego agar senantiasa
menjalankan fungsinya mengontrol id (Nasaruddin Umar, 1999: 46).
Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak
dapat dirubah. Pada tahap phallic stage, yaitu tahap seorang anak memeroleh
kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak
memeroleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan clitoris bagi anak
perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-
laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi
sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan
(Nasaruddin Umar, 1999: 41).
Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama
karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa
malu. Teori psikoanalisa Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan
feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentatif dan masih
terbuka untuk dikritik. Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan.
Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk
itu teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan
feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan
terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.
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Itulah beberapa teori-teori gender yang dapat digunakan untuk memahami
berbagai persoalan gender dalam kehidupan kita. Tidak ada satu pun teori yang
khusus digunakan untuk mengkaji permasalahan gender. Teori-teori yang
dikembangkan untuk gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh
para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama
teori-teori sosiologi dan teori psikologi. Teoriteori dimaksud adalah Teori Struktural-
Fungsional, Teori Sosial-Konflik, Teori Feminisme Liberal, Teori Feminisme
Marxis-Sosialis, Teori Feminisme Radikal, Teori Ekofeminisme, dan Teori
Psikoanalisa.
6. Program Terpadu P2MBG
Program terpadu pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender
(P2MBG) adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat secara terpadu, yang
melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan
kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan
keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan
kemiskinan dengan fokus peningkatyan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi
perempuan.
Kemiskinan sangat berpengaruh pada rumah tangga dan kesejahteraan
keluarga secara keseluruhan. Selama ini adanya konsep pembagian kerja dan
tanggung jawab atas dasar gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada
pekerjaan-pekerjaan produktif, padahal sebernya mereka mempunyai sumbangan
pada usaha ekonomi melalui kerja upahan. Namun sumbangan pekerjaan mereka
baik di sektor rumah tangga maupun pekerjaan upahan tidak diperhitungkan dalam
statistik nasional. Dalam kondisi semakin berkurangnya perananan mereka, maka
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perempuan menanggung beban lebih berat karena harus mengatasi permasalahan
ekonomi rumah tangga untuk dapat terus bertahan hidup (survive). Kemiskinan
merupakan masalah yang sangat berat bagi perempuan yang hidup pada keluarga-
keluarga miskin. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi
permasalahan tersebut diatas adalah dengan adanya Program Terpadu Pemberdayaan
Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).
Maksud dan Tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju
pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang
pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan
kondisi, status kedudukan dalam masyarakat.
Dalam upaya peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi
masyarakat dalam kerangka penanganan kemiskinan, maka didalam Pedoman
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (2003: 7-8)
terdapat kebijakan yang diambil antara lain: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas
warga belajar melalui proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis, 2)
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, 3) peningkatan
pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap masyarakat, 4)
peningkatan kualitas lingkungan hidup, 5) peningkatan kesempatan berusaha, 6)
peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program, 7) peningkatan
partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan program, dan 8)
penguatan kelembagaan masyarakat.
Sedangkan menurut Prambudiarto (2012: 74), berdasarkan dimensi modal
sosial (social capital) maka warga belajar termasuk sebagai modal sosial dan
memiliki keempat dimensi, yaitu : 1) Integrasi, ikatan yang kuat antara anggota
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keluarga dan keluarga dengan tetangga sekitar, misalnya ikatan-ikatan kekerabatan
etnik dan agama, 2) Pertalian, ikatan dengan komunitas lain diluar komunitas asal,
misalnya jejaring dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan yang menembus
perbedaan kekerabatan, etnik, dan agama, 3) Integritas Organisasional, keefektifan
dan kemampuan institusi negara untuk menjalankan fungsinya, termasuk
menciptakan kepastian hukum dan menegakkan peraturan, 4) Sinergi, relasi antara
pemimpin dan institusi pemerintah dengan komunitas. Fokus perhatian dalam sinergi
ini adalah apakah negara memberikan peluang ruang yang luas atau tidak bagi
partisipasi warganya.
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang
diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin sebetulnya mempunyai
tujuan yang baik dan merupakan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Namun
demikian, dalam proses pelaksanaannya sering menimbulkan masalah, bahkan ada
pihak yang mengusulkan agar program P2MBG ditinjau ulang. Alasannya cukup
kuat, karena dalam pelaksanaannya program P2MBG sering tidak mencapai sasaran
yang tepat. Sasaran program yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah banyak
berasal dari keluarga yang mampu, sehingga banyak anggota masyarakat yang
berasal dari keluarga tidak mampu tidak tersentuh oleh program P2MBG tersebut,
sehingga banyak anggota masyarakat yang merasa kecewa dengan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pihak Desa.
Untuk menghindari hal tersebut, program P2MBG perlu ditinjau ulang
kaitannya dalam penentuan sasaran program P2MBG, sehingga tidak salah sasaran.
Gerakan sosial yang mendukung pengembangan modal sosial juga harus dipahami
oleh masyarakat dan stakeholder.
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Melalui penyuluhan dan pembinaan di tingkat Desa diharapkan masyarakat
dapat berpartisipasi dalam pengelaolaan program P2MBG. Satu hal yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah Desa, harus bersikap transparan dalam pengelolaan
program P2MBG.
B. Kerangka Berpikir
Masyarakat berperspektif gender adalah masyarakat yang memiliki kesetaraan
kesejahteraan dan keadilan baik dalam aspek pendidikan, perekonomian, kesehatan
maupun aspek sosial budaya. Masyarakat dapat dikatakan berhasil menjadi masyarakat
berperspektif gender apabila didalam masyarakat tersebut dapat mengangkat emansipasi
perempuan dengan melakukan beberapa usaha yang digunakan untuk menyetarakan
dengan laki-laki.
Masyarakat Desa Luweng Lor mayoritas bekerja sebagai petani dan pendapatan
masyarakat Desa Luweng Lor masih dibawah angka sejahtera. Ditambah lagi diDesa
Luweng Lor ditemukan banyaknya kaum perempuan yang menjadi kepala rumah tangga
dan berperan sebagai pencari nafkah tunggal.
Padahal peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi, sosial,
budaya, hukum, dan politik di pembangunan nasional dan daerah memerlukan suatu
strategi khusus yang tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli akan
pemenuhan hak-hak perempuan tetapi juga memerlukan peran serta dari seluruh pihak
diantaranya pemerintah, laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dan strategi ini sudah
tercantum dalam deklarasi MDG (Milleium Development Goal) No. 3 yang berisi
Promote Gender Equality and Empower Women serta didukung dengan Inpres No. 9
tahun 2000 dan Kemendagri No. 132 tahun 2003.
Salah satu wujud nyata dari pengadaan program pemberdayaan tersebut adalah
program terpadu P2MBG. Maksud dan tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan
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pengetahuan, kesadaran, keterampilan serta sikap dan perilaku positif perempuan
(warga belajar) dalam mewujudkan dan mengembangkan kehidupan keluarga sehat,
sejahtera dan bahagia termasuk generasi muda, terutama anak dan remaja.
Program terpadu P2MBG ini merupakan program terpadu dari berbagai
departemen, non departemen dan lembaga pemerintah yang dalam pelaksanaannya
dipadukan dengan program yang ada didesa, dan ditempuh secara bertahap dan
berkesinambungan serta kemampuan desa.
Pelaksanaan kegiatan P2MBG dapat dikatakan berhasil apabila sesuai dengan
tujuan program. Dan dengan diadakannya berbagai kegiatan dari pelaksanaan kegiatan
P2MBG ini harapannya dapat memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan.
Selain itu berhasilnya program juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor
penghambat program dimana disini diperlukan suatu upaya yang tepat dalam mengatasi
faktor-faktor penghambat tersebut dengan faktor pendukung yang ada.
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Gambar 2. Susunan Kerangka Berpikir
C. Pertanyaan Penelitian
Dari kerangka berpikir diatas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan
penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti.
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG)?
2. Apa yang melatarbelakangi penentuan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG)?
3. Bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
terimplementasi di masyarakat?
Perempuan desa Luweng Lor belum berdaya
Memaksimalkan potensi perempuan dalam
pembangunan
Adanya deklarasi MDG (Milleium Development Goal)
No. 3 yang berisi Promote Gender Equality and
Empower Women (berorientasi kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan)
Peningkatan kualitas kaum perempuan
Inpres No. 9 tahun 2000 dan Kemendagri No. 132 tahun
2003
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG)
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4. Bagaimana peran birokrasi setempat (RT, RW, kelurahan, dinas atau instansi terkait)
terhadap penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG)?
5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)?
6. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program





Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah
pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan
data yang bersifat deskriptif guna mengungkap sebab dan proses terjadinya di lapangan.
Menurut Sugiyono (2008: 1), metode penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan
dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan
menggambarkan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG). Selain itu penulis juga menguraikan
gambaran umum dari lembaga penyelenggara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BAPERMADES).
B. Informan Penelitian
Informan yang ditunjuk sebagai sumber data adalah orang-orang yng dapat
memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Peneliti ini menentukan informan
secara purposive dan juga tidak mempersoalkan tentang ukuran dan jumlahnya. Dalam
penelitian ini yang menjadi informan adalah pengelola BAPERMADES, penyelenggara
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), warga belajar
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan tokoh
masyarakat Desa Luweng Lor. Maksud dari pemilihan ini adalah untuk mendapat
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sebanyak mungkin informasi dan berbagai macam sumber data yang diperoleh dapat
diakui kebenarannya.
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah objek dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan
lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas onjek yang
menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Yang dijadikan
lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2013.
D. Metode Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2008: 59), dalam pengumpulan data penelitian kualitatif yang
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dilakukan bersama dengan
pengumpulan data adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
sebagai berikut:
1. Metode Observasi
Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati
individu atau kelompok secara langsung.
Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses
terjadinya penelitian, baik hanya sekedar pengamatan terhadap subyek, proses
pelaksanaan wawancara maupun keikutsertaan peneliti dalam berinteraksi. Observasi
yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama
wawancara, interaksi subyek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan
sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.
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Cara atau metode tersebut dapat juga dikatakan dengan menggunakan teknik
dan alat-alat khusus seperti blangko-blangko, checklist, atau daftar isian yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, secara garis besar teknik observasi
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Structured or controlled observation (observasi yang direncanakan, terkontrol)
b. Unstructure or informal observation (observasi informasi atau tidak terencanakan
lebih dahulu).
Pada structured observation, biasanya pengamat menggunakan blangko-
blangko daftar isian yang tersusun, dan didalamnya telah tercantum aspek-aspek
ataupun gejala-gejala apa saja yang perlu diperhatikan pada waktu pengamatan itu
dilakukan.
Adapun pada unstructured observation, pada umumnya pengamat belum atau
tidak mengetahui sebelumnya apa yang sebenarnya harus dicatat dalam pengamatan
itu. Aspek-aspek atau peristiwanya tidak terduga sebelumnya.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan pedoman metode
observasi. Dalam melakukan observasi, peneliti melihat secara langsung proses
pelaksanaan kegiatan Program pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG).
2. Metode Wawancara
Menurut Lexy Moleong (2004: 186), wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapa itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan pedoman
wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih
37
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat
apa saja yang dikemukakan oleh informan meliputi: indentitas responden dan hal
yang berkaitan dengan fokus penelitian (tentang deskripsi lembaga, bagaimana
pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).
3. Metode dokumentasi
Menurut Sugiyono (2008: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari
wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar atau foto
dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.
Fungsi dari peggunaan metode ini adalah untuk memperoleh data terulis yang
meliputi: sejarah dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat Berperspektif
gender, data keterangan, organisasi dan tata kerja, data program, data sarana dan
prasarana, data sumber pendanaan, data warga belajar Program pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender dan tujuan program.
E. Keabsahan Data
Menurut Lexy Moleong (2004: 324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan
teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria
dalam peneltian kualitatif untuk keabsahan data, yaitu drajat kepercayaan (credibility),
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian
(confirmability).
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Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil
penelitian dengan kenyataan yang diteliti dilapangan. Teknik-teknik yang digunakan
untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf keercayaan data melalui
ketekunan pengamatan (persisten observation), trianggulasi (triangulation), pengecekan
dengan teman sejawat. Untuk membuktikan keabsahan data dala penelitian ini, teknik
yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan trianggulasi.
Moleong (2004: 330) membedakan 4 macam triangulasi, yaitu:
1. Triangulasi sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi metode, maksudnya menurut Patton dalam Lexy Moleong (2004: 331)
terdapat dua strategi, yaitu:
a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik
pengumpulan data.
b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi peneliti, maksudnya memanfaatkan peneliti untuk keperluan pengecekan
kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi teori, maksudny membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan
kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan para pakar.
Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi
metode, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh informasi dari para informan
perlu diadakan cross check antara satu informan dengan informan yang lain sehingga
dapat memperoleh informasi yang benar-benar valid. Informasi yang diperoleh
diusahakan dari narasumber yang mengetahui akan permasalahan dalam penelitian ini.
Informasi yang diberikan salah satu informan dalam menjaawab pertanyaan penulis,
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penulis mengecek ulang dengan menanyakan ulang pertanyaan yang disampaikan oleh
informan pertama ke informan lain.
Apabila kedua jawaban yang diberikan itu sama maka jawaban itu di anggap sah,
apabila jawaban itu saling berlawanan atau berbeda, maka langkah alternatif sebagai
solusi yang tepat adalah dengan mencari jawaban atas pertanyaan itu kepada unforman
ketiga yang berfungsi sebagai pembanding diantara keduanya. Hal ini dilakukan untuk
membahas setiap fokus penelitian yang ada sehingga keabsahan data tetap terjaga dan
bisa di pertanggungjawabkan.
F. Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.
Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke bentuk yang lebih mudah
untuk menyederhanakan dan di interpresentasikan. Setelah data terkumpul selanjutnya
adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif,
meliputi catatan wawancara, catatan observasi yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti, data resmi yang berupa dokumen atau arsip, memorandum dalam proses
pengumpulan data dan juga semua pandangan yang diperoleh dari mana pun serta di
catat.
Sedangkan proses analisis kualitatif menurut Milles dan Humberman dalam
Sugiyono, 2008: 91) terdapat 3 komponen yang benar-benar harus dipahami. Ketiga
komponen tersebut adalah data reduction, data display, dan conclusing drawing/
verification. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :
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Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data
Pertama, Data Reduction (Reduksi data), dengan merangkum, memilih hal-hal
pokok, disusun lebih sistematis, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih
jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data
yang diperoleh bila diperlukan.
Kedua, Membuat Data Display (Penyajian Data), agar dapat melihat gambaran
keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan demikian peneliti
dapat menguasai data lebih mudah.
Ketiga, Miles and Huberman (Burhan Mungin, 2007: 246-249) menjelaskan
bahwa langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah Conclusion
Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) selama penelitian
berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang dibuat yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Luweng Lor Kecamatan
Pituruh Kabupaten Purworejo, pemberdayaan masyarakat Berperspektif gender
merupakan salah satu upaya pemerintah yang paling tepat dilaksanakan pada saat ini
mengingat masih banyaknya warga Desa Luweng Lor yang belum memiliki pekerjaan
tetap. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan baik dari pemerintah desa maupun
instansi terkait, namun masih dirasa belum terangkatnya emansipasi perempuan di Desa
Luweng Lor.
Menurut data perkembangan desa dan kelurahan pada tahun 2011, Desa Luweng
Lor memiliki jumlah total kepala rumah tangga sebanyak 335 keluarga dengan
penjabaran jumlah keluarga sejahtera 3 sebanyak 4 keluarga, jumlah keluarga sejahtera
2 sebanyak 71 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 94 keluarga, dan jumlah
keluarga prasejahtera sebanyak 166 keluarga. Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa hampir 50% jumlah keluarga di Desa Luweng Lor masih termasuk
keluarga miskin, hal ini memperjelas bahwa Desa Luweng Lor merupakan kategori
Desa miskin (BPS Purworejo, 2012).
Luweng Lor merupakan salah satu desa di Kabupaten Purworejo yang terletak
diwilayah kecamatan Pituruh, yang memiliki jarak 25 km dari ibukota Kabupaten dan 5
km dari ibukota Kecamatan. Desa Luweng Lor memiliki luas wilayah 72.67 ha/ m2
dengan didominasi persawahan seluas 36.5 ha/m2.
Pada umumnya penduduk Desa Luweng Lor bermata pencaharian sebagai petani,
penderes, peternak, wiraswasta dan ada juga beberapa yang menjadi guru, TNI/POLRI
dan PNS. Selain itu Desa Luweng Lor didukung oleh sarana dan potensi alam yang
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memadai. Fasilitas jalan menuju Desa Luweng Lor semua dapat dilalui kendaraan dan
beraspal. Ketersediaan sumber air melimpah dan luas lahan yang dimiliki sangat
membantu dalam usaha pertanian maupun perkebunan di Desa Luweng Lor.
1. Deskripsi Lokasi Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini
dilaksanakan di Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.
Secara geografis Desa Luweng Lor dibatasi oleh Desa Kembang Kuning sebelah
utara, Desa Luweng Kidul sebelah selatan, Desa Megulung Kidul sebelah timur, dan
Desa Pekacangan sebelah barat yang ke empat desa tersebut masih merupakan
Kecamatan Pituruh. Sedangkan luas Desa Luweng Lor adalah 72.67 ha/m2. Data
monografi menunjukkan bahwa Desa Luweng Lor terletak 40 MDL ketinggian tanah
dari permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan 2000 mm dan suhu udara (rata-
rata) 36 derajat celcius. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa) Desa Luweng
Lor antara lain jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km, jarak dari ibukota
kabupaten 25 km, dan jarak dari ibukota provinsi 142 km (Data Monografi Desa
Luweng Lor, 2012).
Desa ini merupakan desa padat di Kecamatan Pituruh. Sebagian besar
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, penderes, peternak, wiraswasta
dan ada juga beberapa yang menjadi guru, TNI/POLRI dan PNS. Suasana gotong
royong dan kerukunan masih sangat kental terasa diDesa ini. Berikut rincian jumlah
penduduk menurut beberapa kategori:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Luweng Lor Menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1 Laki-laki 714 orang
2 Perempuan 755 orang
Jumlah 1469 orang
Sumber: Data Monografi Desa Luweng Lor, 2012
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Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk Desa Luweng Lor yang
berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu
755 jiwa merupakan perempuan dan 714 jiwa merupakan laki-laki.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Luweng Lor Menurut Agama/ Aliran Kepercayaan
No. Agama Laki-laki Perempuan
1 Islam 714 orang 755 orang
2 Kristen - -
3 Katholik - -
4 Hindu - -
5 Budha - -
Jumlah 714 orang 755 orang
Jumlah Total 1469 orang
Sumber: Data Monografi Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa penduduk Desa Luweng Lor
berjumlah 1469 jiwa dan keseluruhan penduduknya beragama Islam.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Luweng Lor Menurut Usia
No. Kelompok Usia Laki-laki Perempuan
1 00 – 14 tahun 110 orang 133 orang
2 15 – 24 tahun 107 orang 103 orang
3 25 – 40 tahun 143 orang 157 orang
4 41 – 56 tahun 153 orang 152 orang
5 57 – 74 tahun 159 orang 166 orang
6 Lebih dari 75 tahun 42 orang 44 orang
Jumlah 714 orang 755 orang
Jumlah Total 1469 orang
Sumber: Data Monografi Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa penduduk Desa Luweng Lor
memiliki usia produktif (15 tahun sampai 40 tahun) sebanyak 510 orang dengan
didominasi perempuan sebanyak 260 orang.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Luweng Lor
Menurut Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan
1 TK/ Playgroup 3 orang 16 orang
2 SD 18 orang 22 orang
3 SLTP 214 orang 205 orang
4 SLTA 117 orang 109 orang
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5 D1/ sederajat 3 orang 3 orang
6 D2/ sederajat 2 orang 2 orang
7 D3/ sederajat 3 orang 1 orang
8 S1/ sederajat 2 orang 1 orang
9 S2/ sederajat - -
10 S3/ sederajat - -
Jumlah 362 orang 359 orang
Jumlah Total 721 orang
Sumber: Data Monografi Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Luweng Lor
yang mengenyam pendidikan sebanyak 721 orang didominasi lulusan SMP dan
diikuti oleh lulusan SMA yang masing-masing pendidikan jumlah laki-laki masih
lebih banyak daripada perempuan.
2. Deskripsi Lembaga dan Program
a. Deskripsi Lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purworejo
Lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah lembaga
yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan
kewenangan daerah yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa
dan kelurahan, kapasitas dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan Desa yang meliputi administrasi, kekayaan, pengembangan Desa
dan kelurahan, kapasitas dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat;
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2) Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintah Desa yang meliputi administrasi, kekayaan pengembangan
Desa dan kelurahan, kapasitas dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan,
serta pemberdayaan masyarakat;
3) Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan Desa yang meliputi administrasi, kekayaan pengembangan Desa
dan kelurahan, kapasitas dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat;
4) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang
berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa
yang meliputi administrasi, kekayaan pengembangan Desa dan kelurahan,
kapasitas dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan, serta pemberdayaan
masyarakat;
5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas-tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa yang
meliputi administrasi, kekayaan pengembangan Desa dan kelurahan, kapasitas
dan kelembagaan pemerintah Desa/ kelurahan, serta pemberdayaan
masyarakat;
6) Pengelolaan sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang ada di Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai keadaan bulan Desember 2012
sebanyak 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari laki-laki 30 orang dan
perempuan14 orang. Disamping Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada Badan
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Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga terdapat 74 orang tenaga kontrak yang
terdiri dari 1 orang penjaga malam, 2 orang operasional PNPM-MD dan 71 orang
Sarjana Pendamping Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(P2KSM).
Adapun kondisi sarana dan prasarana dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5. Aset Sarana dan Prasarana BAPERMASDES
No. Jenis Barang/ Aset Jumlah Keterangan
1 Tanah 1859 m2 Milik dinas/ baik
2 Gedung Aula 1 Milik dinas/ baik
3 Gedung Kantor 1 Ruang kepala, sekretariat,
bidang, mushola
4 Kendaraan Roda 4 3 Milik dinas/ baik
5 Kendaraan Roda 2 24 Milik dinas/ baik
6 Almari 25 Milik dinas/ cukup baik
7 Filing Cabinet 5 Milik dinas/ cukup baik
8 Rak Besi 4 Milik dinas/ cukup baik
9 Meja Kerja 53 Milik dinas/ cukup baik
10 Kursi Kerja 92 Milik dinas/ rusak 4
11 Kursi Rapat 8 Milik dinas/ baik
12 Meja Kursi Tamu 3 Milik dinas/ baik
13 Mesin Ketik 5 Milik dinas/ cukup baik
14 Komputer 13 Milik dinas/ baik
15 Radio Tape 1 Milik dinas/ cukup baik
16 Jam Dinding 13 Milik dinas/ baik
17 Telephone 2 Milik dinas/ baik
18 Kipas Angin 1 Milik dinas/ cukup baik
19 Kamera 5 Milik dinas/ baik
20 Papan Kegiatan 13 Milik dinas/ cukup baik
21 Laptop 8 Milik dinas/ baik
Sumber: Rencana Strategis Bapermasdes 2011-2015
Untuk mewujudkan tujuan adanya lembaga Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ini, maka ditetapkannya 9 sasaran sebagai berikut:
terlaksananya penerapan Program dan Kegiatan Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri PeDesaan; meningkatnya kegiatan ekonomi produktif
masyarakat Desa; berkembangnya dan meningkatnya pemanfaatan TTG;
peningkatan kualitas Rumah Tangga Miskin yang layak huni; meningkatnya
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Kapasitas Aparat dan peran serta Kelembagaan/ Masyarakat dalam Pembangunan
Desa; meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; meningkatnya
sarana dan prasarana pemerintahan desa; sinergitas program dan kegiatan dalam
memfasilitasi bantuan pusat; meningkatnya kemandirian desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Sejarah Berdirinya Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini
berawal dari adanya Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2000. Di
propinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan
dengan penduduk laki-laki. Presentase penduduk perempuan di Jawa Tengah
sebesar 50,46 persen. Lebih dari 7,31 juta atau 23,06 persen penduduk Jawa
Tengah mengalami kemiskinan dan jumlah tersebut semakin meningkat seiring
dengan datangnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Pedoman Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender, 2003: 1).
Kemiskinan sangat berrpengaruh pada rumah tangga dan kesejahteraan
keluarga secara keseluruhan. Selama ini, adanya konsep pembagian kerja dan
tanggungjawab atas dasar gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada
pekerjaan-pekerjaan reproduktif, padahal sebenarnya mereka mempunyai
sumbangan pada usaha ekonomi melalui kerja upahan. Namun, sumbangan
pekerjaan mereka baik disektor rumah tangga (pekerjaan domestik) maupun
pekerjaan upahan tidak diperhitungkan dalam statistik nasional. Dalam kondisi
semakin berkekurangan, maka perempuan menanggung beban lebih berat karena
harus menangani konsumsi dan produksi rumah tangga agar terus survive.
Kemiskinan merupakan masalah sangat berat bagi perempuan yang hidup pada
keluarga-keluarga miskin.
Kemiskinan yang disandang perempuan berhubungan langsung dan
ditandai dengan tidak adanya kemandirian dan peluang-peluang ekonomi,
kurangnya akses pada sumber daya-sumber daya ekonomi termasuk kredit,
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pemilikan, dan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kurangnya akses pada
pendidikan formal, pelayanan kesehatan, dan pelayanan-pelayanan pendukung
lainnya, maupun partisipasi minimal dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, kemiskinan juga dapat memaksa perempuan masuk kedalam
situasi buruk yang membuat mereka rawan terhadap eksploitasi seksual, terutama
bagi ruah tangga yang dikepalai perempuan.
Dari beberapa data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan
miskin mempunyai karakteristik tertentu, seperti beban kerja yang semakin berat
karena selain harus melakukan seluruh pekerjaan domestik (reproduktif)
sepanjang harinya, mereka masih dibebani untuk melakukan kerja upahan.
Bahkan tidak sedikit perempuan yang bekerja dan mejadi tulang punggung
keluarga. Karakteristik lainnya, adalah rendahnya status kesehatan perempuan
pada keluarga miskin, yang berdampak pada tingginya angka anemia dan resiko
tinggi kehamilan dan persalinan.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan yang dialami perempuan adalah melalui program terpadu Peningkatan
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Program tersebut
bertujuan mewujudkan dan mengembangkan kelurga sehat, sejahtera, dan bahagia
melalui peningkatan kedudukan, peran, perempuan dan ketahanan mental dan
spiritual perempuan dengan pendekatan lintas sektoral. Pendekatan yang
digunakan program terpadu P2WKSS selama ini mempunyai karakteristik top
down (semua program direncanakan dari atas dan masyarakat hanya sebagai obyk
kegiatan), program hanya difokuskan pada perempuan, tidak mempersoalkan
persoalan subordinasi perempuan, dan bersifat memenuhi praktis perempuan.
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Pemerintah menyadari bahwa program terpadu P2WKSS yang telah
berjalan selama 23 tahun belum menunjukkan hasil yang optimal. Selama ini,
program dan kegiatan yang dirancang tidak sustainable (berkelanjutan). Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya Desa/ kelurahan lokasi program terpadu P2WKSS
tidak meninggalkan bekas sama sekali. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan diDesa/ kelurahan X lokasi program terpadu P2WKSS dengan
menggunakan indikator 5 tahapan pemberdayaan (sejahtera, akses, kesadaran
kritis, partisipasi, dan kontrol) menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang
dilaksanakan untuk warga binaan berada pada tahap “kesejahteraan dan akses”.
Program terpadu P2WKSS dirasakan masih perlu dilaksanakan sebagai
upaya affimative action untuk mempercepat proses pengarusutamaan gender
diberbagai bidang pembangunan seperti diamanatkan oleh intruksi presiden No. 9
tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, dalam
upaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah propinsi Jawa Tengah, merasa perlu
untuk mengembangkan program terpadu P2WKSS dengan pendekatan dan
metode yang lebih sensitif gender. Agar dapat menekan kemiskinan dan mencapai
pembangunan yang berkelanjutan, pendekatan model ini mendorong perempuan
dan laki-laki untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam setiap tahapan
program dan kegiatan.
Selain itu program dan kegiatan P2WKSS harus mampu memenuhi
kebutuhan praktis dan strategis gender, serta mempersoalkan subrodinasi
perempuan. Oleh karena itu P2WKSS digantikan menjadi P2MBG yang
merupakan kependekan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender.
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c. Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Tujuan umum dari terbentuknya Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju
pada kesejahteraan kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang
pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan
kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan.
Adapun tujuan khusus Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender, 2003: 6-7), antara lain:
1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga
2) Meningkatkan kondisi, status dan kedudukan perempuan
3) Meningkatkan akses pada pendidikan
4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
5) Meningkatkan status derajat kesehatan, termasuk hak-hak reproduksi dan
kesehatan reproduksi
6) Meningkatkan pola hidup sehat dan mewujudkan Desa/kelurahan sehat
7) Meningkatkan pendapatan keluarga
8) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
9) Menumbuhkan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak
10) Meningkatkan kualitas pemukiman
11) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas produksi dan tekhnologi
pertanian
12) Meningkatkan akses terhadap informasi pasar.
Dalam upaya meningkatkan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi
perempuan dalam kerangka penanganan kemiskinan, maka kebijakan yang
diambil dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender, 2003: 7-8), antara lain:
1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas warga belajar melalui proses belajar
untuk menumbuhkan kesadaran kritis
2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan
3) Peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak
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4) Peningkatan kualitas lingkungan
5) Peningkatan kesempatan berusaha
6) Peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program
7) Peningkatan partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan
program
8) Penguatan kelembagaan masyarakat
Guna mepercepat terlaksananya kebijakan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender, 2003: 8-9), maka diperlukan strategi yang
meliputi:
1) Meningkatkan komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya
pemberdayaan masyarakat dalam penangan kemiskinan
2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan petugas dan warga
belajar
3) Menumbuhkan kemandirian warga belajar dan penguatan kelembagaan
masyarakat yang ada di Desa/kelurahan
4) Memantapkan keterpaduan dan koordinasi program kegiatan
5) Meningkatkan peran fasilitas pemerintah.
d. Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Dalam penentuan jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
diDesa/kelurahan dilakukan melalui proses partisipatif, dengan disesuaikan
kebutuhan dan kemampuan warga belajar serta potensi yang ada didesa/kelurahan.
Sehingga tidak semua jenis program dan kegiatan nantinya bisa dilaksanakan.
Adapun program dan kegiatan yang ditawarkan dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender adalah:
1) Peningkatan akses pada pendidikan
a) Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga belajar
khususnya dan masyarakat didesa/kelurahan pada umumnya serta
meningkatkan akses warga belajar pada pendidikan dasar.
b) Bentuk Kegiatan berupa Kejar Paket dan Keaksaraan Fungsional;
Pemberian beasiswa bagi anak laki-laki dan perempuan, khususnya pada
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keluarga warga belajar; Penyelenggaraan Taman Bacaan; Penyelenggaraan
sanggar belajar; Dan lain sebagainya.
2) Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan
a) Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
warga belajar, terutama yang berpenghasilan rendah dalam upaya
meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan peternakan yang pada
akhirnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga.
b) Bentuk Kegiatan berupa Pelatihan tentang keterampilan, produksi,
penanganan pasca panen, pengelolaan hasil pertanian/ perikanan/
peternakan, intensifikasi pekarangan, diversifikasi tanaman, pemasaran hasil
pertanian/ perikanan, peternakan, ketersediaan pangan bagi rumah tangga
dan lain sebagainya; Mengadakan deplot pertanian, sesuai dengan jenis
pertanian yang menjadi andalan didesa/ kelurahan lokasi P2MBG;
Mengadakan studi banding ke daerah yang mempunyai pertanian/
perikanan/ peternakan yang sudah dianggap baik; Mengadakan fasilitas pada
lembaga keuangan untuk permodalan bagi warga belajar yang
membutuhkan; dan lain sebagainya.
3) Peningkatan kualitas pemukiman
a) Tujuannya untuk Meningkatkan pengetahuan warga belajar tentang
perumahan dan pemukiman sehat; Meningkatkan kualitas perumahan warga
belajar; Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi warga belajar; Menciptakan
lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, bebas dari polusi;
Mengembangkan manejemen pengelolaan sanitasi dan air bersih;
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
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b) Bentuk Kegiatan berupa Pemugaran perumahan; Pengadaan dan
pemeliharaan sanitasi; Penyediaan, distribusi dan pengelolaan air bersih;
Perbaikan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; Pemanfaatan
pekarangan dan penghijauan; Dan lain sebagainya.
4) Peningkatan status kesehatan masyarakat
a) Tujuannya adalah untuk Meningkatkan pengetahuan warga belajar tentang
hak-hak dan kesehatan reproduksi; Menurunkan kasus anemia pada Wanita
Usia Subur (WUS), ibu hamil dan ibu nifas; Meningkatkan kesadaran warga
belajar tentang kehamilan sehat dan persalinan aman; Menurunkan kasus
kesakitan dan kematian ibu hamil dan bersalin.
b) Bentuk Kegiatan berupa Pendidikan tentang gizi melalui kelompok setara
(kelompok dewasa dan remaja); Bantuan tablet Fe (besi) untuk Wanita Usia
Subur (WUS) dan ibu hamil; Pendidikan pra nikah bagi calon pengantin;
Sosialisasi tentang partisipasi KB laki-laki; Sosialisasi tentang hak individu
untuk ber-KB; Sosialisasi “Menjadi Ayah” bagi laki-laki anggota mitra;
Belajar bersama tentang pengasuhan anak; Belajar bersama tentang
kehamilan sehat dan persalinan aman; Diskusi melalui kelompok setara
tentang penyakit seksual menular; Diskusi tentang HIV/ AIDS; Sosialisasi
tentang kehamilan sehat dan persalinan aman bagi suami istri;
Menumbuhkan bank darah dikalangan masyarakat; Sosialisasi kehamilan
sehat dan persalinan aman bagi dukun bayi; Menumbuhkan model Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM); Advokasi tentang hak-hak
reproduksi; Dan lain sebagainnya.
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5) Mewujudkan desa/kelurahan sehat
a) Tujuannya untuk Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga belajar
tentang pola hidup sehat dan kesadaran untuk hidup sehat; Meningkatkan
kualitas lingkungan peDesaan (sanitasi dan hygiene); Mengembangkan
pelayanan kesehatan dasar dipeDesaan.
b) Bentuk Kegiatan berupa Meningkatkan pengetahuan tentang pola makan
sehat melalui sosialisasi dan pelatihan; Kebersihan tubuh sendiri, melalui
sosialisasi dan kampanye; Pemberantasan sarang nyamuk melalui
sosialisasi, gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan gerakan
pembersihan lingkungan; Gerakan kebersihan sanitasi dan pembuangan air
limbah; Pencegahan penyakit menular; Deteksi dini kecacatan, melalui
sosialisasi dan kampanye; Pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang
dan bahaya obat adiktif; Sosialisasi tentang pengobatan dini; Dan lain
sebagainya.
6) Peningkatan kesadaran hukum
a) Tujuannya untuk Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian pada persoalan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan peraturan perundang-
undangannya; Menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat
(laki-laki dan perempuan), terutama yang berkaitan dengan produk hukum
yang Anti Diskriminasi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
b) Bentuk Kegiatan berupa Identifikasi bersama masyarakat tentang kasus-
kasus kekerasan berbasis gender yang ada disekitar mereka; Melakukan
analisis sosial tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
Sosialisasi dan pelatihan tentang Kekerasan Berbasis Gender bagi tokoh
masyarakat, fasilitator Desa/ kelurahan; Pembentukan mekanisme
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penanganan kasus kekerasan berbasis gender ditingkat masyarakat;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berpihak ke perempuan;
Dan lain sebagainya.
7) Peningkatan pendapatan keluarga
a) Tujuannya untuk Menumbuhkan motivasi berusaha; Menumbuhkan
kemampuan manajemen usaha; Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
berusaha; Menumbuhkan keterampilan menjual; Menumbuhkan
kemampuan manajemen keuangan; Meningkatkan akses pada modal dan
informasi pasar.
b) Bentuk Kegiatan berupa Pelatihan tentang motivasi dan kepercayaan diri
dalam berusaha; Pelatihan tentang manajemen usaha; Pelatihan tentang
penggunaan teknologi pendukung usaha; Pelatihan tentang keterampilan
menjual; Pelatihan tentang manajemen keuangan usaha; Fasilitasi pada
lembaga permodalan; Membuka akses pada informasi pasar; Dan lain
sebagainya.
8) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi
a) Tujuannya untuk Menumbuhkan motivasi dan kemampuan untuk
berorganisasi; Menumbuhkan kemampuan manajemen koperasi;
Mengembangkan jaringan usaha.
b) Bentuk Kegiatan berupa Pelatihan perkoperasian; Pembentukan pra
koperasi; Fasilitasi pembentukan jaringan usaha; Dan lain sebagainya.
e. Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender
Sumber pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender ini berasal dari:
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1) Swadaya masyarakat, melalui jimpitan, tabungan arisan, zakat, shodaqoh, infak
dan lain sebagainya
2) APBD Kabupaten/ Kota
3) APBD Provinsi Jawa Tengah
4) Sumber dana lain yang tidak mengikat
f. Jaringan Kerjasama Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender
Keberhasilan sebuah program tentunya tidak lepas dari hubungan
kerjasama dengan pihak-pihak luar sebagai relasi yang kuat untuk saling
membutuhkan. Dalam menyelenggarakan Program Pemberdayaan Berperspektif
Gender (P2MBG) bekerjasama dengan pihak lain yang terkait baik instansi
pemerintah, lembaga maupun perorangan, antara lain: Sekretaris Daerah
Kabupaten Purworejo, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Purworejo, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Purworejo, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten Purworejo, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo,
Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Purworejo, Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata
Kabupaten Purworejo, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purworejo, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Purworejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Purworejo, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
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Purworejo, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, Kantor Kecamatan
Pituruh, Kantor Desa Luweng Lor, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten
Purworejo, Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo, Gerakan Organisasi
Wanita (GOW) Kabupaten Purworejo, Darma Wanita Persatuan Kabupaten
Purworejo, Kwartir Cabang Kabupaten Purworejo.
3. Deskripsi Warga Belajar
a. Deskripsi Warga Belajar
Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur
pendidikan nonformal. Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) ini, warga belajar adalah masyarakat Desa
Luweng Lor yang dijadikan sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi dalam
setiap kegiatan yang diadakan. Warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) berjumlah 50 orang dengan jumlah laki-laki
sebanyak 13 orang dan jumlah perempuan sebanyak 37 orang. Penentuan warga
belajar Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
ditentukan oleh Surat Keputusan Kepala Desa Luweng Lor No. 144. 3/ 10/ 2012
yang berisi tentang Penetapan Masyarakat Mitra Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Desa Luweng Lor Kecamatan
Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2012.
b. Keadaan Sosial dan Ekonomi Warga Belajar
Lingkungan sosial dan ekonomi sangatlah penting bagi kesinambungan
pembangunan berkelanjutan. Sebab pembangunan dilakukan oleh dan untuk
manusia yang hidup di dalam kondisi social dan ekonomi tertentu. Warga belajar
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang
merupakan warga masyarakat Desa Luweng Lor ini dari sisi sosial memiliki
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kepedulian yang tinggi, warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) ini memiliki gotong royong yang kental terlihat
disetiap kegiatan Desa warga belajarnya saling membantu satu sama lain.
Sedangkan kondisi ekonomi warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) masih dikatakan memprihatinkan dikarenakan
mayoritas warga belajar mendominasi bekerja sebagai petani. Berikut rincian
jumlah warga belajar menurut beberapa kategori:
Tabel 6. Jumlah Warga Belajar Menurut Usia
No. Kelompok Usia Laki-laki Perempuan
1 00 – 15 tahun - -
2 15 – 64 tahun 13 orang 37 orang
3 64 tahun keatas - -
Jumlah 13 orang 37 orang
Jumlah Total 50 orang
Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa warga belajar Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) adalah usia produktif
(15 tahun sampai 64 tahun) dan masih didominasi perempuan sebanyak 37 orang.
Tabel 7. Jumlah Warga Belajar Menurut Mata Pencaharian
No. Nama Pekerjaan Laki-laki Perempuan
1 Petani 13 orang 35 orang
2 Swasta - 2 orang
Jumlah 13 orang 37 orang
Jumlah Total 50 orang
Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa jumlah warga belajar Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) didominasi bermata
pencaharian sebagai petani dan dapat dilihat bahwa warga belajar sebagai petani
berjumlah 35 orang adalah perempuan.
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Tabel 8. Jumlah Warga Belajar Menurut Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan
1 SLTA 1 orang 9 orang
2 SLTP 8 orang 10 orang
3 SD 1 orang 13 orang
4 Tidak sekolah 3 orang 5 orang
Jumlah 13 orang 37 orang
Jumlah Total 50 orang
Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Luweng Lor, 2012
Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa jumlah warga belajar Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) didominasi lulusan
SLTP dan diikuti oleh lulusan SD yang masing-masing pendidikan jumlah
perempuan masih lebih banyak daripada jumlah laki-laki.
B. Pembahasan
1. Pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender
Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) yang diselenggarakan untuk masyarakat Desa
Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Program ini berupa
pemberian pendidikan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk bekal bekerja
atau usaha mandiri dalam beberapa bidang. Keberhasilan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dilakukan melalui beberapa tahapan,
yaitu:
a. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan oleh sebuah lembaga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang sering disebut dengan BAPERMASDES yang bekerjasama dengan beberapa
lembaga mitra, instansi terkait dan tokoh masyarakat. Program ini dilaksanakan
sesuai dengan latar belakang permasalahan negara yang masih didominasi
61
kemiskinan serta banyaknya kasus kesenjangan gender yang membuat perempuan
tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, sehingga diadakannya sebuah
program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada
kesejahteraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam
upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status,
kedudukan dan partisipasi perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan “SC”
sebagai berikut:
“Sekarang ini kan negara kita masih didominasi permasalahan kemiskinan.
Padahal kemiskinan ini berpengaruh besar disegala aspek. Kemiskinan dapat
menurunkan tingkat pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan. Karena itu
Pemerintah membuat sebuah program yang berkonsentrasi pada pemberdayaan
masyarakat. Nah untuk kenapa pemerintah mengerucutkan kepada perspektif
gender, ini karena masih banyaknya kasus kesenjangan gender yang membuat
perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh”
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini
dilaksanakan dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Luweng Lor,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Keadaan ekonomi dan perkembangan
dunia yang menuntut setiap manusia harus memiliki keterampilan untuk tetap
bertahan hidup.
Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, terdapat beberapa langkah
dalam proses perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo.
1) Pengadaan Sosialisasi
Pengadaan sosialisasi ini diadakan pada bulan Desember 2012. Sosialisasi
diadakan di Kantor Desa Luweng Lor dengan mengikutsertakan seluruh warga
Desa Luweng Lor dan pelaksananya adalah Tim dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Sosialisasi ini diikuti oleh setiap
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kepala keluarga atau yang mewakilinya. Pernyataan ini disampaikan oleh “CH”
sebagai berikut:
“Sekitar bulan Desember, Dinas BAPERMASDES mengadakan sosialisasi
mbak, yang pesertanya adalah warga Desa Luweng Lor, dan setiap rumah
kami wajibkan minimal 1 (satu) orang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi
ini”.
Sedangkan materi yang disampaikan antaralain memperkenalkan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), menjelaskan
tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
serta mengutarakan maksud dan tujuan diadakannya Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) diDesa Luweng Lor, sesuai
dengan pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Kami dari pihak BAPERMASDES melakukan sosialisasi yang isinya kami
kenalkan apa itu Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG), bagaimana pelaksanaan program ini dan maksud tujuan
dilaksanakannya program ini”.
Dalam pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar karena adanya kesepakatan dari
pihak BAPERMASDES, fasilitator desa dan masyarakat Desa Luweng Lor
yang menyetujui akan diadakannya pelaksanaan kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng
Lor.
2) Penyusunan Data Dasar
Kegiatan dalam penyusunan data dasar dilakukan dengan menggunakan teknik-
teknik partisipatif yang difasilitasi oleh fasilitator desa/ kelurahan. Data dasar
yang dijadikan pedoman penyusunan antara lain: bidang ekonomi, bidang
kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang
lingkungan hidup dan bidang hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan “SC”
sebagai berikut:
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“Data dasar disini menggunakan teknik partisipatif yang mana dari pihak
BAPERMASDES, fasilitator Desa dan masyarakat Desa Luweng Lor ikut
berpartisipasi dalam penyusunan data dasar ini. Dan dalam penyusunan data
dasar ini harus dapat berpedoman dalam berbagai bidang mbak, diantaranya
ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, hukum dan bidang
lingkungan hidup”.
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan “MH” sebagai berikut:
“Jadi dalam menyusun data dasar, kami semua dilibatkan mbak, kami diberi
kebebasan untuk melihat permasalahan yang ada diDesa kami. Selain itu
kami juga diajak mendalami kebutuhan dan potensi yang ada diDesa kami
dengan didasari banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan dan lain-
lainnya mbak”.
Adapun kegiatan penyusunan data dasar meliputi: identifikasi masalah,
identifikasi kebutuhan, dan identifikasi potensi.
a) Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES), fasilitator desa/
kelurahan beserta masyarakat Desa Luweng Lor yang berfungsi untuk
melihat beberapa permasalahan yang ada di Desa Luweng Lor. Identifikasi
masalah ini memberikan peluang kepada calon warga belajar untuk mencari
masalah sebanyak-banyaknya yang ada di Desa Luweng Lor, kecamatan
Pituruh, kabupaten Purworejo yang nantinya akan ditampung oleh pihak
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) maupun
pihak fasilitator Desa/ kelurahan.
b) Identifikasi Kebutuhan
Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mengkaji seluruh permasalahan
yang ada di Desa Luweng Lor yang kemudian menampung aspirasi dari
calon warga belajar tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang calon warga
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belajar butuhkan guna membantu memperbaiki perekonomian bersama,
khususnya perekonomian keluarga.
c) Identifikasi Potensi
Identifikasi potensi dilakukan dengan mengamati secara langsung apa saja
potensi yang dimiliki Desa Luweng Lor dengan melihat beberapa aspek
sosial maupun geografis.
Penyusunan data dasar ini dapat dianalogikan sebagai contoh bidang
ekonomi. Di Desa Luweng Lor terdapat permasalahan masih banyaknya
calon warga belajar yang tidak memiliki keterampilan dalam bidang
industri. Bearti disini sudah jelas bahwa kebutuhan calon warga belajar
adalah keterampilan industri kecil. Sedangkan melihat potensi yang ada di
Luweng Lor ada dua: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Luweng Lor
yang baik, mayoritas masyarakat Desa Luweng Lor memiliki kemauan
dalam bekerja; (2) Sumber Daya Alam (SDA) yang ada sangat mendukung
seperti banyaknya pohon aren disekitar Desa Luweng Lor. Sehingga dapat
dibuat kesepakatan untuk membuat keterampilan industri berupa makanan
jipang.
3) Pengorganisasian Masalah
Dalam pengorganisasian masalah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BAPERMASDES), fasilitator Desa/ kelurahan beserta masyarakat Desa
Luweng Lor menentukan peringkat masalah yang dianggap paling menDesak
untuk segera ditangani. Pengorganisasian ini bertujuan untuk
mempertimbangkan masalah yang paling penting serta menentukan prioritas
pemecahan masalah yang dianggap tepat dengan melihat potensi yang ada di
Desa Luweng Lor. Hal ini sesuai dengan pernyataan “CH” sebagai berikut:
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“Setelah penyusunan data dasar, kami menentukan masalah apa saja yang
harus segera ditangani. Kami mulai memilah masalah-masalah yang sifatnya
membutuhkan pemecahan masalah segera namun dengan tetap
mempertimbangkan potensi yang ada diDesa kami”.
4) Penentuan Kegiatan Program
Dari hasil penyusunan data dasar dan pengorganisasian masalah, maka langkah
berikutnya adalah penentuan kegiatan program. Penentuan kegiatan program
ini mempertimbangkan kebutuhan calon warga belajar yang ada di Desa
Luweng Lor.
Dalam menentukan kegiatan program, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BAPERMASDES) mengajak instansi/ lembaga terkait, dinas, fasilitator
Desa/ kelurahan dan masyarakat umum Desa Luweng Lor ikut serta dalam
merencanakan jenis program dan kegiatan yang akan diberikan kepada calon
warga belajar. Dalam tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan
analisis sosial, geografis, pendidikan yang merujuk terhadap suatu kebutuhan
masyarakat. Hal ini sesuai pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Setelah ada hasil penyusunan data dasar dan pengorganisasian masalah,
tahapan selanjutnya adalah penentuan kegiatan program. Dalam penentukan
kegiatan program, BAPERMASDES mengikutsertakan instansi/ lembaga
terkait untuk menentukan kegiatan apa saja yang tepat diadakan di Desa
Luweng Lor ini dengan mempertimbangkan hasil dari penyusunan data
dasar dan hasil pelaksanaan pengorganisasian masalah”.
Beberapa kegiatan program telah disepakati, antara lain: sosialisasi penyuluhan
UMKM, penyuluhan keamanan pangan, pelatihan pembuatan kecap, pelatihan
pengelolaan lele, pelatihan pembuatan jipang, pelatihan pembuatan gula
kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan enten-enten,
pelatihan pembuatan kue bolu kukus, pengadaan expo home industry, pelatihan
pembuatan sale, pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan kemasan jipang,
pengadaan mesin jahit dan mesin obras, pelatihan beternak itik, pengadaan
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bibit durian, sosialisasi jamban dan spall, pengadaan bibit sayuran, sosialisasi
hukum pidana dan hukum perdata, sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum
kehidupan sehari-hari, sosialisasi hukum pernikahan, dan sosialisasi keluarga
berencana. Hal ini sesuai pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Beberapa kegiatan yang disepakati bersama yaitu sosialisasi penyuluhan
UMKM, penyuluhan keamanan pangan, pelatihan pembuatan kecap,
pelatihan pengelolaan lele, pelatihan pembuatan jipang, pelatihan
pembuatan gula kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan
enten-enten, pelatihan pembuatan kue bolu kukus, pengadaan expo home
industry, pelatihan pembuatan sale, pelatihan pembuatan susu kedelai,
pelatihan kemasan jipang, pengadaan mesin jahit dan mesin obras, pelatihan
beternak itik, pengadaan bibit durian, sosialisasi jamban dan spall,
pengadaan bibit sayuran, sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata,
sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari, sosialisasi
hukum pernikahan, dan sosialisasi keluarga berencana”.
5) Pembagian Peran antara Stakeholder dan Warga Belajar
Pembagian peran stakeholder dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan
yang akan dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG). Setelah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMASDES) dan instansi/ lembaga terkait, dinas, fasilitator Desa/
kelurahan serta masyarakat umum Desa Luweng Lor menentukan kegiatan,
maka penempatan stakeholder lebih disesuaikan dengan spesialisasi bidang
masing-masing, misalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pelatihan
pembuatan jipang, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang
akan menjadi stakeholder. Hal ini sesuai dengan pernyataan “SC” sebagai
berikut:
“Dikarenakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) ini mencakup segala bidang, maka BAPERMASDES
menempatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten
Purworejo sebagai stakeholder dimasing-masing kegiatan sesuai dengan
bidang pelaksanaan kegiatan, misalnya untuk pelaksanaan pelatihan
pembuatan gula kelapa maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi berperan sebagai stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan”.
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Setelah menempatkan stakeholder dimasing-masing kegiatan, maka
menentukan warga belajar yang nantinya akan mengikuti pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG). Warga belajar di
Desa Luweng Lor sebanyak 50 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 13 orang
dan jumlah perempuan 37 orang. Disini sudah dapat terlihat bahwa program ini
mengutamakan eksistensi perempuan dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan “CH” sebagai berikut:
“Dari dinas disepakati akan mengambil warga belajar sebanyak 50 orang
mbak, dan jumlah ini terdiri dari laki-laki sebanyak 13 orang, sedangkan
perempuannya berjumlah 37 orang”.
Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan “SC”:
“Jumlah warga belajar seluruhnya 50 orang dan didominasi oleh perempuan,
mengingat bahwa tujuan utama program ini memang mengangkat partisipasi
dan eksistensi perempuan diDesa Luweng Lor”.
Dalam proses perencanaan terdapat beberapa tahapan yaitu pengadaan
sosialisasi, penyusunan data dasar yang meliputi identifikasi masalah;
identifikasi kebutuhan; dan identifikasi potensi, pengorganisasian masalah,
penentuan kegiatan program, serta pembagian peran antara Stakeholder dan
Warga Belajar.
b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang diadakan diDesa Luweng Lor,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo sejauh ini dapat dikatakan sudah
terlaksana dengan baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat
beberapa hambatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang diberikan sesuai dengan
tahapan-tahapan pemberdayaan. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan
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Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini adalah
pemberian kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar,
memberikan wawasan pengetahuan tentang segala aspek kehidupan, memberikan
keterampilan-keterampilan bagi warga belajar, meningkatkan kemampuan
intelektual. Tahapan pemberdayaan ini dijabarkan sebagai berikut:
1) Pemberian kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar.
Pemberian kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar disini
direalisasikan dalam bentuk sosialisasi pemberian materi yang sifatnya ajakan
kepada warga belajar untuk memiliki kesadaran dan sikap peduli terhadap
kekayaan yang dimiliki oleh Desa Luweng Lor, hal ini sesuai pernyataan “SC”
sebagai berikut:
“Sebelum pihak dinas memberikan kegiatan real di Desa Luweng Lor ini,
kami selaku pelaksana membuat pertemuan dalam bentuk ajakan sosialisasi
untuk menyadarkan warga belajar bahwa Desa mereka memiliki potensial.
Selain Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang dapat dikembangkankan,
banyak Sumber Daya Alam yang dapat di manfaatkan dengan dijadikan
keterampilan atau hasil karya yang nantinya dapat membantu pendapatan
dan meningkatkan perekonomian”.
Selain itu “CH” menyatakan bahwa sebagai berikut:
“Warga belajar diajak memiliki sikap peduli terhadap kekayaan yang
dimiliki oleh Desa Luweng Lor. Tidak hanya kesadaran bahwa mereka
memiliki namun warga belajar juga diajak peduli dengan menjaga kekayaan
yang ada”.
2) Pemberian wawasan pengetahuan tentang segala aspek kehidupan.
Pemberian wawasan pengetahuan tentang segala aspek kehidupan ini
merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yang dimana isinya
pemberian materi tentang kegiatan yang sifatnya mengajak warga belajar untuk
lebih memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas. Pemberian wawasan
pengetahuan ini berupaya agar warga belajar memiliki wawasan baru, sehingga
69
mereka memiliki pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Hal ini
sesuai dengan pernyataan “MH” sebagai berikut:
“Setelah diadakannya sosialisasi tentang membentuk sikap sadar dan peduli,
warga belajar diberi wawasan pengetahuan yang isinya tentang segala aspek
bidang dalam kehidupan sehari-hari. Warga belajar diharapkan memiliki
wawasan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka miliki”.
Selain itu, tahapan pemberian wawasan pengetahuan ini berisi kegiatan antara
lain seperti sosialisasi penyuluhan UMKM, penyuluhan keamanan pangan,
sosialisasi jamban dan spall, sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata,
sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari, sosialisasi
hukum pernikahan, dan sosialisasi Keluarga Berencana. Hal ini sesuai dengan
pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Tahapan pemberdayaan yang kedua ini adalah tentang pemberian wawasan
pengetahuan dalam segala aspek kehidupan mbak, yang mana kegiatan
realnya berupa sosialisasi penyuluhan UMKM, penyuluhan keamanan
pangan, sosialisasi jamban dan spall, sosialisasi hukum pidana dan hukum
perdata, sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari,
sosialisasi hukum pernikahan, dan sosialisasi Keluarga Berencana”.
3) Pemberian keterampilan-keterampilan bagi warga belajar.
Tahapan selanjutnya adalah pemberian keterampilan-keterampilan bagi warga
belajar. Tahapan ini merupakan tahapan yang bentuknya menghasilkan karya
yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis, selain itu pemberian
keterampilan ini disesuaikan dengan SDM dan SDA yang dimiliki oleh Desa
Luweng Lor. Kegiatan dalam tahapan pemberian keterampilan ini antara lain
pelatihan pembuatan kecap, pelatihaan pengelolaan lele, pelatihan pembuatan
jipang, pelatihan pembuatan gula kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan
pembuatan enten-enten, pelatihan pembuatan kue bolu, pelatihan pembuatan
sale, pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan kemasan jipang, dan
pelatihan beternak itik. Hal ini sesuai pernyataan “SC” sebagai berikut:
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“Pemberian keterampilan ini merupakan tahapan ketiga yang diterapkan
dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) mbak, yang mana dalam tahapan ini harapannya dapat
menghasilkan karya yang bisa dikembangkan dan bisa dijual. Keterampilan
yang diadakan juga disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki diDesa
Luweng Lor ini. Dan bentuk kegiatannya berupa pelatihan pembuatan
kecap, pelatihaan pengelolaan lele, pelatihan pembuatan jipang, pelatihan
pembuatan gula kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan
enten-enten, pelatihan pembuatan kue bolu, pelatihan pembuatan sale,
pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan kemasan jipang, dan pelatihan
beternak itik”.
4) Peningkatan kemampuan intelektual.
Setelah warga belajar mendapatkan keterampilan, tahapan selanjutnya adalah
peningkatan kemampuan intelektual. Peningkatan kemampuan intelektual ini
merupakan tahapan terakhir yang mana merupakan hasil puncak dari seluruh
tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Tahapan ini merupakan penyempurnaan
dari tahapan-tahapan sebelumnya. Setelah warga belajar memiliki kesadaran
dan sikap peduli terhadap lingkungan, warga belajar memiliki pengetahuan
tentang aspek kehidupan dan warga belajar memiliki bekal keterampilan,
harapannya warga belajar juga mampu memiliki kemampuan intelektual
dengan bentuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai
pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Di tahapan terakhir pemberdayaan ini adalah peningkatan kemampuan
intelektual. Tahapan ini bisa dikatakan tahapan yang paling puncak juga
mbak, karena tahapan ini adalah tahapan yang paling menyempurnakan dari
tahapan-tahapan sebelumnya. Harapannya setelah warga belajar punya
kesadaran dan rasa peduli, terus wawasan pengetahuannya bertambah dan
dilengkapi keterampilan yang mumpuni, warga belajar juga dapat
mengaktualisasikan dengan dukungan kemampuan intelektual dalam
pelaksanaan dilapangannya atau bentuk prakteknya agar lebih seimbang”.
Tahap-tahap pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori
Ambar Teguh (2004: 83) yang menyatakan bahwa tahapan yang harus dilalui: 1)
Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli
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sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Ini dibuktikan dengan
antusiasnya warga belajar mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG). Warga
belajar akhirnya menyadari bahwa Desa mereka memiliki potensi alam yang
sebenarnya bisa dimanfaatkan. 2) Tahap transformasi kemampuan berupa
wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan. Terbukti saat ini warga belajar
sudah memiliki pengetahuan tentang hukum sehari-hari, kesehatan keamanan
pangan. Selain itu warga belajar juga sudah memiliki kecakapan keterampilan
membuat kecap, keterampilan mengelola lele, keterampilan membuat jipang,
keterampilan membuat gula kelapa, keterampilan membuat peyek, keterampilan
membuat enten-enten, keterampilan membuat kue bolu kukus, keterampilan
membuat susu kedelai dan masih banyak lagi keterampilan lainnya. 3) Tahap
peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk
inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Ini
terbukti dengan banyaknya warga belajar yang membuat usaha mandiri dirumah
masing-masing, bahkan warga belajar mampu mengadakan expo home industry
yang dilaksanakan di Desa Luweng Lor dengan memperkenalkan semua produk
yang mereka miliki kepada masyarakat luas.
Tahapan pemberdayaan yang dilakukan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) juga sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh
Friedman (dalam Huri, 2008: 86) yang menyatakan bahwa tahapan pemberdayaan
itu yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan kelompok. Langkah awal
yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) yaitu dengan pemberdayaan kelompok, yang selanjutnya dilakukan
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dengan pemberdayaan individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan “SC” sebagai
berikut:
“Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini
awalnya bersifat kelompok, contohnya pengelolaan lele dibuat perkelompok
dengan setiap kelompoknya berisi 10 orang. Namun nantinya diarahkan untuk
setiap warga belajar mampu mengolah lele secara individu, dan harapannya
setiap individu memiliki kolam masing-masing untuk dapat dikembangkan”.
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan sesuai dengan jadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
akan mengisi kegiatan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) dimulai pada bulan Maret 2013 hingga akhir bulan Desember
2014. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor yaitu:
Tabel 9. Kegiatan Program dan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) tahun 2013
No. Nama Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)
1 Sosialisasi Penyuluhan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
2 Penyuluhan Keamanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
3 Pelatihan Pembuatan Kecap Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
4 Pelatihaan pengelolaan lele Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial; Dinas Kelautan,
Perikanan dan Peternakan
5 Pelatihan pembuatan jipang Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
6 Pelatihan pembuatan gula kelapa Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
7 Pelatihan pembuatan peyek Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
8 Pelatihan pembuatan enten-enten Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
9 Pelatihan pembuatan kue bolu Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
10 Pengadaan expo home industri Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
11 Pelatihan pembuatan sale Dinas Perindustrian, Perdagangan
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dan Koperasi
12 Pelatihan pembuatan susu kedelai Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi
13 Pelatihan kemasan jipang Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi




15 Pelatihan beternak itik Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
16 Pengadaan bibit durian Dinas Pertanian dan Kehutanan
17 Sosialisasi jamban dan spall Dinas Kesehatan
18 Pengadaan bibit sayuran Dinas Pertanian dan Kehutanan
19 Sosialisasi hukum pidana dan
hukum perdata
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial
20 Sosialisasi apotik hidup s Pertanian dan Kehutanan
21 Sosialisasi hukum kehidupan
sehari-hari
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial
22 Sosialisasi hukum pernikahan Kantor Kementerian Agama
23 Sosialisasi Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di
Desa Luweng Lor dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan utama dari
pengadaan kegiatan-kegiatan yang diisi oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) ini adalah menyetarakan keadilan antara kaum laki-laki dan kaum
perempuan yang pada dasarnya memiliki status, kedudukan dan partisipasi yang
sama. Dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) yang dijabarkan sebagai berikut:
1) Sosialisasi Penyuluhan UMKM
Sosialisasi penyuluhan UMKM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Sosialisasi penyuluhan UMKM ini merupakan kegiatan pertama
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).
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2) Penyuluhan Keamanan Pangan
Penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Purworejo. Dalam penyuluhan ini disampaikan materi tentang
jaminan mutu pangan, bentuk pemeriksanaan pangan dilaboratorium, hingga
sanksi pidana pelanggaran pangan.
3) Pelatihan Pembuatan Kecap
Pelatihan pembuatan kecap merupakan serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaan
kegiatan ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo dibantu oleh 10
mahasiswa dari Universitas Muhamadyah Purworejo.
4) Pelatihan Pengelolaan Lele
Pelatihan pengelolaan lele dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo
yang bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Pelatihan pengelolaan lele dilakukan
secara berkesinambungan, bahkan pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan
kegiatan yang paling lama karena dilakukan pendampingan secara khusus
selama 2 (dua) tahun.
5) Pelatihan Pembuatan Jipang
Pelatihan pembuatan jipang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
Pembuatan jipang ini dimulai dari pelatihan hingga penyaluran pemasaran.
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6) Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa
Pelatihan pembuatan gula kelapa ini merupakan pelatihan yang diberikan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan pelatihan gula kelapa dipilih
sebagai salah satu kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) dengan alasan Desa Luweng Lor memiliki banyak pohon
kelapa dan mayoritas masyarakat diDesa ini bekerja sebagai penderes.
7) Pelatihan Pembuatan Peyek
Pelatihan pembuatan peyek merupakan kegiatan yang diberikan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini dilaksanakan atas permintaan
warga belajar yang mempertimbangkan banyaknya permintaan pasar untuk
makanan peyek. Apalagi di Desa Luweng Lor terdapat home industry peyek
yang sudah lama berdiri dan banyak masyarakat luar yang memesan peyek di
Desa Luweng Lor.
8) Pelatihan Pembuatan Enten-enten
Pelatihan pembuatan enten-enten dilaksanakan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan home
industry di Desa Luweng Lor. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
memiliki harapan besar kepada Desa Luweng Lor agar dapat dijadikan Desa
vokasi yang memiliki banyak usaha industri rumah tangga agar masyarakat
Desa Luweng Lor dapat berkembang tanpa harus meninggalkan rumah mereka
(merantau).
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9) Pelatihan Pembuatan Kue Bolu Kukus
Pengadaan pelatihan pembuatan kue bolu kukus yang diadakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini ada dikarenakan setiap ada
kegiatan pertemuan atau pengajian, masyarakat Desa Luweng Lor dalam hal
konsumsi masih memesan makanan dari luar. Sehingga dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berinisiatif untuk mengadakan
pelatihan pembuatan kue bolu kukus yang harapannya mampu menambah
bekal warga belajar untuk membuat makanan sendiri disetiap acara kegiatan
Desa.
10) Pengadaan Expo Home Industry
Pengadaan expo home industry ini dinaungi oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Tujuan expo home industry ini agar semakin banyak masyarakat
umum yang mengetahui kelebihan-kelebihan Desa Luweng Lor, sekaligus
mempromosikan hasil industri rumah tangga yang warga belajar miliki.
11) Pembuatan Sale
Pembuatan sale merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Namun hingga peneliti membuat laporan ini, kegiatan pembuatan
sale ini belum direalisasikan.
12) Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai
Pelatihan pembuatan susu kedelai ini merupakan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini
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sama dengan pelatihan pembuatan kue bolu kukus. Tujuan pengadaan pelatihan
pembuatan susu ini agar dapat menambah bekal warga belajar untuk membuat
makanan sendiri disetiap acara kegiatan Desa.
13) Pelatihan Kemasan Jipang
Pelatihan kemasan jipang ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Pelatihan kemasan jipang ini merupakan progress dari pelaksanaan
pelatihan pembuatan jipang.
14) Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras
Pengadaan mesin jahit dan mesin obras merupakan kegiatan yang dinaungi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Kegiatan pengadaan mesin jahit dan mesin
obras ini dilatarbelakangi karena diDesa Luweng Lor tidak ada masyarakat
yang berprofesi sebagai penjahit. Seperti yang disampaikan oleh “SR” selaku
masyarakat Desa Luweng Lor:
“Di desa ini nggak ada yang kerja jadi penjahit mbak, jadi setiap mau
membuat baju atau celana, biasanya masyarakat sini ke desa tetangga.
Karena alasan itu, kami mengajukan pengadaan mesin jahit biar masyarakat
sini kalau mau membuat baju tidak perlu ke desa sebelah”.
Selain menjanjikan akan memberikan mesin jahit dan mesin obras, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi juga meminta 5 (lima) warga belajar untuk mengikuti pelatihan
menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Purworejo.
Harapannya perwakilan warga belajar ini nantinya dapat membagi ilmunya
kepada warga belajar lainnya. Namun hingga peneliti membuat laporan ini,
kegiatan pengadaan mesin jahit dan mesin obras ini belum direalisasikan.
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15) Pelatihan Beternak Itik
Pelatihan beternak itik merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Purworejo. Kegiatan pelatihan beternak itik ini merupakan
permintaan warga belajar. Namun hingga peneliti membuat laporan ini,
kegiatan pelatihan belum direalisasikan.
16) Pengadaan Bibit Durian
Pengadaan bibit durian merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Purworejo. Dinas pertanian dan kehutanan menawarkan kegiatan pengadaan
bibit durian ini mengingat kondisi tanah Desa Luweng Lor memiliki potensi
untuk mengembangkan tanaman durian. Selain tanahnya mendukung, suhu
udaranyapun sangat sejuk dan dapat membantu pengembangan bibit durian.
Namun hingga peneliti membuat laporan ini, kegiatan pengadaan bibit durian
belum direalisasikan.
17) Sosialisasi Jamban dan Spall
Sosialisasi jamban dan spall merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Tujuan
pengadaan sosialisasi jamban dan spall ini agar warga belajar mengetahui
bagaimana tata letak yang baik untuk menempatkan jamban dan spall diarea
rumah agar dapat menjadikan lingkungan rumah yang sehat. Namun hingga
peneliti membuat laporan ini, kegiatan sosialisasi belum direalisasikan.
18) Pengadaan Bibit Sayuran
Kegiatan pengadaan bibit sayur ini dilatarbelakangi Desa Luweng Lor yang
masih didominasi pohon kelapa. Padahal jenis tanah yang dimiliki Desa
79
Luweng Lor ini sangat ideal untuk menanam tanaman selain kelapa, sehingga
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Purworejo memberikan kegiatan pengadaan bibit sayur.
19) Sosialisasi Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata merupakan kegiatan yang
dinaungi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo. Tujuan dari pelaksanaan
sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata ini agar warga belajar mampu
memahami lebih jauh tentang hukum dan bisa membedakan antara hal-hal
yang termasuk dalam hukum pidana dan hal-hal yang termasuk hukum perdata.
Namun hingga peneliti membuat laporan ini, kegiatan sosialisasi belum
direalisasikan.
20) Sosialisasi Apotik Hidup
Sosialisasi apotik hidup merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Purworejo. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan
Kehutanan berencana akan menyampaikan materi tentang tanaman apa saja
yang bisa digunakan untuk pengobatan dan apa saja manfaatnya serta
bagaimana penjabaran pengolahan dari masing-masing tanaman yang
disampaikan. Namun hingga peneliti membuat laporan ini, kegiatan sosialisasi
belum direalisasikan.
21) Sosialisasi Hukum Kehidupan Sehari-hari
Sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari ini diadakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten Purworejo yang menggandeng Kementerian Kehakiman. Dalam
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sosialisasi ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan Kementerian
Kehakiman memberikan motivasi kepada warga belajar agar dapat bertindak
baik dalam kehidupan sehari-hari.
22) Sosialisasi Hukum Pernikahan
Sosialisasi hukum pernikahan merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi hukum pernikahan ini adalah agar warga
belajar mengetahui tentang norma-norma pernikahan, sehingga warga belajar
memiliki bekal dalam mengarungi pernikahan. Namun hingga peneliti
membuat laporan ini, kegiatan sosialisasi belum direalisasikan.
23) Penyuluhan Keluarga Berencana
Penyuluhan keluarga berencana merupakan kegiatan yang dinaungi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo. Penyuluhan keluarga
berencana ini bertujuan agar warga belajar memahami manfaat program yang
dirancang oleh pemerintah dan mengajak warga belajar untuk mengikuti
program keluarga berencana ini. Namun hingga peneliti membuat laporan ini,
kegiatan penyuluhan belum direalisasikan.
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di
Desa Luweng Lor dilaksanakan secara berkesinambungan. Sesuai dengan
perencanaan awal yang dikatakan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender memiliki 23 kegiatan, penulis menjabarkan 14 kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender yang telah terlaksana
hingga peneliti melakukan penelitian di Desa Luweng Lor. Kegiatan-kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Sosialisasi Penyuluhan UMKM
Sosialisasi penyuluhan UMKM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Sosialisasi penyuluhan UMKM ini merupakan kegiatan pertama
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG). Sesuai
pernyataan yang disampaikan oleh “UY” sebagai berikut:
“Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender yang
dilaksanakan disini pertama kali itu sosialisasi penyuluhan UMKM mbak,
pembicaranya dari dinas perindustrian mbak, kami diberi motivasi untuk
mempunyai semangat agar mampu mengenal dan memahami UMKM”.
Selain itu dalam pelaksanaan sosialisasi penyuluhan UMKM ini, antusias
warga belajar sangat luar biasa. Dapat dilihat dari jumlah peserta yang sesuai
dengan undangan, perhatian warga belajar saat mengikuti kegiatan, bahkan
banyak warga belajar yang mengajukan banyak pertanyaan kepada pembicara
penyuluhan. Hal ini dinyatakan oleh “BY” sebagai berikut:
“Wah saya takjub sekali mbak, waktu merencanakan kan kami dengan dinas
sepakat mengambil warga sini sejumlah 50 orang, nah waktu hari H itu
daftar hadirnya itu terisi semua, bahkan tidak ada yang kosong. Terus warga
sini juga seneng banget mbak, mereka tertarik, banyak diantara mereka yang
tanya”.
2) Penyuluhan Keamanan Pangan
Penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Purworejo. Dalam penyuluhan ini disampaikan materi tentang
jaminan mutu pangan, bentuk pemeriksanaan pangan dilaboratorium, hingga
sanksi pidana pelanggaran pangan. Sesuai dengan pernyataan “BY” sebagai
berikut:
“penyuluhan keamanan pangan itu juga sangat menarik mbak, masyarakat
sini jadi tau tentang jaminan mutu pangan itu seperti apa, terus kami juga
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dikasih tau bentuk pemeriksaannya sama sanksi yang diberikan bagi
pelanggar pangan. Pokoknya penyuluhannya sangat bermanfaat mbak”.
3) Pelatihan Pembuatan Kecap
Pelatihan pembuatan kecap merupakan serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaan
kegiatan ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo dibantu oleh 10
mahasiswa dari Universitas Muhammadyah Purworejo. Sesuai pernyataan
“UY” sebagai berikut:
“kegiatan pelatihan membuat kecap ini serangkaian dengan kegiatan
penyuluhan keamanan pangan mbak, pelaksanaannyapun hanya sehari,
setelah penyuluhan dilanjut pelatihan membuat kecap. Dan dari pelatihan
membuat kecap ini, selain ada dari dinas, kami juga dibantu sama mbak-
mbak dan mas-mas dari UMP mbak, berjumlah 10 orang”.
4) Pelatihan Pengelolaan Lele
Pelatihan pengelolaan lele dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo
yang bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Pelatihan pengelolaan lele dilakukan
secara berkesinambungan, bahkan pelaksanaan kegiatan ini dapat dikatakan
kegiatan yang paling lama karena dilakukan pendampingan secara khusus
selama 2 (dua) tahun. Pelatihan pengelolaan lele ini juga merupakan kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang
paling diminati oleh warga belajar. Hal ini terbukti dengan banyaknya kolam
disetiap rumah warga diDesa Luweng Lor. Bahkan beberapa pemilik kolam
tersebut bukan merupakan warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
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Berperspektif Gender (P2MBG). Kebanyakan warga Desa Luweng Lor tertarik
dengan kegiatan pengelolaan lele yang dirasakan banyak manfaatnya, sehingga
mereka memilih untuk membuat usaha pengelolaan lele.
Sebagaimana yang disampaikan oleh “UY” selaku salah satu warga belajar
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG):
“Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang paling menarik
masyarakat disini memang pengelolaan lele mbak, awalnya orang-orang
disini hanya melihat tapi setelah melihat hasil mereka jadi ikut bikin
kolam”.
Selain itu “BY” menambahkan:
“Pengelolaan lele ini sudah panen 2x mbak, sudah terbukti menghasilkan
keuntungan yang besar. Padahal perawatannya mudah, tapi sekali panen
bisa menghasilkan Rp. 1. 523. 500 dari bibit 2000 ekor. Setelah melihat
hasil seperti ini dan sangat membantu perekonomian rumah tangga, warga
yang bukan warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) jadi banyak bertanya kepada kami mbak,
dan mereka mengikuti jejak kami. Hanya bedanya kami menggunakan
modal dari dinas, sedangkan mereka menggunakan modal pribadi tapi kami
sama-sama mendukung”.
5) Pelatihan Pembuatan Jipang
Pelatihan pembuatan jipang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
Pembuatan jipang ini dimulai dari pelatihan hingga penyaluran pemasaran.
Pelatihan pembuatan jipang ini merupakan kegiatan yang dapat dikatakan
berhasil juga, karena warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) banyak yang mengembangkan usaha jipang
setelah dilaksanakannya pelatihan dari dinas. Dipertegas dari pernyataan “SR”
sebagai berikut:
“pelatihan pembuatan jipang ini termasuk kegiatan yang dapat dikatakan
berhasil mbak, karena dari awal pelatihan ini merupakan salah satu
pelatihan yang menarik perhatian warga disini, mungkin karena cara
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membuatannya yang dapat dikatakan mudah. Selain itu dinas juga
membantu dalam pemasaran jipang ini, jadi warga sini tidak mengalami
kendala dalam mengembangkan usaha ini mbak”.
6) Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa
Pelatihan pembuatan gula kelapa ini merupakan pelatihan yang diberikan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan pelatihan gula kelapa dipilih
sebagai salah satu kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) dengan alasan Desa Luweng Lor memiliki banyak pohon
kelapa dan mayoritas masyarakat diDesa ini bekerja sebagai penderes. Hanya
saja selama ini, hasil deresan yang mereka dapat tidak diproduksi sendiri,
mereka lebih banyak menjual kepada orang-orang yang memproduksi gula
diluar Desa Luweng Lor, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menawarkan kepada warga
belajar untuk mengadakan pelatihan pembuatan gula kelapa, agar masyarakat
di Desa Luweng Lor dapat semaksimal mungkin memanfaatkan kekayaan alam
yang ada diDesa Luweng Lor itu sendiri. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan
“UY” sebagai salah satu warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) sebagai berikut:
“pelatihan pembuatan gula kelapa ini merupakan masukan dari dinas mbak.
Soalnya dinas merasa prihatin karena warga disini kan banyak yang bekerja
sebagai penderes, tapi hasil deresannya itu malah dijual ke Desa lain untuk
diproduksi menjadi gula. Jadi waktu itu dinas menawarkan akan
mengadakan pelatihan pembuatan gula kelapa kepada warga sini, ya warga
sini sangat senang to mbak, apalagi kalau kami bisa membuat gula kelapa
sendiri, kan penjualan keluarnya lebih menguntungkan daripada hanya
menjual kelapanya”.
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7) Pelatihan Pembuatan Peyek
Pelatihan pembuatan peyek merupakan kegiatan yang diberikan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini dilaksanakan atas permintaan
warga belajar yang mempertimbangkan banyaknya permintaan pasar untuk
makanan peyek. Apalagi di Desa Luweng Lor hanya terdapat 1 (satu) home
industry peyek yang sudah lama berdiri padahal banyak masyarakat luar yang
memesan peyek di Desa Luweng Lor.
Seperti yang disampaikan oleh “UY” selaku salah satu warga belajar Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG):
“Jadi disini itu ada rumah yang dari dulu jual peyek mbak, alhamdulillah
banyak yang berminat pesan disini. Apalagi kalau musim lebaran, pasti
pesanan banyak mbak. Padahal yang punya usaha peyek hanya 1 (satu)
keluarga itu saja, jadi kami minta kepada dinas untuk memberikan pelatihan
tentang pembuatan peyek. Untungnya yang punya usaha peyek itu juga
mendukung, bahkan ikut bergabung dengan dinas waktu memberikan
pelatihan”.
8) Pelatihan Pembuatan Enten-enten
Pelatihan pembuatan enten-enten dilaksanakan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan home
industry di Desa Luweng Lor. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
memiliki harapan besar kepada Desa Luweng Lor agar dapat dijadikan Desa
vokasi yang memiliki banyak usaha industri rumah tangga agar masyarakat
Desa Luweng Lor dapat berkembang tanpa harus meninggalkan rumah mereka
(merantau). Seperti yang disampaikan oleh “CH” sebagai berikut:
“pembuatan enten-enten ini tidak jauh berbeda dengan pelatihan-pelatihan
lainnya mbak, pada dasarnya dari dinas memang menginginkan home
industry diDesa Luweng Lor ini semakin meningkat, mengingat bahwa
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Desa Luweng Lor ini memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat bagus untuk dikembangkan. Selain
itu dinas juga berharap dengan adaya pengadaan home industry ini membuat
warganya semakin berkembang tanpa harus merantau keluar daerah”.
9) Pelatihan Pembuatan Kue Bolu Kukus
Pengadaan pelatihan pembuatan kue bolu kukus yang diadakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini ada dikarenakan setiap ada
kegiatan pertemuan atau pengajian, masyarakat Desa Luweng Lor dalam hal
konsumsi masih memesan makanan dari luar. Sehingga dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berinisiatif untuk mengadakan
pelatihan pembuatan kue bolu kukus yang harapannya mampu menambah
bekal warga belajar untuk membuat makanan sendiri disetiap acara kegiatan
Desa. Seperti yang disampaikan oleh “UY” sebagai berikut:
“pelatihan membuat bolu kukus ini pelatihan yang ditawarkan sama dinas
mbak, gara-garanya setiap ada pertemuan atau pengajian kami selalu
memesan snack dari luar, jadi dinas menawarkan kami untuk membuat
makanan sendiri, salah satunya bolu kukus, tujuannya buat menghemat
pengeluaran juga mbak”.
Namun kegiatan ini masih disayangkan oleh warga belajar, karena sampai saat
ini pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi masih memberikan
dalam bentuk pelatihan saja, untuk modal dan peralatannya masih belum
tersedia. Hal ini sesuai dengan pernyataan “MH” sebagai berikut:
“pelatihan pembuatan bolu kukusnya sudah terealisasi, namun sayangnya
kami belum mendapatkan bantuan modal dan peralatan dari dinas”.
10) Pengadaan Expo Home Industry
Pengadaan expo home industry merupakan salah satu rangkaian kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang
paling menarik karena pengadaan expo home industry ini tidak hanya
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melibatkan warga belajar saja, melainkan melibatkan banyak pihak. Selain itu,
pengadaan expo home industry ini mengundang banyak masyarakat Desa lain
yang berkunjung ke Desa Luweng Lor sehingga semakin banyak masyarakat
umum yang mengetahui kelebihan-kelebihan Desa Luweng Lor, sekaligus
mempromosikan hasil industri rumah tangga yang warga belajar miliki.
Pengadaan expo home industry ini dinaungi oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Hal ini dipertegas oleh pernyataan “MH” sebagai berikut:
“kami sudah mengadakan expo home industry yang dibantu oleh dinas
perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten purworejo. Di expo ini
kami mempromosikan hasil industri yang desa kami miliki mbak, dan
alhamdulillah banyak masyarakat luar yang mengunjungi desa kami, bahkan
dari dinas kabupaten kebumen pun mengunjungi desa kami”.
11) Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai
Pelatihan pembuatan susu kedelai ini merupakan pelatihan yang
diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo. Pelatihan ini
sama dengan pelatihan pembuatan kue bolu kukus. Tujuan pengadaan pelatihan
pembuatan susu ini agar dapat menambah bekal warga belajar untuk membuat
makanan sendiri disetiap acara kegiatan Desa. Hal ini sesuai dengan
pernyataan “CH” sebagai berikut:
“pelatihan pembuatan susu kedelai ini sama dengan pelatihan pembuatan
bolu kukus mbak, tujuannya agar warga sini memiliki bekal untuk mengolah
makanan sendiri untuk pertemuan atau pengajian desa”.
12) Pelatihan Kemasan Jipang
Pelatihan kemasan jipang ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten
Purworejo. Pelatihan kemasan jipang ini merupakan progress dari pelaksanaan
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pelatihan pembuatan jipang. Mengingat pemesan jipang semakin banyak, maka
atas inisiatif kepala Desa Luweng Lor diadakannya pelatihan kemasan jipang
ini. Tujuannya agar kemasan semakin menarik dan ofset penjualan jipang
semakin meningkat. Seperti yang disampaikan oleh “MH” selaku kepala Desa
Luweng Lor sebagai berikut:
“pelatihan kemasan jipang ini masukan dari saya mbak. Mengingat dinas
sudah mengadakan pelatihan jipang dan membantu pemasarannya, akan
lebih baik lagi apabila produksi jipang ini diberi kemasan yang menarik.
Karena selama ini jipang hanya diberi bungkus plastik putih biasa, harapan
saya kemasannya bisa dalam bentuk sablon plastik sehingga semakin
menarik dan dapat meyakinkan konsumen yang akan membeli jipang dari
Desa Luweng Lor ini”.
13) Pengadaan Bibit Sayuran
Kegiatan pengadaan bibit sayur ini dilatarbelakangi Desa Luweng Lor yang
masih didominasi pohon kelapa. Padahal jenis tanah yang dimiliki Desa
Luweng Lor ini sangat ideal untuk menanam tanaman selain kelapa, sehingga
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Purworejo memberikan kegiatan pengadaan bibit sayur. Selain agar
masyarakat Desa Luweng Lor dapat terpenuhi kesehatan dengan
mengkonsumsi sayur, hasil dari sayuran inipun dapat dijual dan dapat
menambah income pendapatan keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan
“BY” sebagai berikut:
“pengadaan bibit sayuran ini merupakan bantuan dari dinas pertanian mbak.
Soalnya dinas pertanian menyampaikan kalau jenis tanah di Desa Luweng
Lor ini sangat subur dan sebenarnya bagus ditanami selain kelapa. Jadi
dinas pertanian mengusulkan akan memberikan bibit sayuran agar
masyarakat disini dapat mengkonsumsi sayur dari lahan mereka sendiri,
selain itu sayuran ini dapat dijual”.
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14) Sosialisasi Hukum Kehidupan Sehari-hari
Sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari ini diadakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Kabupaten Purworejo yang menggandeng Kementerian Kehakiman. Dalam
sosialisasi ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan Kementerian
Kehakiman memberikan motivasi kepada warga belajar agar dapat bertindak
baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas dari pernyataan “UY”
sebagai berikut:
“kami diberi sosialisasi tentang hukum kehidupan sehari-hari mbak. Dari
dinas memberikan motivasi kepada warga sini untuk selalu bertindak baik
dalam keseharian”.
Dari 14 kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) yang terlaksana, peneliti kembali mengerucutkan 2 (dua) kegiatan yang
paling menonjol, yaitu Pelatihan Pengelolaan Lele dan Pelatihan Pembuatan Gula
Kelapa. Dua kegiatan ini dikatakan menonjol dikarenakan beberapa faktor, antara
lain:
1) Kegiatan yang paling diminati masyarakat
Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Lele dan Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa
dikatakan kegiatan yang paling diminati karena sudah terbukti bahwa kedua
kegiatan ini dapat menarik perhatian warga belajar Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor, hal ini sesuai
pernyataan “CH” sebagai berikut:
“Dari semua kegiatan yang dinas tawarkan, warga sini lebih tertarik pada
kegiatan pelatihan lele dan pelatihan gula kelapa mbak, terbukti dari pelaksana
kegiatan ini bukan hanya warga yang dimasukkan dalam warga belajar
program pemerintah, tapi warga umum juga jadi ikutan bergabung”.
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Selain itu “UY” juga menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
“Pelatihan lele dan pembuatan gula kelapa itu mbak yang warga sini suka,
terbukti dihampir setiap rumah sekarang ada kolam lelenya mbak, meski
kebanyakan kalau warga yang tidak ikut serta dalam program biasanya kolam
ikannya lebih kecil daripada kami yang langsung mendapatkan bantuan dari
pemerintah. Terus warga sini yang suaminya penderes, sekarang istrinya jadi
ikutan usaha membuat gula kelapa sendiri lalu dijual mbak”.
2) Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada
Kegiatan ini sangat memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
Dikatakan demikian karena di Desa Luweng Lor banyak terdapat pohon kelapa
yang sebelumnya memang buahnya dipetik lalu dijual keluar desa, sehingga
kegiatan pelatihan pembuatan gula kelapa ini dikatakan sangat tepat karena
memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Hal ini sesuai pernyataan
“UY” sebagai berikut:
“Desa Luweng Lor ini kaya akan pohon kelapa mbak, mbaknya bisa lihat
sendiri, dari masuk ke Desa ini, hampir semuanya itu pohon kelapa. Dari dulu
warga sini kalau misalnya ambil pohon kelapa langsung dijual ke pasar atau
ada yang tukang ambilin model borongan gitu mbak, tapi sekarang pemerintah
ajak kita untuk mengolah kelapanya sendiri. Jadi kalau kelapanya sudah
berubah jadi gula, baru dijual keluar”.
Selain itu sebagian besar Desa Luweng Lor masih memiliki banyak lahan kosong
yang tidak digunakan, sehingga potensial untuk dijadikan sebagai sarana kolam
ikan. Hal ini sesuai pernyataan “BY” sebagai berikut:
“Desa kami ini kan sebenarnya bukan Desa yang luas mbak, hanya
penduduknya memang juga tidak banyak, jadi banyak pekarangan-pekarangan
kosong yang tidak dimanfaatkan. Nah dari situ pemerintah menganjurkan agar
lahan yang kosong itu dimanfaatkan menjadi kolam, agar bisa
mengembangbiakan ikan”.
3) Memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
Selain memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, 2 (dua) kegiatan ini
juga jelas memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Karena warga
belajar di Desa Luweng Lor ini sebagian besar laki-lakinya sebagai penderes dan
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perempuannya sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya kegiatan ini Sumber
Daya Manusia (SDM) nya dapat dikembangkan. Laki-laki sebagai penderes dan
perempuan dikembangkan untuk mengolah kelapa menjadi gula sehingga semua
warganya memiliki aktifitas yang dapat menambah perkonomian keluarga. Hal ini
sesuai pernyataan “UY” sebagai berikut:
“Warga disini kebanyakan kerja sebagai penderes mbak dan istri-istrinya
dirumah saja ngurus urusan rumah tangga. Dengan adanya kegiatan pembuatan
gula kelapa jadinya lebih bermanfaat mbak. Suami sebagai penderes dan istri
yang mengolah kelapa menjadi gula. Kan lumayan mbak buat nambah-nambah
keuangan rumah tangga”.
4) Cara pengelolaannya mudah dan hasil penjualannya memuaskan
Pelatihan Pengelolaan Lele dan Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa ini dapat
dikatakan kegiatan yang cara pengelolaannya sangat mudah karena semua warga
belajar dapat mempelajarinya dan dapat mempraktekannya dengan mudah, cara
pengelolaannya dapat dipelajari dari informasi yang diberikan dari pemerintah
maupun dengan membaca buku yang terkait dengan pelatihan pengelolaan lele
dan pembuatan gula kelapa. Hal ini sesuai pernyataan “BY” sebagai berikut:
“Pelatihan lele dan gula kelapa ini pengelolaannya sangat mudah dipelajari
mbak, dan semua warga sini semuanya bisa mencoba. Selain dapat ilmu dari
materi yang pemerintah berikan, warga bisa mempelajari dan lebih memahami
dari buku-buku tentang pelatihan, baik pelatihan lele maupun pembuatan gula
kelapa”.
Selain itu, hasil penjualannya dapat dikatakan memuaskan. Sesuai dengan
pernyataan “UY” sebagai berikut:
“Pengelolaan lele sudah terbukti menghasilkan untung yang besar mbak, dari
2000 ekor yang diberi modal dari pemerintah, panen sekali kami dapat Rp. 1.
523. 500, itu untuk sekali panen loh mbak”.
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2. Alasan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender di
laksanakan di Luweng Lor
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender yang
dilaksanakan di Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo ini
bukan merupakan lokasi pertama yang ditunjuk sebagai sasaran Program
Pemberdayaan Masyarakat Berpresektif Gender (P2MBG) oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) Kabupaten Purworejo.
Penunjukan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berpresektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor ini merupakan hasil kesepakatan bersama oleh
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Purworejo. Hasil
kesepakatan yang dibuat mengingat bahwa Desa Luweng Lor merupakan salah satu
Desa di Kabupaten Purworejo yang memiliki banyak permasalahan ekonomi namun
memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan “SC”
selaku pengelola Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES)
Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
“Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKBD) se-kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Desa Luweng Lor
memiliki permasalahan dalam berbagai sisi dan yang paling mencolok adalah
permasalahan ekonomi, namun sebenarnya Desa Luweng ini memiliki banyak
potensi yang dapat dikembangkan”.
Selain itu masyarakat Desa Luweng Lor merupakan masyarakat yang
memiliki kemauan untuk berubah dan mau diajak berkembang. Hal ini sesuai dengan
pernyataan “CH” sebagai berikut:
”Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan di Desa ini karena Desa ini memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh
pemerintah mbak. Dari segi potensi, Desa ini memiliki potensi yang dapat
dikembangkan, kondisi masyarakatnya juga sangat mudah untuk dikembangkan
karena masyarakat disini mau diajak bergerak untuk berubah”.
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Dengan melihat pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa
Luweng Lor merupakan desa yang memiliki permasalahan ekonomi namun juga
memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan.
Selain itu, Desa Luweng Lor dapat dimasukan dalam kategori desa terpencil
sesuai dengan beberapa pengelompokan desa terpencil/ desa tertinggal yang disusun
oleh Panduan Teknis Desa Terpencil, Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yaitu berisi:
a. Type A (Kawasan yang Prasarana Dasar Wilayahnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya kurang.
b. Type B (Kawasan yang Sarana Wilayahnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan prasarana dasar wilayahnya tercukupi, namun
ketersediaan sarana wilayahnya masih kurang.
c. Type C (Kawasan yang Kehidupan Masyarakatnya Tertinggal), artinya kawasan
perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya tercukupi,
namun kehidupan masyarakatnya masih rendah.
Sesuai Panduan Panduan Teknis Desa Terpencil, Tertinggal dan Pulau-Pulau
Kecil diatas, Desa Luweng Lor termasuk pada pengelompokan Type C yaitu
kawasan yang kehidupan masyarakatnya tertinggal yang artinya kawasan perdesaan
yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya tercukupi, namun
kehidupan masyarakatnya masih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan “CH”
sebagai berikut:
“Di desa ini sebenarnya sarana prasarananya sudah cukup baik mbak, namun
masyarakatnya masih dikatakan rendah karena kebanyakan masyarakat sini
berpendidikan terbatas”.
Sedangkan untuk pelaksanaan kajian identifikasi Desa terpencil atau Desa
tertinggal dilakukan dengan dua arah pendekatan, yaitu:
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a. Pendekatan perencanaan Top-down merupakan arah perencanaan yang bergerak
dari atas bergerak ke bawah. Pendekatan dari atas harus dilakukan terutama pada
kegiatan review dan acuan kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan
Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.
b. Pendekatan perencanaan Bottom-Up adalah konsep perencanaan dengan aspirasi
yang muncul dari bawah. Pendekatan dari bawah harus dilakukan terutama pada
kegiatan identifikasi karakteristik permasalahan dan potensi tiap lokasi. Dengan
demikian, maka gambaran karakteristik yang diperoleh merupakan hasil yang
valid, akurat, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dari hasil penelitian, pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor ini menggunakan pendekatan
perencanaan Top Down dikarenakan pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini merupakan kebijakan dari
pemerintah yang kebijakannya diambil dengan melihat keadaan kondisi Desa
Luweng Lor. Hal ini sesuai pernyataan “SC” sebagai berikut:
“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang berorientasi pada situasi
dan kondisi lokasi Desa”.
Selain itu dari segi ekonomi, menurut data perkembangan Desa dan kelurahan
pada tahun 2011, Desa Luweng Lor memiliki jumlah total kepala rumah tangga
sebanyak 335 keluarga dengan penjabaran jumlah keluarga sejahtera 3 sebanyak 4
keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 71 keluarga, jumlah keluarga
sejahtera 1 sebanyak 94 keluarga, dan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 166
keluarga. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir 50% jumlah
keluarga di Desa Luweng Lor masih termasuk keluarga miskin, hal ini memperjelas
bahwa Desa Luweng Lor merupakan kategori Desa miskin (BPS Purworejo, 2012).
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Pada umumnya penduduk Desa Luweng Lor bermata pencaharian sebagai
petani, penderes, peternak, wiraswasta dan ada juga beberapa yang menjadi guru,
TNI/POLRI dan PNS. Selain itu Desa Luweng Lor didukung oleh sarana dan potensi
alam yang memadai. Fasilitas jalan menuju Desa Luweng Lor semua sudah dapat
dilalui kendaraan dan sebagian beraspal. Ketersediaan sumber air melimpah dan luas
lahan yang dimiliki sangat membantu dalam usaha pertanian maupun perkebunan di
Desa Luweng Lor. Hal ini sesuai pernyataan “MH” sebagai berikut:
“Orang-orang disini kerjanya kebanyakan sebagai petani dan penderes mbak,
selain itu ada peternak, wiraswata dan beberapa menjadi PNS. Kalau sisi Desa
nya, Desa Luweng Lor sarana prasarana sudah sangat mendukung. Fasilitas jalan
menuju Desa Luweng Lor semua sudah dapat dilalui kendaraan dan sebagian
beraspal. Ketersediaan sumber air melimpah dan luas lahan yang dimiliki sangat
membantu dalam usaha pertanian maupun perkebunan di Desa ini”.
Dengan melihat pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dilaksanakan di
Desa Luweng Lor dikarenakan Desa Luweng Lor merupakan desa terpencil yang
memiliki jumlah keluarga miskin hampir 50%, namun Desa Luweng Lor ini
memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan.
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pemberdayaan
Masyarakat Berperspektif Gender
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam sebuah program merupakan suatu kekuatan
dalam melaksanakan serangkaian kegiatan yang diprogramkan. Dari hasil
penelitian terdapat beberapa faktor pendukung terselenggaranya Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG), seperti yang
disampaikan oleh “SC” selaku tim pelaksana dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES):
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“Respon dari masyarakat Luweng Lor itu luar biasa mbak, saat pertama
sosialisasi saja jumlah peserta melebihi jumlah target undangan. Bahkan
masyarakat disana terlihat sangat antusias saat kami menyampaikan tujuan
kami kesana. Antusias mereka terlihat dari ketertarikan materi sosialisasi yang
kami sampaikan, dan pada saat sesi tanya jawab, mereka juga banyak yang
tanya. Masyarakat Luweng Lor benar-benar punya greget dalam pelaksanaan
program ini”.
Selain itu peneliti juga menemukan faktor pendukung yang lainnya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh “CH” selaku fasilitator Desa Luweng Lor
sekaligus sebagai ketua pengelola program ini:
“Masyarakat Luweng Lor sangat antusias mbak, soalnya program ini sangat
bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepannya. Selain menambah pegalaman,
program ini juga memiliki andil besar dalam peningkatan ekonomi keluarga.
Selain itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia
(SDM) disini sangat mendukung. Disini terdapat banyak pohon aren yang
biasanya hanya diambil gulanya dan kemudian dijual. Sekarang gula arennya
bisa dibuat produk seperti jipang dan gula, ya ini semenjak adanya program
pemberdayaan masyarakat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMASDES). Sumber Daya Manusia (SDM) nya juga sangat antusias
dalam menjalankan keterampilan-keterampilan yang diberikan”.
Sama halnya pernyataan dari “MH” selaku kepala Desa Luweng Lor:
“Dalam program ini, banyak fasilitas yang diberikan oleh dinas. Di Desa kami
hanya sebagai peserta saja, semuanya sudah ditanggung oleh dinas. Baik
fasilitas maupun sarana prasarana sudah ada. Pokoknya program ini sangat
bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian keluarga, yang nanti
harapannya dapat membantu untuk peningkatan pendidikan juga. Soalnya
kalau ekonomi masyarakat sini meningkat, pasti banyak anak-anak Luweng
Lor yang bisa sekolah karena orang tua mereka tidak kesulitan dalam mencari
penghasilan”.
Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan
yang dilaksanakan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor dapat berjalan dengan baik ini dikarenakan adanya
faktor pendukung, yaitu:
1) Respon positif dan partisipasi dari warga belajar yang sangat antusias. Ini
terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat dari proses rapat
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perencanaan program sampai dengan proses pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).
2) Adanya dukungan dari fasilitator Desa. Fasilitator Desa sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan suatu program karena apabila fasilitator Desa tidak
mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) maka warga belajarnya pun tidak akan punya greget untuk
mengikuti kegiatan yang diberikan.
3) Adanya kerjasama berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-
Kabupaten Purworejo. Partisipasi warga belajar akan semakin optimal apabila
pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) disampaikan langsung oleh ahlinya. Dan dalam pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini
terbukti seperti pelaksanaan kegiatan penyuluhan keamanan pangan
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo. Dalam penyuluhan
ini disampaikan materi tentang jaminan mutu pangan, bentuk pemeriksanaan
pangan dilaboratorium, hingga sanksi pidana pelanggaran pangan. Sehingga
hasil dari penyelenggaraan kegiatan dapat sangat maksimal.
4) Potensi alam yang memadai. Desa Luweng Lor merupakan Desa yang potensi
alamnya sangat mendukung, dikarenakan hampir sebagian besar tanamannya
adalah pohon kelapa. Selain itu Desa Luweng Lor dikelilingi oleh aliran air
yang dapat membantu mempermudah pengairan.
98
b. Faktor Penghambat
Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang
diselenggarakan di Desa Luweng Lor juga memiliki faktor penghambat, seperti
yang disampaikan oleh “BY” :
“Program ini benar-benar bermanfaat mbak, tapi sayangnya masyarakat sini
belum bisa mengembangkan sendiri. Modalnya sudah diberi oleh dinas, namun
masih banyak peralatan yang dibutuhkan yang belum tersedia. Padahal seperti
pembibitan lele, kami kan pengennya berlanjut mbak karena untungnya sangat
membantu pendapatan kami. Kami memang diberi bibit setiap kolam 2000
sampai 3000 ekor, dan pelet untuk pakan lelenya juga sudah disediakan.
Namun belum tersedia beberapa peralatan, seperti pompa air, terpalnya tipis,
dan derigen ikan yang digunakan untuk membawa hasil panen ke tempat
penjualan”.
Disampaikan pula oleh “MH”:
“Masyarakatnya benar-benar jadi terlatih karena program ini mbak, tapi tidak
semua kegiatan bisa dilanjutkan oleh masyarakat sini. Contohnya saja seperti
kegiatan pembuatan susu kedelai dan pembuatan roti bolu. Masyarakat sini
tidak memiliki peralatan untuk membuat susu kedelai dan roti bolu, jadi
masyarakat hanya bisa memproduksi susu kedelai dan roti bolu saat dinas
melakukan sosialisasi dan demonya saja”.
Selain itu “CH” juga memberikan pernyataan:
“Masyarakat disini biasanya antusias berbondong-bondong mengikuti program
dari dinas hanya saat awalnya saja mbak, beberapa masyarakatnya setengah
perjalanan biasanya jadi malas-malasan, jadi mereka mengikuti namun hanya
setengah-setengah saja. Selain itu menurut saya, beberapa masyarakat yang
saat sosialisasi membawa anak mereka (khususnya balita), itu juga dapat
menghambat jalannya sosialisasi mbak. Karena mereka jadi tidak fokus kepada
materi yang disampaikan”.
Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) yang diselenggarakan di Desa Luweng Lor,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo juga memiliki faktor penghambat,
yaitu:
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1) Berkurangnya semangat. Ini adalah faktor penghambat yang hampir selalu
ditemukan disetiap pelaksanaan kegiatan. Biasanya semangat warga belajar
mulai berkurang ditengah perjalanan pelaksanaan kegiatan dikarenakan
beberapa alasan, antara lain: warga belajar tidak bisa membagi waktu antara
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
dengan pekerjaan rumah, sebagian warga belajar kurang berhasil dalam
menghasilkan produk yang sehingga membuat mereka cenderung memilih
berhenti untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.
2) Terganggunya konsentrasi saat mengikuti kegiatan. Biasanya hal ini terjadi
disebabkan sebagian besar dari warga belajar membawa anak mereka yang
masih kecil. Sehingga ini membantu proses berjalannya kegiatan, dan
mengakibatkan kurang maksimalnya penyampaian materi yang warga belajar
dapatkan.
3) Kurangnya ketersediaan perlengkapan. Perlengkapan merupakan bagian
penting dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Dan dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dirasa masih ada
beberapa perlengkapan yang sangat dibutuhkan namun belum tersedia seperti





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor ini meliputi proses
perencanaan dan proses pelaksanaan. Dalam proses perencanaan terdapat beberapa
tahapan yaitu pengadaan sosialisasi, penyusunan data dasar yang meliputi
identifikasi masalah; identifikasi kebutuhan; dan identifikasi potensi,
pengorganisasian masalah, penentuan kegiatan program, serta pembagian peran
antara Stakeholder dan Warga Belajar. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya
berupa pemberian kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar,
pemberian wawasan pengetahuan tentang segala aspek kehidupan, pemberian
keterampilan-keterampilan bagi warga belajar dan peningkatan kemampuan
intelektual.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dilaksanakan di
Desa Luweng Lor dikarenakan Desa Luweng Lor merupakan desa yang memenuhi
syarat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG). Desa Luweng Lor dapat dikatakan termasuk desa terpencil karena
memiliki jumlah keluarga miskin hampir 50%. Namun desa ini juga memiliki banyak
potensi seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kepedulian tinggi,
adanya pengairan sawah yang memadai, dan banyaknya pohon kelapa yang
sebenarnya memiliki banyak manfaat.
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3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyaakat Berperspektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor ini
adalah sebagai berikut:
a. Faktor pendukung dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berperspektif Gender (P2MBG) ini adalah: 1) Respon positif dan partisipasi dari
warga belajar, 2) Adanya dukungan dari fasilitator Desa, 3) Adanya kerjasama
berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purworejo, 4)
Potensi alam yang memadai.
b. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyaakat Berperspektif Gender (P2MBG) adalah: 1) Berkurangnya semangat
saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, 2) Terganggunya konsentrasi saat
mengikuti kegiatan dikarenakan warga belajar membawa anak mereka yang masih
kecil, 3) Kurangnya ketersediaan perlengkapan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) yang berupa pemberian
kesadaran dan membentuk sikap peduli kepada warga belajar, pemberian wawasan
pengetahuan tentang segala aspek kehidupan, pemberian keterampilan-keterampilan
bagi warga belajar dan peningkatan kemampuan intelektual sebaiknya semakin
ditingkatkan, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan semakin divariasi dengan
kegiatan seperti outbond dan sebagainya.
2. Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyaakat Berperspektif Gender
(P2MBG) ini sebaiknya tidak hanya dilaksanakan didaerah terpencil saja, namun
dapat dilaksanakan didaerah lainnya yang memiliki banyak potensi.
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3. Saran penulis dalam faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyaakat Berperspektif Gender (P2MBG) ini adalah sebagai
berikut:
a. Hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan
Masyaakat Berperspektif Gender (P2MBG) seperti respon positif dan partisipasi
dari warga belajar, dukungan dari fasilitator desa, dan kerjasama berbagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purworejo sebaiknya semakin
ditingkatkan atau paling tidak dapat dipertahankan dikegiatan-kegiatan
pemberdayaan lainnya.
b. Selama pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyaakat Berperspektif
Gender (P2MBG) berlangsung, sebaiknya penyelenggara kegiatan membuat
tempat penitipan anak agar warga belajar yang membawa anak mereka yang
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Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
Kabupaten Purworejo tahun 2013
Keterangan:
1) Penasehat




a) Wakil Bupati Purworejo
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4) Wakil Ketua
a) Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
5) Sekretaris
a) Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Kabupaten Purworejo
b) Kesra Setda Kabupaten Purworejo
6) Wakil Sekretaris
a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
7) Anggota (Lembaga Terkait)
a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo
c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
d) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
e) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo
f) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo
g) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo
h) Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo
i) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo
j) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo
k) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten
Purworejo
l) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo
m)Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Purworejo
n) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo
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o) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Purworejo
p) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
q) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo
r) Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purworejo
s) Camat Pituruh
t) Kepala Desa Luweng Lor
u) Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Purworejo
v) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo
w) Ketua GOW Kabupaten Purworejo
x) Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Purworejo
y) Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purworejo
8) Tim Pengelola
a) Fasilitator Desa/ kelurahan
Bagan 2.
Struktur Tim Pengelola
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)














e) Ketua Tim Penggerak PKK
f) Wakil Ketua Tim Penggerak PKK
g) Ketua Pokja I PKK
h) Ketua Pokja II PKK
i) Ketua Pokja III PKK
j) Ketua Pokja IV PKK




DAFTAR NAMA WARGA BELAJAR PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERPRESPEKTIF GENDER (P2MBG)
Tabel 10. Daftar Warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) tahun 2013
No. Nama Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Pendidikan
1 MTN 3 Maret 1974 L Petani SLTP
2 MJN 24 Januari 1980 P Swasta SLTP
3 SPD 16 Agustus 1982 L Petani SLTP
4 NDM 10 Mei 1972 L Petani SLTP
5 SMD 14 Juli 1981 L Petani SLTP
6 SST 6 Desember 1988 P Petani SLTP
7 KML 17 April 1987 P Petani SLTA
8 TRM 17 Januari 1972 L Petani SLTP
9 PND 11 Februari 1973 L Petani SLTP
10 TMN 19 September 1975 L Petani SLTP
11 NDY 7 Desember 1976 P Petani SLTP
12 SH 16 Mei 1985 P Petani SLTP
13 WT 1 Agustus 1983 P Petani SLTP
14 YR 10 November 1970 P Petani SD
15 WY 11 Maret 1970 P Petani SD
16 TY 9 Maret 1976 P Petani SD
17 WG 8 Mei 1969 P Petani SD
18 IY 9 Agustus 1987 P Petani SLTP
19 SNT 28 Maret 1983 P Petani SLTP
20 SGT 5 September 1984 P Petani SD
21 KD 9 Mei 1980 P Petani SD
22 AY 4 Juni 1984 L Petani SLTP
23 BY 17 Mei 1979 L Petani -
24 LG 8 Agustus 1972 L Petani -
25 FY 23 Agustus 1982 P Petani -
26 MM 3 November 1977 P Petani -
27 MFG 1 Juli 1980 P Petani -
28 MN 12 April 1975 P Petani -
29 MTS 11 Oktober 1987 P Petani -
30 RY 19 Juni 1979 L Petani -
31 AI 2 April 1981 L Petani SLTA
32 NY 4 Januari 1990 P Petani SLTA
33 SS 2 Agustus 1983 P Petani SLTA
34 DM 10 September 1989 P Petani SLTA
35 LS 30 Agustus 1977 P Petani SLTP
36 SY 21 Desember 1980 P Petani SD
37 SNW 3 April 1990 P Petani SLTP
38 JM 5 Mei 1968 P Petani SD
39 KS 20 Mei 1973 L Petani SD
40 TR 31 Agustus 1974 P Petani SD
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41 SN 25 Desember 1986 P Swasta SLTA
42 STY 16 Desember 1982 P Petani SLTA
43 CK 9 April 1982 P Petani SD
44 PRS 28 Agustus 1985 P Petani SLTP
45 SM 3 Maret 1971 P Petani SD
46 KNA 28 Agustus 1978 P Petani SLTA
47 RI 20 Juli 1988 P Petani SLTA
48 RMN 9 Januari 1974 P Petani SD
49 TM 24 Mei 1992 P Petani SLTA
50 SW 13 Mei 1971 P Petani SD




Secara garis besar dalam pengamatan (observasi) untuk mengamati
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender Di Desa Luweng Lor Kecamatan
Pituruh Kabupaten Purworejo diantaranya meliputi :
1. Mengamati lokasi (letak geografis), keadaan lokasi pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender dan lingkungan sekitar.
2. Mengamati suasana pembelajaran selama proses dilaksanakan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender di Desa Luweng Lor kecamatan
Pituruh kabupaten Purworejo.
3. Mengamati fasilitas-fasilitas yang tersedia di lokasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender di Desa Luweng Lor kecamatan
Pituruh kabupaten Purworejo.
4. Mengamati kegiatan pengelolaan di lokasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan








Secara garis besar pedoman dokumentasi untuk melihat dalam Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender Di Desa Luweng Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten
Purworejo diantaranya meliputi :
1. Dokumen Tertulis
a. Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Kabupaten
Purworejo
b. Sejarah atau latar belakang pengadaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)
c. Visi dan Misi berdirinya Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)
d. Struktur kepengurusan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMADES) serta alur kepengurusan penyelenggara Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
e. Arsip data warga binaan dan tutor dari tahun ke tahun
f. Data penangungjawab dan pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)
g. Arsip surat keterangan (piagam) penting tentang Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
2. Dokumen Foto
a. Gedung atau fisik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES)
Kabupaten Purworejo
b. Lokasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo
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Untuk Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
A. Ketua Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)
I. Identitas Diri
1. Nama : ( L / P )
2. Jabatan :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :
II. Pertanyaan
1. Bagaimana bentuk kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
2. Bagaimana sejarah terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) baik landasan dan pertimbangan
pendiriannya?
3. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
4. Apa visi dan misi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
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5. Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan dimasyarakat Desa Luweng Lor?
6. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi lokasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
7. Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
8. Bagamana kondisi geografis masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
9. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) di Luweng Lor kecamatan Pituruh
kabupaten Purworejo?
10. Apa yang melatarbelakangi penentuan kegiatan dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) diDesa Luweng
Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo?
11. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
12. Bagaimana perhatian birokrasi setempat (rukun tetangga, rukun warga,
kelurahan, dinas atau instansi yang terkait) terhadap penyelenggaraan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
13. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
14. Bagaimana perencanaan program yang dilaksanakan pada Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
15. Bagaimana proses pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
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16. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
17. Berapa jumlah warga binaan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
18. Bagaimana cara memotivasi warga binaan supaya tertarik terhadap kegiatan-
kegiatan yang terkemas dalam wadah Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
19. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
20. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
B. Sekretaris Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)
I. Identitas Diri
1. Nama : ( L / P )
2. Jabatan :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :
II. Pertanyaan
1. Bagaimana bentuk kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
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2. Bagaimana sejarah terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) baik landasan dan pertimbangan
pendiriannya?
3. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
4. Apa visi dan misi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
5. Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan dimasyarakat Desa Luweng Lor?
6. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi lokasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
7. Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
8. Bagamana kondisi geografis masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
9. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) di Luweng Lor kecamatan Pituruh
kabupaten Purworejo?
10. Apa yang melatarbelakangi penentuan kegiatan dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) diDesa Luweng
Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo?
11. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
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12. Bagaimana perhatian birokrasi setempat (rukun tetangga, rukun warga,
kelurahan, dinas atau instansi yang terkait) terhadap penyelenggaraan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
13. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
14. Bagaimana perencanaan program yang dilaksanakan pada Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
15. Bagaimana proses pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
16. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
17. Berapa jumlah warga binaan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
18. Bagaimana cara memotivasi warga binaan supaya tertarik terhadap kegiatan-
kegiatan yang terkemas dalam wadah Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
19. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
20. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
C. Bendahara Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)
I. Identitas Diri
1. Nama : ( L / P )
2. Jabatan :
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3. Tempat/tanggal lahir :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :
II. Pertanyaan
1. Bagaimana bentuk kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
2. Bagaimana sejarah terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) baik landasan dan pertimbangan
pendiriannya?
3. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
4. Apa visi dan misi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
5. Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan dimasyarakat Desa Luweng Lor?
6. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi lokasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
7. Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
8. Bagamana kondisi geografis masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
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9. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) di Luweng Lor kecamatan Pituruh
kabupaten Purworejo?
10. Apa yang melatarbelakangi penentuan kegiatan dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) diDesa Luweng
Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo?
11. Apa yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
12. Bagaimana perhatian birokrasi setempat (rukun tetangga, rukun warga,
kelurahan, dinas atau instansi yang terkait) terhadap penyelenggaraan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
13. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
14. Bagaimana perencanaan program yang dilaksanakan pada Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
15. Bagaimana proses pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
16. Bagaimana evaluasi pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
17. Berapa jumlah warga binaan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
18. Bagaimana cara memotivasi warga binaan supaya tertarik terhadap kegiatan-
kegiatan yang terkemas dalam wadah Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
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19. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
20. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) menurut anda?
PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Warga Binaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) di Desa Luweng Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
I. Identitas Diri
1. Nama : ( L / P )
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Alamat Asal :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Status :
6. Pekerjaan :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :
II. Pertanyaan
1. Sudah berapa lama anda mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
2. Motivasi apa yang mendorong anda mengikuti Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
3. Apakah anda sebagai warga binaan dilibatkan dalam tahapan fungsi manajemen
Pendidikan Non Formal seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang
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dilakukan penyelenggara Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)?
4. Jika anda dilibatkan, dalam tahapan apa dan bagaimana keterlibatannya?
5. Sebagai warga binaan kontribusi atau masukan apa yang anda berikan untuk
membantu pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?
6. Menurut anda sebagai warga binaan apakah program yang dilaksanakan dalam
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) ini sudah
sesuai dengan kebutuhan dari warga binaan sendiri?
7. Apa yang anda harapkan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
PEDOMAN WAWANCARA
Untuk Masyarakat/Tokoh Masyarakat Sekitar Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) di Desa Luweng Lor
Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
I. Identitas Diri
1. Nama : ( L / P )
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Alamat Asal :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Status :
6. Pekerjaan :
7. Waktu Wawancara :
8. Tempat Wawancara :
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II. Pertanyaan
1. Apakah anda sebagai masyarakat/tokoh masyarakat mengetahui apa itu
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender?
2. Jika mengetahui, darimana anda tahu tentang hal tersebut?
3. Apakah dari pihak pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) pernah mengadakan sosialisasi di masyarakat?
4. Apakah anda sebagai masyarakat/tokoh masyarakat mengetahui apa saja kegiatan
yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat/tokoh masyarakat terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) ini?
6. Bagaimana hubungan kerjasama antara masyarakat/tokoh masyarakat dengan
pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
7. Apakah anda sebagai masyarakat dilibatkan dalam tahapan fungsi manajemen
Pendidikan Non Formal seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang
dilakukan pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?
8. Jika anda dilibatkan, dalam tahapan apa dan bagaimana keterlibatannya?
9. Sebagai masyarakat/tokoh masyarakat kontribusi atau masukan apa yang anda
berikan untuk membantu pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
10. Adakah pengaruh pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) bagi masyarakat?





Tanggal : 23 Mei 2013
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMASDES)
Tema/ Kegiatan : Observasi awal
Deskripsi
Pada tanggal 23 Mei 2013 peneliti datang ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BAPERMASDES) untuk mengadakan observasi awal. Ketika sesampainya
disana, peneliti disambut oleh Ibu “SC” yaitu selaku pengelola Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES). Kemudian peneliti mengucapkan terimakasih
karena telah disambut dengan baik. Selanjutnya peneliti menjelaskan bahwa akan
mengadakan penelitian tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) yang merupakan program yang dinaungi oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES). Peneliti bertanya “kegiatan apa saja yang
dilaksanakan didalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?”.
Ibu “SC” menjawab dengan senang dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang sudah
dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan “beberapa
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) adalah
sosialisasi penyuluhan UMKM, penyuluhan keamanan pangan, pelatihan pembuatan
kecap, pelatihan pengelolaan lele, pelatihan pembuatan jipang, pelatihan pembuatan
gula kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan enten-enten, pelatihan
pembuatan kue bolu, pengadaan expo home industry, pelatihan pembuatan sale,
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pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan kemasan jipang, pengadaan mesin jahit
dan mesin obras, pelatihan beternak itik, pengadaan bibit durian, sosialisasi jamban
dan spall, pengadaan bibit sayuran, sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata,
sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari, sosialisasi hukum
pernikahan, dan sosialisasi keluarga berencana. Untuk program yang sudah
dilaksanakan diantaranya ada sosialisasi UMKM, penyuluhan keamanan pangan,
pelatihan pembuatan kecap. Untuk yang sedang dilaksanakan sampai saat ini ada
pelatihan pengelolaan lele, pelatihan home industry seperti peyek dan jipang. Dan
untuk program terdekat, rencananya kami akan mengadakan pelatihan pembuatan
kemasan jipang, tujuannya agar kemasannya semakin menarik dan dapat meningkatkan
offset penjualan produk”.
Setelah mendapatkan ijin dan informasi dari pengelola Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES), kemudian peneliti membuat janji untuk
bertemu kembali dengan Ibu “SC” selaku pengelola Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (BAPERMASDES) dan Bapak “HY” selaku penanggungjawab bidang yang
menangani Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) untuk
mengambil data yang dibutuhkan. Sebelum meninggalkan Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES), Ibu “SC” berpesan kepada peneliti untuk
membuat surat khusus yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BAPERMASDES) dengan perihal Desa Lokasi P2MBG kabupaten Purworejo
tahun 2013. Selanjutnya peneliti mohon pamit karena harus kembali ke Yogyakarta.
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CATATAN LAPANGAN II
Tanggal : 10 Juni 2013
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMASDES)
Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan pengelola Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (BAPERMASDES)
Deskripsi
Pada tanggal 10 Juni 2013 peneliti datang kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) untuk bertemu dengan Ibu “SC” dan bapak
“HY” yang sebelumnya telah terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk bertemu. Ibu
“SC” dan Bapak “HY” menyambut kedatangan peneliti dengan ramah.
Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu “SC” yang setiap pertanyaannya ada
beberapa yang dilengkapi oleh bapak “HY”. Peneliti bertanya “Bagaimana bentuk
kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjelaskan “Bentuk kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) ini banyak sekali mbak, diawali dari pengadaan
sosialisasi kepada seluruh warga Desa Luweg Lor, lalu pemberian kecakapan hidup
(life skill) berupa keterampilan-keterampilan yang dapat menunjang perekonomian
warga sini, lalu ada pemberian modal juga, selain itu ada juga penyadaran dan
pembentukan perilaku sadar dan peduli”.
Peneliti menanyakan “Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor?”.
Ibu “SC” menjelaskan “Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Desa
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Luweng Lor memiliki permasalahan dalam berbagai sisi dan yang paling mencolok
adalah permasalahan ekonomi, namun sebenarnya Desa Luweng ini memiliki banyak
potensi yang dapat dikembangkan”.
Peneliti juga menanyakan “Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjawab “Saya melihat diDesa Luweng Lor masih banyak ditemukan
masyarakat miskinnya, namun semangat mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) saya acungi
jempol karena dari awal sosialisasi kegiatan ini, masyarakatnya sangat antusias”.
Selain menanyakan kondisi sosial, peneliti juga bertanya “Bagaimana kondisi geografis
masyarakat disasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?”
Ibu “SC” menjawab “Disana banyak terdapat lahan kosong, sehingga salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menawarkan kegiatan berupa pengelolaan
lele dengan memanfaatkan lahan tersebut dijadikan kolam”.
Peneliti bertanya “Apa yang melatarbelakangi penentuan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjawab “Kegiatan yang akan dilakukan ditentukan dari hasil Partisipatory
Rural Appraisal (PRA) atau yang sering disebut Penyusunan Data Dasar. Penyusunan
Data Dasar ini meliputi identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan dan identifikasi
potensi”.
Peneliti bertanya “Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjelaskan “Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada
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kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan
dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status,
kedudukan dan partisipasi perempuan”.
Peneliti kembali bertanya “Bagaimana perhatian birokrasi setempat (RT, RW,
kelurahan, dinas atau instansi terkait) terhadap penyelenggaraan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjelaskan “Dalam hal penyelenggaraan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG), saya melihat instansi terkait sangat
mendukung”.
Peneliti bertanya “Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SC” menjawab “Respon dari masyarakat Luweng Lor itu luar biasa mbak, saat
pertama sosialisasi saja jumlah peserta melebihi jumlah target undangan. Bahkan
masyarakat disana terlihat sangat antusias saat kami menyampaikan tujuan kami
kesana. Antusias mereka terlihat dari ketertarikan materi sosialisasi yang kami
sampaikan, dan pada saat sesi tanya jawab, mereka juga banyak yang tanya.
Masyarakat Luweng Lor benar-benar punya greget dalam pelaksanaan program ini”.
Peneliti juga menanyakan faktor penghambat, namun Ibu “SC” menyampaikan sejauh
ini beliau tidak melihat ada faktor yang menghambat.
Setelah melakukan wawancara dengan kedua perwakilan dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) tersebut, kemudian peneliti mengambil data
dan meminjam arsip-arsip tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) untuk difotocopy. Selanjutnya Ibu “CH” dan Bapak “HY”
menyarankan agar peneliti terjun langsung melihat pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) dilapangan.
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Sebelum berpamitan peneliti menyampaikan terimakasih dan akan kembali ke Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) untuk melaporkan
progress pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) diDesa Luweng Lor, kecamatan Pituruh, kabupaten Purworejo.
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CATATAN LAPANGAN III
Tanggal : 18 Juni 2013
Waktu : 09.00 – 14.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten
Purworejo
Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) dan masyarakat umum Desa Luweng Lor
Deskripsi
Pada tanggal 18 Juni 2013 peneliti datang langsung ke Kantor Desa Luweng Lor
kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo untuk bertemu fasilitator Desa dan
mengutarakan maksud kedatangannya untuk melakukan penelitian Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG). Saat itu peneliti disambut
oleh Bapak “CH” selaku Ketua pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) yang sekaligus menjadi sekretaris di Desa mitra
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG).
Penulis bertanya “Bagaimana bentuk kegiatan dari Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjelaskan “Sejauh ini saya melihat bentuk kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) berupa Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) dan praktek langsung yang mana isinya sosialisasi, pemberian
keterampilan, dan masih banyak lagi mbak, pokoknya sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Desa sini”.
Peneliti menanyakan “Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor?”
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Bapak “CH” menjawab ”Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) dilaksanakan di Desa ini karena Desa ini memenuhi kriteria yang
disyaratkan oleh pemerintah mbak. Dari segi potensi, Desa ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan, kondisi masyarakatnya juga sangat mudah untuk dikembangkan
karena masyarakat disini mau diajak bergerak untuk berubah”.
Peneliti bertanya “Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjawab “Warga disini masih kental dengan gotong royong, pedulinya
sangat tinggi”.
Peneliti menanyakan “Bagaimana kondisi geografis masyarakat disasaran Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjelaskan “Kebanyakan pohon kelapa mbak, hampir seluruh tanaman
diDesa kami adalah kelapa. Selain itu Desa kami berada disamping sungai, dan sungai
ini biasanya dimanfaatkan warga sini untuk pengairan sawah”.
Peneliti bertanya “Apa yang melatarbelakangi penentuan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjelaskan “Penentuan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) dilatarbelakangi dari adanya pengidentifikasian
masalah yang ada di Desa Luweng Lor, pengidentifikasian kebutuhan yang sebagian
besar merupakan keinginan masyarakat Desa Luweng Lor, dan pengidentifikasian
potensi yang dimiliki Desa Luweng Lor. Yang mana pengidentifikasian ini dilakukan
bersama-sama antara pemerintah, fasilitator Desa dan masyarakat Desa Luweng Lor
itu sendiri”.
Peneliti menanyakan “Apa yang diharapkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?”
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Bapak “CH” menjawab “Saya berharap Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) ini dapat meningkatkan penghasilan untuk menunjang
kebutuhan keluarga. Sedangkan kaitannya dengan perempuan, saya berharap supaya
perempuan diDesa Luweng Lor ini jangan sampai tertinggal”.
Peneliti juga mengajukan pertanyaan “Bagaimana perhatian birokrasi setempat (RT,
RW, kelurahan, dinas atau instansi terkait) terhadap penyelenggaraan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjelaskan “Sejak awal birokrasi kami sangat menyambut positif mbak,
karena ini sangat bermanfaat bagi kemajuan Desa kami. Bahkan setelah
dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati yang menunjuk Desa kami sebagai lokasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG), kami
menggerakkan semua perangkat Desa untuk mensosialisasikan kepada warga”.
Peneliti bertanya “Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “CH” menjawab “Masyarakat Luweng Lor sangat antusias mbak, soalnya
program ini sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepannya. Selain menambah
pegalaman, program ini juga memiliki andil besar dalam peningkatan ekonomi
keluarga. Selain itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia
(SDM) disini sangat mendukung. Disini terdapat banyak pohon aren yang biasanya
hanya diambil gulanya dan kemudian dijual. Sekarang gula arennya bisa dibuat produk
seperti jipang dan gula, ya ini semenjak adanya program pemberdayaan masyarakat
dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES). Sumber Daya
Manusia (SDM) nya juga sangat antusias dalam menjalankan keterampilan-
keterampilan yang diberikan”.
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Peneliti juga bertanya “Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan
kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?”
Bapak “CH” menjawab “Masyarakat disini biasanya antusias berbondong-bondong
mengikuti program dari dinas hanya saat awalnya saja mbak, beberapa masyarakatnya
setengah perjalanan biasanya jadi malas-malasan, jadi mereka mengikuti namun hanya
setengah-setengah saja. Selain itu menurut saya, beberapa masyarakat yang saat
sosialisasi membawa anak mereka (khususnya balita), itu juga dapat menghambat
jalannya sosialisasi mbak. Karena mereka jadi tidak fokus kepada materi yang
disampaikan”.
Penulis mendapatkan informasi lengkap tentang pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG), selain itu penulis diijinkan mefotocopy
data-data mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) serta peta potensi Desa Luweng Lor.
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak “CH”, penulis mohon ijin untuk
melakukan wawancara dengan masyarakat umum untuk mengetahui seberapa penting
manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) bagi
masyarakat umum Desa Luweng Lor. Bapak “CH” mengijinkan dan penulis menemui
salah satu warga Desa Luweng Lor yang tidak termasuk sebagai warga belajar Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG), yaitu Ibu “SR”.
Peneliti bertanya “Apakah anda sebagai masyarakat mengetahui apa itu Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SR” menjawab “sebenarnya saya kurang tau, tapi saya paham maksud tujuan
diadakannya program ini, agar masyarakat Luweng Lor semakin maju dan berdaya.
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Saya juga sering melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti membuat
pelatihan-pelatihan seperti itu mbak”.
Peneliti bertanya “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) ini?”
Ibu “SR” menjelaskan “Saya rasa banyak sekali manfaatnya mbak, membantu
meningkatkan perekonomian, tapi yang jelas dari yang belum tahu menjadi tahu, yang
sudah tahu selanjutnya mereka kemudian mencoba, bahkan banyak yang menjadikan
pelatihan-pelatihan dari program ini dijadikan usaha mereka masing-masing”.
Peneliti bertanya “Bagaimana hubungan kerjasama antara masyarakat, tokoh
masyarakat dan pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?”
Ibu “SR” menjawab “hubungannya harmonis mbak, komunikasinya juga baik, dan
terus berlanjut hingga saat ini”.
Peneliti menanyakan “Sebagai masyarakat, kontribusi atau masukan apa yang anda
berikan untuk membantu pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SR” menjawab “saya lebih menilai masalah keuangannya mbak. Karena ini
program yang sifatnya kelompok, harus ada pertemuan khusus untuk membahas
laporan tiap bulannya dan setiap permasalahan yang ada harus dicarikan
penyelesaiannya”.
Peneliti bertanya “Adakah pengaruh pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) bagi masyarakat?”
Ibu “SR” menjawab “sangat berpengaruh mbak, nyatanya banyak masyarakat Luweng
Lor yang mencoba, meski mereka bukan termasuk masyarakat mitra”.
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Peneliti juga menanyakan “Apa yang diharapkan dari Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “SR” menjawab “Saya berharap sesudah diadakannya berbagai pelatihan, bisa
menambah income pendapatan, karena kalau perekonomian meningkat maka
pendidikan akan semakin maju, kesehatan semakin terjangkau”.
Ibu “SR” sangat ramah dan menjelaskan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) ini sudah dapat dikatakan berhasil dikarenakan
pelaksanaannya masih beberapa bulan namun sudah terlihat hasil yang didapatkan oleh
masyarakat, terutama masalah perekonomian keluarga. Setelah penulis melakukan
wawancara dengan Ibu “SR”, penulis mengucapkan terimakasih dan berpamitan dengan
Bapak “CH” dan Ibu “SR”, selanjutnya penulis berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN IV
Tanggal : 19 Juni 2013
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Rumah Kepala Desa Luweng Lor dan Rumah Warga belajar
Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Luweng Lor dan
melihat pelaksanaan pengelolaan home industry
Deskripsi
Pada tanggal 19 Juni 2013 penulis kembali ke Desa Luweng Lor untuk melakukan
wawancara, kali ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak “MH” selaku kepala
Desa Luweng Lor. Bapak “MH” menyambut dengan ramah, Bapak “MH” sangat
antusias menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
Peneliti bertanya “Bagaimana bentuk kegiatan dari Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “MH” menjawab “Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi, pelatihan,
memberikan keterampilan,pemberian materi tentang kehidupan sehari-hari. Inti dari
kegiatannya menumbuhkembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya
Alam (SDA) yang dimiliki disini mbak”.
Peneliti menanyakan “Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “MH” menjelaskan “Warga di Desa Luweng Lor ini sosialnya masih sangat
tinggi mbak, setiap ada urusan Desa seperti kerja bakti, mereka langsung berbondong-
bondong mengerjakan secara bersama-sama mbak”.
Peneliti bertanya “Apa yang diharapkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?”
138
Bapak “MH” menjawab “Harapannya program ini terus dilanjutkan, meski hanya
kegiatan-kegiatan kecil. Biar hasilnya itu terus berkesinambungan”.
Peneliti menanyakan “Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “MH” menjelaskan “Dalam program ini, banyak fasilitas yang diberikan oleh
dinas. Di Desa kami hanya sebagai peserta saja, semuanya sudah ditanggung oleh
dinas. Baik fasilitas maupun sarana prasarana sudah ada. Pokoknya program ini
sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian keluarga, yang nanti
harapannya dapat membantu untuk peningkatan pendidikan juga. Soalnya kalau
ekonomi masyarakat sini meningkat, pasti banyak anak-anak Luweng Lor yang bisa
sekolah karena orang tua mereka tidak kesulitan dalam mencari penghasilan”.
Peneliti juga menanyakan “Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan
kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?”
Bapak “MH” menjawab “Masyarakatnya benar-benar jadi terlatih karena program ini
mbak, tapi tidak semua kegiatan bisa dilanjutkan oleh masyarakat sini. Contohnya saja
seperti kegiatan pembuatan susu kedelai dan pembuatan roti bolu. Masyarakat sini
tidak memiliki peralatan untuk membuat susu kedelai dan roti bolu, jadi masyarakat
hanya bisa memproduksi susu kedelai dan roti bolu saat dinas melakukan sosialisasi
dan demonya saja”.
Setelah peneliti melakukan wawancara, Bapak “MH” mengajak peneliti untuk
mengunjungi salah satu rumah warga belajar yang dijadikan lokasi pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG). Disana peneliti
melihat langsung warga belajar sedang melakukan pengolahan beberapa home industry,
antara lain: pembuatan enten-enten, pembuatan gula kelapa, pembuatan peyek, dan
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pembuatan jipang. Setelah puas berkeliling dan melihat pelaksanaan home industry di
Desa Luweng Lor, penulis berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN V
Tanggal : 20 Juni 2013
Waktu : 09.30 – 13.30 WIB
Tempat : Rumah Warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)
Tema/ Kegiatan : Wawancara dengan warga belajar Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
Deskripsi
Pada tanggal 20 Juni 2013 penulis datang kembali ke Desa Luweng Lor untuk bertemu
dengan warga belajar Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG). Sebelumnya ketua pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) sudah mengarahkan penulis untuk menemui beberapa
warga belajar yang dapat diwawancarai. Penulis bertemu dengan Bapak “BY”, Ibu
“UY”, dan Bapak “RY”.
Penulis bertanya “Sudah berapa lama anda mengikuti Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “RY” menjawab “sekitar 4 bulan mbak, terhitung dari bulan Maret sampai Juni
2013 ini”.
Peneliti menanyakan “Motivasi apa yang mendorong anda mengikuti Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “RY” menjawab “soalnya program ini memajukan perekonomian saya mbak,
bisa dijadikan usaha sampingan, sekalian bisa untuk menambah hobi”.
Bapak “BY” menambahkan “karena program ini benar-benar menambah pemasukan
ekonomi, selain itu data dikerjakan dirumah jadi bisa untuk mengisi waktu luang
mbak”.
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Peneliti bertanya “Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “UY” menjelaskan “Setahu saya tujuan pelaksanaan program ini agar dapat
meningkatkan peranan perempuan, agar perempuan itu semakin berkembang, semakin
maju dan tidak tertinggal”
Peneliti menanyakan “Apa yang diharapkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “UY” menjawab “Saya pengen program ini bisa membantu memulihkan
perekonomian keluarga. Kalau bisa juga jangan hanya dua tahun, tapi terus
mendampingi Desa kami”.
Peneliti bertanya “Bagaimana perhatian birokrasi setempat (RT, RW, kelurahan, dinas
atau instansi terkait) terhadap penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Ibu “UY” menjawab “Perangkat Desa Luweng Lor sangat mendukung mbak, malah
perangkatnya sangat getol mengajak warga sini untuk mengikuti serangkaian kegiatan
dari pemerintah”.
Peneliti menanyakan “Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?”
Bapak “BY” menjelaskan “Program ini benar-benar bermanfaat mbak, tapi sayangnya
masyarakat sini belum bisa mengembangkan sendiri. Modalnya sudah diberi oleh
dinas, namun masih banyak peralatan yang dibutuhkan yang belum tersedia. Padahal
seperti pembibitan lele, kami kan pengennya berlanjut mbak karena untungnya sangat
membantu pendapatan kami. Kami memang diberi bibit setiap kolam 2000 sampai 3000
ekor, dan pelet untuk pakan lelenya juga sudah disediakan. Namun belum tersedia
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beberapa peralatan, seperti pompa air, terpalnya tipis, dan derigen ikan yang
digunakan untuk membawa hasil panen ke tempat penjualan”.
Warga belajar menyambut peneliti dengan sangat baik, bahkan saat wawancara peneliti
diajak untuk berkeliling melihat salah satu kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) yaitu pengelolaan lele. Penulis diajarkan cara
pengelolaannya dari persiapan kolam, penaburan bibit lele, pemberian makanan, cara
panen hingga akses penjualan kepada konsumen. Selain itu warga belajar menceritakan
bahwa telah melakukan pemanenan sebanyak 2x sejak bulan Maret 2013. Setelah puas
berkeliling, penulis berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN VI
Tanggal : 23 Juni 2013
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo
Tema/ Kegiatan : Mengambil dokumentasi di Desa Luweng Lor, kecamatan Pituruh
kabupaten Purworejo
Deskripsi
Pada tanggal 23 Juni 2013 penulis kembali mengunjungi Desa Luweng Lor yang
digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG). Penulis bertemu dengan Bapak “CH” yang
sebelumnya sudah pernah diwawancarai oleh peneliti. Kali ini peneliti datang ke Desa
Luweng Lor tidak untuk melakukan wawancara, namun peneliti melakukan
dokumentasi. Peneliti memohon ijin kepada Bapak “CH” untuk berkeliling Desa
Luweng Lor dan meminta ijin untuk mengambil beberapa gambar tentang Desa yang
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG). Setelah dirasa cukup mendapatkan dokumentasi yang
dibutuhkan, peneliti mengucapkan terimakasih dan berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN VII
Tanggal : 29 Juni 2013
Waktu : 08.00 – 15.30 WIB
Tempat : Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo
Tema/ Kegiatan : Melihat pelaksanaan dan mengambil dokumentasi pelaksanaan
pelatihan home industry yang merupakan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)
Deskripsi
Pada tanggal 29 Juni 2013 penulis kembali mengunjungi Desa Luweng Lor yang
digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG). Penulis bertemu dengan Bapak “MH” yang
sebelumnya sudah pernah diwawancarai oleh peneliti. Peneliti datang ke Desa Luweng
Lor tidak untuk melakukan wawancara, namun peneliti melakukan dokumentasi.
Peneliti berkeliling ke home industry warga belajar dan mengambil beberapa gambar
pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG). Selama mengumpulkan data dokumentasi, peneliti ditemani oleh Bapak
“MH” bahkan Bapak “MH” menjelaskan setiap kegiatan yang dilihat oleh peneliti.
Setelah dirasa cukup mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, peneliti
mengucapkan terimakasih dan berpamitan untuk pulang.
145
CATATAN LAPANGAN VIII
Tanggal : 13 Juli 2013
Waktu : 09.00 – 13.30 WIB
Tempat : Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo
Tema/ Kegiatan : Melihat pelaksanaan dan mengambil dokumentasi pelaksanaan
pelatihan pengelolaan lele yang merupakan kegiatan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
Deskripsi
Pada tanggal 13 Juli 2013 penulis kembali mengunjungi Desa Luweng Lor yang
digunakan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG). Penulis bertemu dengan Ibu “UY” yang sebelumnya
sudah pernah diwawancarai oleh peneliti. Kali ini peneliti datang ke Desa Luweng Lor
tidak untuk melakukan wawancara, namun peneliti melakukan dokumentasi. Peneliti
berkeliling untuk melihat pengelolaan lele dan mengambil beberapa gambar
pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG). Selama mengumpulkan data dokumentasi, peneliti ditemani oleh Ibu “UY”
bahkan Ibu “UY” menjelaskan setiap kegiatan yang dilihat oleh peneliti. Setelah dirasa
cukup mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, peneliti mengucapkan terimakasih
dan berpamitan untuk pulang.
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CATATAN LAPANGAN IX
Tanggal : 16 Agustus 2013
Waktu : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Luweng Lor kecamatan Pituruh kabupaten
Purworejo
Tema/ Kegiatan : Konsultasi hasil penelitian
Deskripsi
Pada tanggal 16 Agustus 2013 peneliti datang ke Kantor Desa Luweng Lor kecamatan
Pituruh kabupaten Purworejo. Sesampai disana penulis disambut oleh Bapak “CH”.
Penulis langsung mengkonsultasikan hasil penelitian yang didapatkan kepada Bapak




(Display, Reduksi dan Kesimpulan) Hasil Wawancara
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
Di Desa Luwenglor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
Bagaimana perencanaan kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
SC : “Kami dari pihak BAPERMASDES melakukan sosialisasi yang isinya
kami kenalkan apa itu Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG), bagaimana pelaksanaan program ini dan maksud
tujuan dilaksanakannya program ini selanjutnya data dasar disini
menggunakan teknik partisipatif yang mana dari pihak
BAPERMASDES, fasilitator Desa dan masyarakat Desa Luweng Lor
ikut berpartisipasi dalam penyusunan data dasar ini. Dan dalam
penyusunan data dasar ini harus dapat berpedoman dalam berbagai
bidang mbak, diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian,
peternakan, hukum dan bidang lingkungan hidup, setelah ada hasil
penyusunan data dasar dan pengorganisasian masalah, tahapan
selanjutnya adalah penentuan kegiatan program. Dalam penentukan
kegiatan program, BAPERMASDES mengikutsertakan instansi/ lembaga
terkait untuk menentukan kegiatan apa saja yang tepat diadakan di Desa
Luweng Lor ini dengan mempertimbangkan hasil dari penyusunan data
dasar dan hasil pelaksanaan pengorganisasian masalah. Dari penyusunan
data dasar dan hasil pelaksanaan pengorganisasian masalah, kami
membuat kegiatan apa saja yang akan kami laksanakan dan beberapa
kegiatan yang disepakati bersama yaitu sosialisasi penyuluhan UMKM,
penyuluhan keamanan pangan, pelatihan pembuatan kecap, pelatihan
pengelolaan lele, pelatihan pembuatan jipang, pelatihan pembuatan gula
kelapa, pelatihan pembuatan peyek, pelatihan pembuatan enten-enten,
pelatihan pembuatan kue bolu kukus, pengadaan expo home industry,
pelatihan pembuatan sale, pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan
kemasan jipang, pengadaan mesin jahit dan mesin obras, pelatihan
beternak itik, pengadaan bibit durian, sosialisasi jamban dan spall,
pengadaan bibit sayuran, sosialisasi hukum pidana dan hukum perdata,
sosialisasi apotik hidup, sosialisasi hukum kehidupan sehari-hari,
sosialisasi hukum pernikahan, dan sosialisasi keluarga berencana.
Dikarenakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG) ini mencakup segala bidang, maka BAPERMASDES
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menempatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten
Purworejo sebagai stakeholder dimasing-masing kegiatan sesuai dengan
bidang pelaksanaan kegiatan, misalnya untuk pelaksanaan pelatihan
pembuatan gula kelapa maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan
Koperasi berperan sebagai stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan”.
MH : “Jadi dalam menyusun data dasar, kami semua dilibatkan mbak, kami
diberi kebebasan untuk melihat permasalahan yang ada diDesa kami.
Selain itu kami juga diajak mendalami kebutuhan dan potensi yang ada
diDesa kami dengan didasari banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan
dan lain-lainnya mbak”.
CH : “Setelah penyusunan data dasar, kami menentukan masalah apa saja
yang harus segera ditangani. Kami mulai memilah masalah-masalah
yang sifatnya membutuhkan pemecahan masalah segera namun dengan
tetap mempertimbangkan potensi yang ada diDesa kami”.
Kesimpulan : Dalam proses perencanaan terdapat beberapa tahapan yaitu pengadaan
sosialisasi, penyusunan data dasar yang meliputi identifikasi masalah;
identifikasi kebutuhan; dan identifikasi potensi, pengorganisasian
masalah, penentuan kegiatan program, serta pembagian peran antara
Stakeholder dan Warga Belajar.
Bagaimana pelaksanaan kegiatan dari Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
CH : “Sejauh ini saya melihat pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) berupa Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) dan praktek langsung yang mana isinya sosialisasi,
pemberian keterampilan, dan masih banyak lagi mbak, pokoknya sangat
dibutuhkan oleh masyarakat Desa sini”.
SC : “Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) ini banyak sekali mbak, diawali dari
pengadaan sosialisasi kepada seluruh warga Desa Luweg Lor, lalu
pemberian kecakapan hidup (life skill) berupa keterampilan-
keterampilan yang dapat menunjang perekonomian warga sini, lalu ada
pemberian modal juga, selain itu ada juga penyadaran dan pembentukan
perilaku sadar dan peduli”.
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MH : “Pelaksanaan kegiatannya berupa sosialisasi, pelatihan, memberikan
keterampilan,pemberian materi tentang kehidupan sehari-hari. Inti dari
kegiatannya menumbuhkembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki disini mbak”.
Kesimpulan : Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) berupa memberikan penyadaran dan
pembentukan perilaku sadar dan peduli, memberikan wawasan
pengetahuan, kecakapan keterampilan, serta peningkatan kemampuan
intelektual.
Mengapa Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor?
CH : “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif
Gender (P2MBG) ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang
berorientasi pada situasi dan kondisi lokasi Desa. Berdasarkan hasil
rapat yang diikuti oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKBD) se-kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Desa Luweng
Lor memiliki permasalahan dalam berbagai sisi dan yang paling
mencolok adalah permasalahan ekonomi, namun sebenarnya Desa
Luweng ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan”.
SC : “Desa ini sebenarnya sarana prasarananya sudah cukup baik mbak,
namun masyarakatnya masih dikatakan rendah karena kebanyakan
masyarakat sini berpendidikan terbatas. Dan Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) dilaksanakan di Desa ini
karena Desa ini memenuhi riteria yang disyaratkan oleh pemerintah
mbak. Dari segi potensi, Desa ini memiliki potensi yang dapat
dikembangkan, kondisi masyarakatnya juga sangat mudah untuk
dikembangkan karena masyarakat disini mau diajak bergerak untuk
berubah”.
MH : “Orang-orang disini kerjanya kebanyakan sebagai petani dan penderes
mbak, selain itu ada peternak, wiraswata dan beberapa menjadi PNS.
Kalau sisi Desa nya, Desa Luweng Lor sarana prasarana sudah sangat
mendukung. Fasilitas jalan menuju Desa Luweng Lor semua sudah
dapat dilalui kendaraan dan sebagian beraspal. Ketersediaan sumber air
melimpah dan luas lahan yang dimiliki sangat membantu dalam usaha
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pertanian maupun perkebunan di Desa ini”.
Kesimpulan : Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
dilaksanakan di masyarakat Desa Luweng Lor dikarenakan Desa
Luweng Lor merupakan Desa yang termasuk terpencil namun memiliki
sumber daya yang dapat dikembangkan.
Bagaimana kondisi sosial masyarakat disasaran Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
MH : “Warga di Desa Luweng Lor ini sosialnya masih sangat tinggi mbak,
setiap ada urusan Desa seperti kerja bakti, mereka langsung berbondong-
bondong mengerjakan secara bersama-sama mbak”.
SC : “Saya melihat diDesa Luweng Lor masih banyak ditemukan
masyarakat miskinnya, namun semangat mereka untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) saya acungi jempol karena dari awal sosialisasi
kegiatan ini, masyarakatnya sangat antusias”.
CH : “Warga disini masih kental dengan gotong royong, pedulinya sangat
tinggi”.
Kesimpulan : Masyarakat Desa Luweng Lor memiliki sosial yang tinggi, masih
kentalnya dengan kegiatan gotong royong dan kepedulian terhadap
sesama masih dirasa sangat tinggi.
Bagaimana kondisi geografis masyarakat disasaran Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
SC : “Disana banyak terdapat lahan kosong, sehingga salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menawarkan kegiatan berupa
pengelolaan lele dengan memanfaatkan lahan tersebut dijadikan kolam”.
CH : “Kebanyakan pohon kelapa mbak, hampir seluruh tanaman di desa
kami adalah kelapa. Selain itu Desa kami berada disamping sungai, dan
sungai ini biasanya dimanfaatkan warga sini untuk pengairan sawah”.
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Kesimpulan : Kondisi geografis masyarakat disasaran Program Pemberdayaan
Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG) didominasi oleh pohon
kelapa dan bersebelahan dengan sungai.
Apa yang melatarbelakangi penentuan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
SC : “Kegiatan yang akan dilakukan ditentukan dari hasil Partisipatory
Rural Appraisal (PRA) atau yang sering disebut Penyusunan Data Dasar.
Penyusunan Data Dasar ini meliputi identifikasi masalah, identifikasi
kebutuhan dan identifikasi potensi”.
CH : “Penentuan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) dilatarbelakangi dari adanya pengidentifikasian masalah yang
ada di Desa Luweng Lor, pengidentifikasian kebutuhan yang sebagian
besar merupakan keinginan masyarakat Desa Luweng Lor, dan
pengidentifikasian potensi yang dimiliki Desa Luweng Lor. Yang mana
pengidentifikasian ini dilakukan bersama-sama antara pemerintah,
fasilitator Desa dan masyarakat Desa Luweng Lor itu sendiri”.
Kesimpulan : Penentuan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG) dilatarbelakangi dari hasil Partisipatory Rural Appraisal
(PRA) atau yang sering disebut Penyusunan Data Dasar. Penyusunan
Data Dasar tersebut meliputi identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan
dan identifikasi potensi.
Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG)?
SC : “Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju
pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas
bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan
fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi
perempuan”.
UY : “Setahu saya tujuan pelaksanaan program ini agar dapat meningkatkan
peranan perempuan, agar perempuan itu semakin berkembang, semakin
maju dan tidak tertinggal”
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Kesimpulan : Tujuan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga
menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan
lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan
dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi
perempuan.
Apa yang diharapkan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender
(P2MBG)?
MH : “Harapannya program ini terus dilanjutkan, meski hanya kegiatan-
kegiatan kecil. Biar hasilnya itu terus berkesinambungan”.
SR : “Saya berharap sesudah diadakannya berbagai pelatihan, bisa
menambah income pendapatan, karena kalau perekonomian meningkat
maka pendidikan akan semakin maju, kesehatan semakin terjangkau”.
UY : “Saya pengen program ini bisa membantu memulihkan perekonomian
keluarga. Kalau bias juga jangan hanya dua tahun, tapi terus
mendampingi Desa kami”.
CH : “Saya berharap Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG) ini dapat meningkatkan penghasilan untuk menunjang
kebutuhan keluarga. Sedangkan kaitannya dengan perempuan, saya
berharap supaya perempuan diDesa Luweng Lor ini jangan sampai
tertinggal”.
Kesimpulan : Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)
diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa
Luweng Lor, karena dari meningkatnya perekonomian keluarga maka
akan berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan seperti pendidikan
dan kesehatan.
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Bagaimana perhatian birokrasi setempat (RT, RW, kelurahan, dinas atau instansi
terkait) terhadap penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG)?
UY : “Perangkat Desa Luweng Lor sangat mendukung mbak, malah
perangkatnya sangat getol mengajak warga sini untuk mengikuti
serangkaian kegiatan dari pemerintah”.
SC : “Dalam hal penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG), saya melihat instansi terkait sangat
mendukung”.
CH : “Sejak awal birokrasi kami sangat menyambut positif mbak, karena ini
sangat bermanfaat bagi kemajuan Desa kami. Bahkan setelah
dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati yang menunjuk Desa kami
sebagai lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif
Gender (P2MBG), kami menggerakkan semua perangkat Desa untuk
mensosialisasikan kepada warga”.
Kesimpulan : Perhatian birokrasi setempat (RT, RW, kelurahan, dinas atau instansi
terkait) terhadap penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) sangat mendukung, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sangat antusias memberikan materi baik
dalam bentuk sosialisasi, keterampilan mapun pemberian modal usaha,
dan dari sisi birokrasi setempat menyambut dengan positif.
Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
SC : “Respon dari masyarakat Luweng Lor itu luar biasa mbak, saat pertama
sosialisasi saja jumlah peserta melebihi jumlah target undangan. Bahkan
masyarakat disana terlihat sangat antusias saat kami menyampaikan
tujuan kami kesana. Antusias mereka terlihat dari ketertarikan materi
sosialisasi yang kami sampaikan, dan pada saat sesi tanya jawab, mereka
juga banyak yang tanya. Masyarakat Luweng Lor benar-benar punya
greget dalam pelaksanaan program ini”.
CH : “Masyarakat Luweng Lor sangat antusias mbak, soalnya program ini
sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepannya. Selain
menambah pegalaman, program ini juga memiliki andil besar dalam
peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu potensi Sumber Daya Alam
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(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) disini sangat mendukung.
Disini terdapat banyak pohon aren yang biasanya hanya diambil gulanya
dan kemudian dijual. Sekarang gula arennya bisa dibuat produk seperti
jipang dan gula, ya ini semenjak adanya program pemberdayaan
masyarakat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(BAPERMASDES). Sumber Daya Manusia (SDM) nya juga sangat
antusias dalam menjalankan keterampilan-keterampilan yang diberikan”.
MH : “Dalam program ini, banyak fasilitas yang diberikan oleh dinas. Di
Desa kami hanya sebagai peserta saja, semuanya sudah ditanggung oleh
dinas. Baik fasilitas maupun sarana prasarana sudah ada. Pokoknya
program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian
keluarga, yang nanti harapannya dapat membantu untuk peningkatan
pendidikan juga. Soalnya kalau ekonomi masyarakat sini meningkat,
pasti banyak anak-anak Luweng Lor yang bisa sekolah karena orang tua
mereka tidak kesulitan dalam mencari penghasilan”.
Kesimpulan : Faktor pendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) yaitu respon positif dan partisipasi dari
warga belajar yang sangat antusias, adanya dukungan dari fasilitator
Desa, adanya kerjasama berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) se-Kabupaten Purworejo, dan potensi alam yang memadai.
Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender (P2MBG)?
BY : “Program ini benar-benar bermanfaat mbak, tapi sayangnya
masyarakat sini belum bisa mengembangkan sendiri. Modalnya sudah
diberi oleh dinas, namun masih banyak peralatan yang dibutuhkan yang
belum tersedia. Padahal seperti pembibitan lele, kami kan pengennya
berlanjut mbak karena untungnya sangat membantu pendapatan kami.
Kami memang diberi bibit setiap kolam 2000 sampai 3000 ekor, dan
pelet untuk pakan lelenya juga sudah disediakan. Namun belum tersedia
beberapa peralatan, seperti pompa air, terpalnya tipis, dan derigen ikan
yang digunakan untuk membawa hasil panen ke tempat penjualan”.
MH : “Masyarakatnya benar-benar jadi terlatih karena program ini mbak,
tapi tidak semua kegiatan bisa dilanjutkan oleh masyarakat sini.
Contohnya saja seperti kegiatan pembuatan susu kedelai dan pembuatan
roti bolu. Masyarakat sini tidak memiliki peralatan untuk membuat susu
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kedelai dan roti bolu, jadi masyarakat hanya bisa memproduksi susu
kedelai dan roti bolu saat dinas melakukan sosialisasi dan demonya
saja”.
CH : “Masyarakat disini biasanya antusias berbondong-bondong mengikuti
program dari dinas hanya saat awalnya saja mbak, beberapa
masyarakatnya setengah perjalanan biasanya jadi malas-malasan, jadi
mereka mengikuti namun hanya setengah-setengah saja. Selain itu
menurut saya, beberapa masyarakat yang saat sosialisasi membawa anak
mereka (khususnya balita), itu juga dapat menghambat jalannya
sosialisasi mbak. Karena mereka jadi tidak fokus kepada materi yang
disampaikan”.
Kesimpulan : Faktor penghambat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Berprespektif Gender (P2MBG) yaitu berkurangnya semangat,





Gedung BAPERMASDES Lokasi pelaksanaan P2MBG
Salah satu warga Luweng Lor sebagai
Penderes
Warga Luweng Lor mengikuti kegiatan
Sosialisasi
Kegiatan Penyuluhan UMKM Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan
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Wawancara dengan narasumber (Warga
Belajar)
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Warga Belajar menunjukkan lokasi
pengelolaan lele
Tokoh Masyarakat mengajak ke lokasi
pembuatan jipang
Pelaksanaan kegiatan Expo Home Industri Salah satu produk Expo Home Industri
Hasil produk P2MBG (jipang dan gula) Hasil produk P2MBG (peyek)
Lampiran 9. 
BUPATI PURWOREJO 
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : i ~~.4 /99 I ,"0 lob 
TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM TERPADU 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) 




a. bahwa sebagai salah satu upaya guna meningkatkan 
tingkat hidup keluarga menuJ'.l kesejahteraan, 
kesetaraan dan keadilan, Pemerintah Kabupaten 
Purworejo pada Tahun 2013 akan melaksanakan 
Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat 
Berspektif Gender (P2M-BG); 
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat beIjalan 
secara terarah dan terkoordinasi dengan baik 
sebingga dapat'tepat'"gima dan tepat'S8.saran sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibentuk 
Tim Pelaksana dengan melibatkan dinas / instansi 
teknis terkait; . 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan humf b, perlu 
mf!netapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan 
Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan 
Masyararakat Bei-spektifGender (P2M-BG) Kabupateh 
Purworejo Tahun 2013; 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Linglrungan,Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemeri,ntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 
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:S.I)cratUr:tll I)crnerintah Nomo£" b Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di 
Daerah (Lcmbaran Negara I~cpublik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor lO, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3373); 
4. Peraturar.l Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pt::hlcf luLallctIl Dat:! cd! Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 
Tahun 2000 ten tang Visi dan Misi Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2000 Nomor 23); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 
4 Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerab Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tabun 2008 Nomor 4); 
7. Peraturan Dacrah Kabupaten Purworejo Nomor 14 
Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerab Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 
14); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tabun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerab Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 
17); 
9. Peraturan Daerab Kabupaten Purworejo Nomor 
19 Tabun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan· 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tabun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2012 Nomor 18); 
Memperhatikan: lfisthiksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 





Membentuk Tim Pelaksana Program Pemberdayaan 
Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG) Kabupaten 
Purworejo Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan 






Ti m Pelaksana se bagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU mempunyai tugas : 
;1. melaksanakan pendataan, perencanaan, 
pengorganisasian pelaksana, pemantauan kegiatan 
masyarakat mitra di Desa lokasi binaan Program 
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender 
(P2M-BG)j 
b. mengkoordinasikan kegiatan operasional 
masyarakat mitra di Desa lokasi binaan yang 
dilaksanakan oleh dinas/ instansi, lembaga swasta, 
organisasi kemasyarakatan dan lembaga 
masyarakatj 
c. meningkatkan kesadaran masyarakat mitra, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Tim Penggerak PKK 
tingkat Desa dalam mendukung Program 
Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender 
(P2M-BG); 
d. meningkatkanj mengoptimalkan peran lembaga-
lembaga yang ada di Desa lokasi binaan; 
e. menumbuhkan semangat gotong royong dan 
swadaya masyarakat dalam menunjang 
keberhasilan Frogram Pemberdayaan Masyarakat 
Berspektif Gender (P2M-BO); 
f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada Bupati Purworejo 
melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Purworejo. 
Dalam melaksanakan tugas, Tim 
se bagaimana dimakud Diktum 
bertanggungjawab kepada Bupati Purworejo. 
Pelaksana 
KESATU 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013. 









KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : i~g --1/99/ '.01-; 
TENTANG. 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASY. BERSPEKTIF GENDER 
(P2M-BG) KAB. PURWOREJO 
TAHUN 2013 
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA 
PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKAT BERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) 
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013 T-·--········ .. -.. ---------.--
, JABATAN DALAM DINASj INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM 
Bupati Purworejo Penanggungjawab 
Wakil ~'::!~ti Purworej~ ___ . ___ Ketua 
~ ~---. 
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Wakil Ketua 
Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum dan Sekretaris 
Kesra Setda Kabupaten Purworejo 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Wakil Sekretaris 
Desa Kabupaten Purworejo 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Anggota 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Anggota 
Purworejo 
Kepala Dinas·Kesehatan Kabupaten Purworeio Anggota 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota 
Kabupaten Purworejo 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan . Anggota 
Sipil Kabupaten Purworejo 
Kepala Dinas Tenaga KeIja, Transmigrasi dan Anggota 
._-_ .... - .. 
Sosia} Kabueaten Purworejo 
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Anggota 
Kabupaten Purworejo 
. 
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Anggota 
Peternakan Kabupaten Purworejo 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ar.ggota 
Purworejo 
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Anggota 
Koperasi Kabupaten Purworejo 
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Anggota 
Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelulaan Anggota 




Kepala Badan Keluarga Berencana dan Anggota 
pemberdayaan PeremEuan KabuEaten Purworejo 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Anggota 
Daerah Kabupaten Purworejo 
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Anggota 
Ketahanan Pan gar! KabuEaten Purworejo 
KepaJa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Anggota 
Purworejo 




Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Anggota 
Purworejo 
. 
Camat Kaligesing Anggota 
Kepala Desa Ngaran Kecamatan Kaligesing Anggota 
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Anggota 
Purworejo 
i Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo Anggota 
Ketua GOW Kabupaten Purworejo Anggota 
I Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Anggota Purworejo ¥." ~-•• ~- ... 
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Anggota 







KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : \ g (1. ~ 1.20"> 
TENTANG 
PENETAPAN DESA LOKASI PELAKSANMN PROGRAM 
TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER 
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013-2014 
HUPATI PURWOI~l'::'JO, 
Menimbang It. bahwa dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran 
dan kualitas hidup perempuan, serta upaya 
mewlIjlldkan kcsetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan bcrkeluarga, bermasyarakat. berhan3sa 
dan bernegara, maka Pemerintah telah 
mencanangkan Program Tcrpadu Pemberdayaan 
Masynrak~t Bcrpcrspektif Gender, dimana Kabupatcn 
Purworejo, terma:>uk ... r.;c!:j:ldi salah. ~3.tu lokasi 




o. bahwa dalam rangka mendukung pelakmmaun 
program sebagaimana dimaksud pad a huruf dapat 
terwujud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 
perlu menetapkan desa lokasi binaan pelaksanaan 
Program tcrsebut; 
('. bahwa hcrdasark~1n pcrtimbangan scbagaim<Jna 
rlil1laksud pada huruf a dan huruf 0, pcrlu 
mcncrbitkan Keputusan Bupati tcntang Penetapan 
Des:l Lokasi Binann Pclaksanaan Program Tcrpndu 
Pc;n!x;rdayaan Masyarakat Bcrpcrspcktif ("ender, di 
Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2014. 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kcdua Atas Undang-Undallg Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Fepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 






:L Pcmlurall I'clllcrinlah Nomor 38 tahun 2007, 
\Cll\,lIlg Pcmbagian Urusan Pcmcr:ntahan Antnra 
Pcrnerintah, Pemerint~h Daerah Provinsi dan 
Pcmcrilltah Daerah kabupaten / Kola (Lembaran 
Ncganl Rcpublik Indonesia Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tabun 
2007 tcntang Pedoman Pelaksana Program Tcrpadu 
Pemberdayaan rvlasy~iu!~~t 2crper.:;;:!:~if Ger.d~r 
(P2M-BG) Provinsi ,Jawa Tengah; 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 
tahul:. 2000 tentang Visi dan Mi~i Kabupaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 200 
Nomor 23) ; 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 4 
Tahun 2008 ten lang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 14 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 
~. Pcral uran Dacruh Kabupatcn Purworcjo Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 




Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Gender dalam Pembangunan 
MEMUTUSKAN : 
l)esn Lokasi Binaan Program Terpadu Pemberdayaan 
masyarakat Berpcrspektif Gender di Kabupaten 
Purworcjo tahun 2013-2014 sebagaimana [ercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 
lJinas/lnstansi yang mempunyal tugas pokok dan 
lungsi terkait dengan pelaksanaan Program Terpaciu 
\)crnbcrdayaan Masyarakat Berperspaktii Genc\~r 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, baik 
scear;) bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib 
hcrpcr;ll1 aktif dalam pembinaan pelaksanaan 




ScgaJa biaya yang timbul .sebagai akibat ditetapkannya 
Kepulusan ini dibebankan pada Anggaran PendapatRn 
clan Bclanja Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 
AI11~g;lran 2012. 
KcputuH8n ini mulai berlaku pada tRnggaJ ditetupkan. 
Purworcjo 






I<I~PUTUSAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: \'~8.-'\/).o~ 
TENTANG 
PENETAPAN DESA LOKASI BINAAN 
PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
BERPERSPEKTIF GENDER 
Dl KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013-2014 
DESA LOKASI BINMN PROGRAM TERPADU 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER 
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013-2014 
NAMA Dl<:SA 
LUWENGLOR PITURUH 
--_ .. _._-_ .. _-
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Lampiran 11. 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
KECAMATAN PITURUH 
OESA lUWENGlOR 
KEPUTUSAN KI:I-'ALA iir~r~ U .. NvEl'JGl.On 
PEMSENTUKAN :::;:, ;:':::;'~GELOLA KEGIATAN 
PROGRAM TERPADU PEMSERDA'{hhi\i [,,1ASVARAKAT BERPERSPEKTIF 
GEf'~D!:H {FL!Vi-8G} 
Ot'5A tlJWtNGlO~ KECAlv"-' , - c· ...... ;~IJH ICABUPATEN PURWOREJO 
KEPALA DESA LUWENGlOR 
Menimbang: 
a. Bahwa dalam rangka pelaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan· 
Masyarakat Berperspektif Gender ( P2M~BG ) pada desa binaan lokasi P2M_BG 
yang bertujuan untuk meningkatkan kuwalitas hidup keluarga meriuju 
kesejahteraan kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan pembangunan perlu 
membentuk Tim Pengelola Kegiatan P2M_BG Desa luwenglor Kecamatan 
Pituruh; 
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan terse but diatas huruf a maka pembentukan 
Tim ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa luwenglor Kecamatan 
Pituruh; 
Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 
2. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (lembaran Negara Tahun 2000 
no mar 54 I ambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
3. Peraturan Daerah kabupatt:11 PUfwClfejo Nomor 23 tahun 2000, tentang Visi 
dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
tahun 2000 Nomor 23); 
4. Peratul"an Oaerah kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2000, tentang 
keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo tahun 2000 Nomor 27); 168 
S. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 13 tahun 2000, tentang 
peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 
Nomor 13 tahun 2000 Nomor:12Seri : nomor 13); 
6. Peraturan Daerah kabupaten PurVvorej", ;~v,;-'vi ~ t.:hun 2C~CJ ~"ntang Badan 
Permusyawaratan Desa.· 
7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 118.4/203/2012 Tentang Penetapan 
Desa Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif 
Gender Tahun 2013-2014, dan DPA SKPD Badan Pemberdayaan Mastarakat 







Disampaikan Kepada Yth: 
1. 8upati Purworejo 
2. Camat Pituruh 
Mengangkat nama-nama yang terlampir Surat Keputusan ini 
sebagai Tim Pengelola kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan 
Masyarakat Berperspektif Gender ( P2M-BG ) Desa luwenglor tahun 
. 
2013 
Tim Pengelola kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan. 
Masyarakat Berperspektif Gender ( P2M-BG ) Desa luwenglor 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa Luwenglor 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan 
dibetulkan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di : Luwenglor 
Pada Tanggal :05Nopember 2012 
luwenglor 
MINAT HARTONO 
3. Ketua BPD Desa Luwenglor 169 
Lampiran : Keputusan Kepala Oesa Luwenglor 
Kepala Oesa Luwenglor 
Nomor . 144.8/09/2012 
Tangga\ : 03 No pember 2012 
SUSUNAN TIM PENGELOLAH KEGiATAN PROGRAM TERPADU 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER {P2M-BG} 
DESA lUWENGLOR KECAMATAN PITURUH 
No Jabatan Kedudukan dalam Tim Keterangan 
1. Kepala Desa Penanggungjavvab 
2. Sekretaris Desa Ketua 
3. Kaur Pemerintahan Sekretaris 
4. Kaur Keuangan Anggota 
S. Kaur Pembangunan Anggota 
6. Kaur Kesra Anggota 
7. Sedan Desa Anggota 
8. Ketua Tim Penggerak PKK Anggota 
9. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Anggota 
10. Ketua Pokja I PKK Anggota 
11. Ketua Pokja II PKK Anggota 
12. Ketua Pokja III PKK Anggota 
13. Ketua Pokja IV PKK Anggota 
14. Ketua Karang Taruna Anggota 
Luwenglor, 03 Nopember 2012 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
KECAMATAN PITURUH 
DESA lUWENGlOR 
KEPUTUSAN r~EPP.,L.: Ui:~,,", LU\;\it.r~GLOi{ 
NOi.~:';:, . .:.. ... __ : _~ " ~::..:...::.. 
PENET/\PI\N :~: .. :.. .......... AT MITRA P2M-BG 
DESA LUWENGlOR KECAMATAN PiTUKUH KABUPAlEN PURWOREJO 
KEPALA DESA lUWENGlOR 
Menimbang: 
c. Bahwa untuk Pembentukan Masyarakat mitra yang Berperspektif Gender 
(P2M_BG), perlu adanya pembinaan kepada rnasyarakat mitra secara 
berkelanjutan; 
d. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a maka 
perlu di tetapka:l dengan Keputusan Kepala Desa; 
Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Dderaii UlultUllli (i..embaldll , .. egara Tahun 
2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
3. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 23 tahun 2000, tentang Visi 
dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
tahun 2000 Nomor 23); 
4. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2000, tentang 
keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo tahun 2000 Nomor 27); 
S. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 13 tahun 2000, tentang 
peraturan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 
Nomor 13 tahun 2000 Nomor:12Seri : nomor 13); 
6. Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2006, tentang Badan 
Permusyawaratan Desa; 
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7. Keputusan Bupati Purworeio Nomor : 118.4/203/1012 Tentang Penetapan 
Desa Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif 
Gender Tahun 2013-2014, dan OPA S!(PO Badan Pemberdayaan Mastarakat 






DisJmpaihn Kepada Yth: 
1. Bupati Purworejo 
2. Camat Pituruh 
MEMUTUSKAN 
Menunjuk 50 ( lima puluh ) warga Oesa Luwenglor, Desa Luwenglor 
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini sebagai warga Binaan P2M-BG / 
Masyarakat mitra. 
Warga Binaan P2M-BG / Masyarakat mitra sebagaimana dimaksud 
dictum pertama siap menjadi kader dan selalu mengikuti 
pembinaan / pelatihan yang diadakan dari TIngkat Kecamatan 
maupun di Tingkat Kabupaten dan Desa terkait serta menerapkan 
hasil pembinaan / pelatihan dalam kehidupan sehari-hari didalam 
Masyarakat. 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan 
dibetulkan sebagaimana mestinya. 
Oitetapkan di : Luwenglor 
Pada Tanggal : 05 Nopember 2012 
MINAT HARTONO 
3. Ketua BPD Desa Luwengior 
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Nama Tgl, Lahir No. 
Peserta 
1 2 3 
1 MUSTAKIM 03-03-1974 
2 MUJIANI 24-01-1980 
. ~.-.-
_. __ ........ _.,.- . ..,-_ .. ... ~---.--- ... -.. 
3 SUPAROI 16-08-1982 
4 NGAOIMIN 10-05-1972 
5 SAMIDIN 14-07-1981 
6 SUSANTI 06-12-1988 
7 KAMILAH 17-04-1987 
8 TURMUDI 17-01-1972 
9 PONIDI 11-02-1973 
10 TOEMINO 19-09-1975 
11 NGADIVATI 07-12-1976 
'12 SITI HAUMAH 16-05-1985 
13 WIWIT 01-08-1983 
14 YUHRIYAH 10-11-1970 
15 WAGIYATI 11-03-1970 
16 TRIYAHNI 09-03-1976 
17 WAGINI 08-05-1969 
18 INDAHYATI 09-08-1987 
19 SUNARTI 28-03-1983 
20 SUGIARTI 05-09-1984 
21 KAROINAH 09-05-1980 
22 ARIVANTO 04-06-1982 
23 BUNYAMIN 17-05-1979 
24 LANGGENG 08-08-1972 
25 FITRIYAH 23-08-1982 
26 MUKMINAH 03-11-1977 
27 MARFUNGAH 01-07-1980 
28 MAINAH 12-04-1975 
29 MINTARSIH 11-10-1987 
30 RIYADI 19-06-1979 
31 ALDIIRAWAN 02-04-1981 
32 NAFSIYATI 04-01-1990 
33 SUSANTI 02-08-1983 
-- -
34 DEWI MAS ITO 10-09-1989 
3S LASMI 30-08-1977 
36 SRIYATUN 21-12-1980 
37 SARTINILAWATI 03-04-1990 
--------,-- r---'-~-=-' 






































NURCHOLIS M Petani 
SUPRIYANTO Petani 





-t--:::-::-~-.---- .. " .. ~. 
-
Nomor : 144.8/10/2012 




L P Va Tldak 
6 7 • 9 10 
SLTP 2 2 Va 
SLTP 1 Va 
SLTP 1 Va 
SLTP 1 2 Va 
SLTP 1 1 Va 
SLTP 1 Va 
SLTA 1 Va 
SLTP 3 1 Va 
SLTP 1 Va 
SLTP 2 Va 
SLTP 2 Va 
SLTP 2 Va 
SLTP 1 Va 
SO 1 2 Va 
SO 1 Va 
SO 1 1 Va 
SO 1 1 Va 
SLTP 2 Va 
SLTP 1 1 Va 
SO Va 
SO 2 Va 
SLTP 2 Va 
1 Ya 
3 Ya 
"1 2 va 
2 1 Ya 
1 1 Ya 




SLTA 1 Ya 
SLTA 1 Va 
5LTA 2 Ya 
SLTA 1 Ya 
SLTP 1 1 Ya 
N9 2 i Ya 








































Nama Nama Pekerja Pendl Jml PUS No. Til, Lahlr Istrl/Suami an dlkan Anak Ket. Peserta L P Va Tlda 
k 
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 
39 KAFIO 5 20-05-1973 DARMI Petani SO 2 - Va Anggota 
40 TURASMI 31-12-1974 TOYIB Petani SO 1 2 Va Anggota 
41 SRI NURHAYATI 25-12-1986 LATIF A Swasta SLTA 1 Ya Ketua 
42 SUTIYANI 16-12·1982 PARYONO Petani SLTA 1 Ya sekretarls 
43 ClCIOIKIR 09-04-1982 TUPARI Petani SO Va Anggota 
-
44 PARSINI 28-08-1985 EKOS PHani SlTP 2 Ya Anggota 
--.--- --.~---------- ~.----
4S SAMISA 03-03-1971 NASO'KA Petani SO 3 Va Anggota 
46 KARNIATI 28-08-1978 HARIS P Petani SLTA 3 va Anggota 
47 RIRIN IRMAWATI 20-07-1988 ALDI WAHYONO Petani SlTA 1 Va Anggota 
48 RUMINI 09-01-1974 SUPRAPTO Petani SO 3 Va Anggota 
I 
49 TITI MASKANAH 24-05-1992 HERMAWAN Petani SlTA 1 Va Anggota 
SO SRIWATI 13-05-1971 SOBIRIN Petani SO 2 1 Va Anggota 




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN A\\:aI~ 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
Alamat : Karangmalang, Y ogyakarta 55281 
Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094 
Telp.(0274) 586168 Psw. (221.223.224.295,344.345.366.368.369.401.402.403.417) 
No. :3/0YIUN34.11IPLl2013 
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal 
Hal : Permohonan izin Penelitian 
Yth. Gubemur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Cq. Kepala Kesbanglinmas Provo DIY 
Jl. Jenderal Sudirman 5 
Yogyakarta 
14 Mei 2013 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh 
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut 





Dewi Arum Sriworo 
09102241006 
PLS/PLS 
Bubutan Rt.2, Rw.1 No.23 , Purwodadi , Purworejo 
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa terse but mel.aksanakan kegiatan 







Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi 
Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo 
Pengelola Bapermades , Penyelenggara P2MBG , Warga Binaan , Tokoh 
Masyarakat 
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender 
Mei-Juli 2013 
Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender di Desa Luweng Lor Kecamatan 
Pituruh Kabupaten Purworejo 
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami rnengucapkan terima kasih. 
Tembusan Yth: 
1.Rektor ( sebagai laporan) 
2. Wakil Dekan I FIP 
3.Ketua Jurusan PLS FIP 
4.KabagTU 
5.Kasubbag Pendidikan FIP 
6.Mahasiswa yang bersangkutan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
aryanto, M.Pd. 
IP 196009021987021 001 
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IUlnpjra~ikRINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
.. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
(BADAN KESBANGLINMAS ) 
. JI Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233 




Yogyakarta, 16 Mei 2013 
074/1047/Kesbang/2013 
Rekomendasi Ijin Penelitian 
Kepada Yth. 
Gubemur Jawa Tengah 





Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas 
Provinsi Jawa Tengah 
di 
SEMARANG 
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
31 04IUN34 .111PLl20 13 
14 Mei 2013 
Permohonan Izin Penelitian 
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan. maka dapat 
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam 
rangka penyusunan skripsi dengan judul : " PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
BERPRESPEKTIF GENDER DI DESA LUWENGWR KECAMATAN 
PITURUH KABUPATEN PURWOREJO ", kepada : 
Nama 
NIM 




DEWl ARUM SRIWORO 
09102241006 
PLSIPLS 
TImu Pendidikan UNY 
Desa Luweng Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, 
Provinsi Jawa Tengah 
Mei s.d Juli 2013 
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat 
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan. 
Kepada yang bersangkutan diwajibkan : 
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah 
penelitian ~ 
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya 
dengan judul penelitian dimaksud~ 
3. Me1aporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY; 
Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang 
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. 
Demikian untuk menjadikan maklum. 
Tembusan Kepada Yth : 
1. Gubemur DIY (sebagai laporan); 
1, Dekan Fakultas lImu Pendidikan UNY; 
OJ Yang bersangkutan 
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Lampiran 14. 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
BADAN KESATUAN BANGSA POLIllK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
JI. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 6454990 FAX. (024) 8414205.6313122 
EMAIL: KESBANG@JATENGPROV.GO.ID 
SEMARANG - 50136 
SURAT REKOMENDASI SURVEY I RISET 
Nomor : 0701 1319/2013 
I. DASAR 
II. MEMBACA 
: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia No 64 Tahun 2011 Tanggal 20 
Desember 2011. 
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 
070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004. 
: Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 I 1047 I 
Kesbang 12013. Tanggal16 Mei 2013. 
III. Pada ~rlnslpnya kami TIDAK KEBERATAN I Dapat Menerima atas 
Pelaksanaan Penelitian I Survey di Kabupaten Purworejo. 





5. Penanggung Jawab 
6. Judul Penelitian 
7. Lokasi 
DEWI ARUM SRIWORO. 
Indonesia. 
Karangmalang - Yogyakarta. 
: Mahasiswa. 
: S. W. Septiarti, M.Si. 
: Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif 
Gender di Desa Luwenglor Kecamatan Pituruh 
Kabupaten Purworejo. 
: Kabupaten Purworejo. 
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : 
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepado Pejabat 
Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk 
mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat 
Pemberitahuan ini. 
2. Pelaksanaan survey I riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu 
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang 
mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak 
membahas masalah Politik dan I atau agama yang dapat menimbulkan 
terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban. 
177 
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3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan 
peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima 
PenelitL 
4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada 
Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dad: 
Mei s.d Agustus 2013 
VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
Semarang, 21 Mel 2013 
an. GUBERNUR JAWA TENGAH 
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LlNMAS 
~Ra!wttSI JAWA TENGAH Hp 
n---"'l : 
ROFAI MSi 
mtl+MPtU'ltama M uda 
21982031005 
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KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN 
PERLINDUNGAN MASY ARAKA T 
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 2 ft:alp.(0275)323890 Purworejo 54111 
070/ 2.-J l /2013. Purworejo,23 Mei 2013. 
!jin PenelitianjSurvey jRiset Kepada: 
yth. Kepala Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Purworejo 
I. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Provinsi Jawa Tengah Nomor: 070/1319/2013 tertanggal 21 Mei 
2013, tentang Surat Rekomendasi Survey 1 Riset. 
II. Sehubungan dengan dasar tersebut maka dengan ini kami ajukan saudara : 
1. Nama : DEWI ARUM SRIWORO 
2. NIM /NPM : 09102241006. 
3. Kebangsaan : Indonesia. 
4. Alamat : Karangmalang Yogyakarta. 
5. Pekeljaan : Mahasiswa. 
6. Penanggung Jawab : S.W.Septiarti, M.Si 
7. Judul Penelitian : Pembersayaan Masyarakat Berprespektif Gender di 
8. Lokasi 
9. Waktu 
Desa Luwenglor Kecamatan Pituruh Kab. Purworejo. 
: Kabupaten Purworejo. 
: Mei sid Agustus 2013. 
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
,...".-_ .. og KESBANGPOLINMAS 
YRWOREJO 
ryo(<:lIm-'an Bangsa 
~11ftI'I1I" "'~IOI'l~ k,S.lP 
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!lITT1ln"""n 16. 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) 
JI. Urip Sumoharjo No.6 Telp/Fax. (0275) 325202 Purworejo 54111 
IZIN RISET I SURVEY I PKL 
NOMOR : 072/231/2013 
I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tabun 
2008 Nomor II ). 
II. Menunjuk : Jjin Penelitian dari Dekan Fak Ilmu Pendidikan UNY No.31041UN34.l11PU2013 Tanggal14 
Mei2013 . 











Instansi I Univl Perg. Tinggi 
Jurusan 
ProgramStudi 
Dewi Arum Sriworo 
Mahasiswa 
09102241006 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Pendidikan Luar Sekolah 
S.I 
(. Alamat 
<- No. Telp. 
Bubutan Rt. 002 Rw.ool No. 23 Kec.Purwodadi Kab.Purworejo 
085729383555 
.:. Penanggung Jawab S.W Septiarti, M.Si 
+ Maksud I Tujuan Penelitian 
<- Judul Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender di Desa Luweng Lor 
Keeatan Pituruh Kabupaten Purworejo 
.:- Lokasi Luweng Lor Kec. Pituruh 
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b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada : 
1. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Purworejo 
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Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Luweng Lor terhitung 
sejak tangga123 Mei 2013 sampai dengan tanggal23 Agustus 2013 dalam rangka 
penyusunan skripsi dengan judul: 
"Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender di Desa Luweng Lor 
Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo • " 
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